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RINGKASAN 

Tisha Windianty Kusuma Putri, 2018. Implementasi Kebijakan Kurikulum 2013 

Tingkat Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Magetan (Studi pada 

SMPN 2 Sukomoro Kabupaten Magetan). Skripsi. Jurusan Administrasi Publik, 

Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya. Dosen Pembimbing: Dr. 

Siswidiyanto, MS. (136+xvi hal) 

Kebijakan Kurikulum 2013 merupakan kurikulum terbaru pengganti 

Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) seperti yang tercantum pada 

Undang-Undang Nomor 81A Tahun 2013 Tentang Kebijakan Kurikulum 2013. 

KTSP diganti karena dianggap belum mampu memberikan hasil yang maksimal 

terhadap pendidikan di Indonesia. SMPN 2 Sukomoro merupakan salah satu 

Lembaga Pendidikan Tingkat Menengah Pertama di Kabupaten Magetan yang 

mulai tahun ajaran baru 2017/ 2018 diwajibkan menggunakakan kebijakan 

kurikulum 2013. Dalam pelaksanaan kebijakan kurikulum 2013 di SMPN 2 

Sukomoro mengalami beberapa permasalahan meliputi sosialisasi kurikulum 2013, 

rendahnya pemahaman guru dan siswa terkait kurikulum 2013. Penelitian ini 

bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis implementasi kebijakan 

kurikulum 2013 tingkat sekolah menengah pertama di Kabupaten Magetan, faktor 

pendukung dan penghambat implementasi kebijakan kurikulum 2013. 

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan 

kualitatif dengan teknik analisis data yang digunakkan adalah dengan menggunakan 

analisis data model interaktif menurut Miles, Huberman dan Saldana (2014) yang 

terdiri dari pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data, dan penarikan 

kesimpulan. Lokasi penelitian dalam penelitian ini adalah Kabupaten magetan dan 

SMPN 2 Sukomoro sebagai situs penelitian. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan kurikulum 

tingkat sekolah menengah pertama di Kabupaten Magetan belum terlaksana dengan 

baik berdasarkan tahap implementasi menurut Charles O. Jones dalam Widodo 

(2012:91) yang meliputi tahap interpretasi, tahap pengorganisasian, dan tahap 

aplikasi. Hal ini dikarenakan belum berjalannya seluruh tahap implementasi dalam 

kebijakan kurikulum 2013. Terdapat faktor pendukung dan penghambat dalam 

implementasi Kebijakan kurikulum 2013. Adapun faktor pendukung meliputi 

semangat belajar dari guru dan siswa, ketersediaan buku paket, Diklat yang 

dilakukan dinas terkait, dan sumber dana. Faktor penghambatnya meliputi 

kurangnya sosialisasi, sumber daya manusia yang tidak bisa mengoperasikan 

perangkat komputer, guru dan siswa masih menggunakan metode pembelajaran 

kurikulum, kurangnya sarana prasarana. Adapun saran peneliti yakni pihak Dinas 

Pendidikan lebih menggalakkan sosialisasi, pihak sekolah mengalokasikan dana 

untuk pembinaan guru dan siswa untuk melaksanakan pelatihan komputer, guru 

harus mampu menciptakan suasana belajar mengajar yang menyenangkan, dan 

Dinas Pendidikan menambahkan modul dan melengkapi sarana prasarana yang 

kurang. 

 

Kata Kunci : Implementasi, Kebijakan Publik, Pendidikan, Kurikulum 2013 
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SUMMARY 

Tisha Windianty Kusuma Putri, 2018. The Policy of 2013 Curriculum 

Implementation  in Junior High School Level of Magetan District (Study at 

SMPN 2 Sukomoro Magetan District). Thesis of Administration Public, Faculty 

of Administrative Science, Brawijaya University. Under the guidance of Dr. 

Siswidyanto, MS. (136+xvi pages) 

Curriculum policy 2013 is the latest curriculum of education unit level 

curriculum (KTSP) which is stated in the law number 81A of 2013. The 2013 

curriculum is applied because the previous curriculum of KTSP is considered as not 

being able to give maximum result to the education in Indonesia. SMPN 2 

Sukomoro is the first education institution in Magetan district which starting from 

the new academic year of 2017/2018 required to use the policy of curriculum 2013. 

In the implementation of the policy of curriculum 2013 for junior high school level 

in SMPN 2 Sukomoro encountered several problems covering the socialization of 

the 2013 curriculum, the low understanding of teachers and students related to the 

2013 curriculum. This study aims to describe and analyze the implementation of 

the curriculum policy of junior high school level in Magetan district, supporting 

factors and obstacles factors to the implementation of the 2013 curriculum policy. 

This research using descriptive observation with a qualitative approach with 

data analysis techniques that is to use data analysis interactive model by Miles, 

Huberman and Saldana (2014), which consists of data collection, condensation, 

data presentation, and conclusion. The location of this research is Magetan Regency 

and SMPN 2 Sukomoro as research sites. 

The result of the study shows that the implementation of curriculum policy 

in junior high school level in Magetan District has not been able to be categorized 

as good category based on the implementation stage ofCharles O. Jones in Widodo 

(2012:91) which includes the stage of interpretation, organizing phase, and 

application stage. This is because it not run well throughout the implementation 

phase in the curriculum policy of junior high school level in Magetan district. There 

are supporting factors and obstacles in the implementation of curriculum policy 

2013. The supporting factors include the spirit of learning from teachers and 

students, the availability of textbooks, the training conducted by related agencies, 

and sources of funds. Obstacles factors include lack of socialization, human 

resources who can not operate computer, teachers and students still use old learning 

methods that are not in accordance with the 2013 curriculum, lack of facilities and 

infrastructure. As for the researcher's suggestion that the education department is 

encouraging socialization, the school allocated fund for the development of teachers 

and students to carry out computer training, should be able to create a fun learning 

atmosphere, and the education office add module and complete the lack of 

infrastructure. 

  

Keywords: Implementation, Public Policy, Education, Curriculum 2013 
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BAB I 

 

PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang 

Memasuki era globalisasi, Indonesia dihadapkan dengan berbagai 

tantangan globalisasi. Untuk menghadapi tantangan globalisasi tersebut 

pemerintah melakukan beberapa kebijakan, salah satunya pada bidang 

pendidikan. Pendidikan merupakan wadah untuk meningkatkan dan 

mengembangkan kualitas sumber daya manusia selain itu pendidikan juga 

merupakan pondasi yang dapat menjadikan generasi muda cerdas seperti yang 

tercantum dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 

Pendidikan Nasional mempunyai fungsi mengembangkan kemampuan 

dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam 

rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk 

mengembangkan potensi siswa agar menjadi manusia yang beriman 

dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, 

berilmu, cakap, kreatif, mandiri, serta menjadi warga yang demokratis 

serta bertanggung jawab. 

 

Mutu pendidikan yang lebih baik dibutuhkan agar tujuan bangsa 

Indonesia untuk memiliki generasi muda yang cerdas dapat terwujud. Hal 

tersebut menjadi tugas dan tanggung jawab pemerintah untuk menjadikan 

pendidikan di Indonesia lebih baik dengan membuat kebijakan di bidang 

pendidikan. Meningkatkan kualitas pendidikan merupakan usaha yang dapat 

dilaksanakan dalam sistem pembangunan di bidang pendidikan berupa 
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pemerataan pendidikan sekaligus pemerataan kualitas pendidikan. Ada 

beberapa cara yang dapat ditempuh dalam upaya peningkatan kualitas 

pendidikan yaitu melalui peningkatan kualitas pendidik, pembaharuan 

kurikulum yang disesuaikan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, 

teknologi, dan perkembangan masyarakat, serta penyediaan sarana dan 

prasarana pendidikan yang memadai. 

Kurikulum merupakan salah satu komponen penting dalam pendidikan 

yang dijadikan acuan oleh pemerintah dan setiap satuan pendidikan, baik oleh 

pengelola maupun penyelenggara, khususnya oleh guru dan kepala sekolah. 

Karena kurikulum merupakan salah satu dasar dan aspek penting dalam 

pendidikan dan kurikulum harus terus berkembang sesuai dengan perubahan 

dan perkembangan jaman maka kurikulum terus diperbarui dan kurikulum 

dibuat oleh pemerintah pusat secaras entralistik dan diberlakukan bagi seluruh 

anak bangsa di seluruh Indonesia.  

Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai 

tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakkan sebagai pedoman 

penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan 

nasional (UU No. 20 Tahun 2003: tentang Sistem Pendidikan Nasional). Dalam 

pengertian tersebut kurikulum merupakan seperangkat rancangan, landasan, 

model, pedoman dan sistem pembelajaran yang berorientasi pada tujuan sesuai 

jenjang pendidikan.  
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Perkembangan kurikulum di Indonesia telah mengalami banyak 

pergantian kurikulum seperti yang dijelaskan dalam website 

kemendikbud.go.id. Dalam pergantian kurikulum di Indonesia dimulai dari 

kurikulum 1985 yang berlaku sampai akhir tahun 1993, kurikulum 1994 yang 

berlaku sampai akhir tahun 1996, revisi dari kurikulum 1994 yang beraku 

sampai akhir tahun 2003, rintisan kurikulum berbasis kompetensi (KBK) yang 

berlaku sampai akhir tahun 2005, kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP) 

yang berlaku sampai akhir tahun 2012, hingga kurikulum 2013 yang dijalankan 

sampai saat ini. Menurut para pakar perubahan kurikulum yang terjadi di 

Indonesia dan di berbagai negara lainnya disebabkan karena kebutuhan 

masyarakat yang tiap tahunnya selalu berubah-ubah dan berkembang sesuai 

dengan tuntutan jaman. 

Memasuki pertengahan tahun 2013, Kementerian Pendidikan dan 

Kebudayaan mulai menerapkan kurikulum 2013 (K-13) sebagai upaya 

meningkatkan sistem pembangunan di bidang pendidikan kearah yang lebih 

baik untuk sekolah-sekolah di Indonesia. Penerapan kurikulum baru ini 

dipandang sebagai salah satu unsur yang bisa memberikan kontribusi yang 

signifikan untuk mewujudkan proses berkembangnya kualitas potensi siswa, 

maka tujuan diterapkannya kurikulum 2013 dikembangkan dengan berbasis 

pada kompetensi yang sangat diperlukan sebagai instrument untuk 

mengarahkan siswa menjadi manusia berkualitas dan kompeten untuk 

menjawab tantangan zaman. Sebelum menerapakan kurikulum 2013, 

sebelumnya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menggunakan 
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kurikulum 2006. Pergantian kurikulum 2006 ke kurikulum 2013 lebih mengacu 

kepada perubahan pola pikir (mindset). 

Kurikulum 2013 mulai diterapkan pada bulan Juli tahun ajaran 

2013/2014 yang merupakan tahun ajaran baru bagi satuan pendidikan. 

Pedoman pelaksanaan kurikulum 2013 berdasarkan pada Peraturan Menteri 

Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81A Tahun 2013 

tentang Implementasi Kurikulum. Implementasi Kurikulum 2013 dilakukan di 

beberapa sekolah diawali pada kelas I dan kelas IV SD/MI, kelas VII 

SMP/MTs, dan kelas X SMA/MA. Pemerintah mengadakan sosialisasi 

Kurikulum 2013 kepada DPR, DPRD, Gubernur, Bupati/Wali Kota, Dewan 

Pendidikan, Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota dan masyarakat. 

Pemerintah juga memberikan Pelatihan Kurikulum 2013 kepada guru, kepala 

sekolah, dan pengawas (Pedoman Pelatihan Implementasi Kurikulum 2013).  

Perubahan kurikulum KTSP menjadi Kurikulum 2013 tentunya sudah 

direncanakan oleh pemerintah dengan berbagai tindakan. Adanya perubahan 

kurikulum ini memerlukan kesiapan dari berbagai pihak, baik dari pemerintah 

maupun satuan pendidikan yang melaksanakan Kurikulum 2013 ini. Sasaran 

pembelajaran dalam Kurikulum 2013 telah memenuhi tiga ranah yang 

memenuhi standar kompetensi lulusan yang harusnya ada pada diri siswa, yaitu 

ranah kognitif, pengetahuan dan ranah psikomotorik, ketrampilan, serta ranah 

afektif, sikap. Ada dua jenis mata pelajaran dalam kurikulum 2013 yaitu mata 

pelajaran wajib dan pilihan. Mata pelajaran wajib dan pilihan hanya 

dikembangkan dalam struktur kurikulum pendidikan menengah (SMA dan 
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SMK) sementara itu mengingat usia dan perkembangan psikologis siswa usia 

7 – 15 tahun, maka matapelajaran pilihan belum diberikan untuk siswa SD dan 

SMP. 

Kurikulum 2013 memang memiliki konsep menjadikan pendidikan di 

Indonesia menjadi lebih baik, namun pada kenyataannya belum sepenuhnya 

sekolah-sekolah di Indonesia menerapkan kurikulum 2013 karena berbagai 

alasan seperti: 

1. Perubahan sarana dan prasarana yang harus terpenuhi; 

2. Kesiapan dari siswa sendiri; 

3. Penambahan jam belajar mengajar. 

Kurikulum 2013 yang sudah mulai diterapkan pada awal tahun ajaran 

2013/2014 di berhentikan berdasarkan Surat Edaran Menteri Pendidikan dan 

Kebudayaan Nomor 179432/MPK/KR/2014 tanggal 5 Desember tahun 2014. 

Pemberhenrian pelaksanaan kurikulum 2013 ini didasarkan pada hasil evaluasi 

dari kurikulum 2013 pada tingkat pusat, dimana tim evaluasi kurikulum 

menemukan bahwa dalam pelaksanaan kurikulum 2013 masih banyak 

kekurangan. Adapun kekurangan kurikulum 2013 yang ditemukan oleh tim 

evaluasi yang disampaikan pada pertemuan di Gedung Kementerian 

Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia pada Kamis, 22 Januari 2015 

menjabarkan bahwa masih ada dua masalah utama yang menjadi permasalahan 

dalam penerapan kurikulum 2013 sehingga tidak bisa berjalan efektif. Dua 

masalah tersebut yaitu, kesalahan tulis dalam buku sekolah dan penilaian sikap 

yang kurang objektif. 
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Menyikapi hasil evaluasi kurikulum 2013 tersebut, Suyatno selaku 

Ketua Tim Evaluasi Kurikulum 2013 menjelaskan, kesalahan tulis dalam buku 

sekolah berupa inkonsistensi dalam kompetensi dasar dimana seharusnya 

silabus dicetak terlebih dahulu baru diterapkan, namun kenyataannya 

dilapangan justru sebaliknya. Sedangkan dalam penilaian sikap dilakukan oleh 

teman sendiri dimana ini dirasa kurang objektif karena kebanyakan siswa telah 

melakukan kesepakatan untuk saling memberikan nilai yang baik. Serta kurang 

siapnya tenaga pengajar dan peserta didik dalam menerapkan kurikulum 2013 

juga menjadi masalah dalam pelaksanaan kurikulum 2013. Permasalahan 

kurikulum 2013 yang disampaikan pada saat pertemuan ini tidak hanya terjadi 

di daerah pusat saja melainkan juga seluruh sekolah yang menjadi pilotting di 

seluruh Indonesia.  

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Anies Baswedan juga yang juga 

menghadiri pertemuan di Gedung Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 

mengatakan bahwa hal-hal yang dievaluasi dalam kurikulum 2013 bukan 

hanya dokumen tetapi mulai dari ide, dokumen, serta implementasi semuanya 

dievaluasi. Guna mewujudkan evaluasi yang menyeluruh Kepala Pusat 

Kurikulum dan Perbukuan Ramon Mohandas mengatakan, kedepannya 

Kemendikbud akan melakukan lokakarya keseluruh sekolah percontohan yang 

berperan langsung dalam penerapaan kurikulum 2013 untuk usaha perbaikan 

kurikulum 2013.  

Pemberhentian kurikulum 2013 dan kembali berlakunya kurikulum 

2006 ini tidak berlaku bagi seluruh sekolah percontohan. Melainkan hanya 
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untuk sekolah-sekolah yang baru melaksanakan kurikulum 2013 kurang dari 

tiga semester. Sedangkan bagi sekolah yang sudah melaksanakan kurikulum 

2013 selama tiga semester tetap menggunakan kurikulum 2013. Hal ini 

dilakukan berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Pendidikan dan 

Kebudayaan Nomor 160 Tahun 2013 tentang pemberlakuan Kurikulum 2006 

dan Kurikulum 2013, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah 

mengevaluasi satuan pendidikan yang dapat melaksanakan kurikulum 2013.  

Pemberhentian kurikulum 2013 pada Desember 2014 menimbulkan 

Pro dan Kontra tentang kurikulum 2013, yang kemudian setelah dilakukan 

perbaikan kurikulum 2013, pada awal tahun ajaran baru 2017/ 2018 Direktur 

Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikbud) menerbitkan SK 

Nomor: 253/KEP.D/KR/2017 tentang Penetapan Satuan Pendidikan Pelaksana 

Kurikulum 2013 Tahun 2017. Dimana melalui surat keputusan tersebut 

kurikulum 2013 kembali diterapkan dan harus dilaksanakan oleh seluruh 

sekolah di Indonesia mulai dari Satuan Pendidikan Dasar sampai Satuan 

Pendidikan Menengah Atas tanpa ada lagi sekolah percontohan. 

Mencermati fenomena di atas dan kondisi pelaksanaan Kurikulum 2013 

di setiap satuan pendidikan semenjak kurikulum 2013 diberlakukasn pada 

tahun ajaran 2013/2014, kemudian diberhentikan dengan alasan peninjauan 

ulang dan kemudian diberlakukan kembali pada tahun 2017, yang menjadi 

sorotan penulis yakni bahwa sejauh mana tingkat efektivitas kebijakan 

pemerintah perihal perubahan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) 

2006 dirubah dengan kurikulum 2013 yang telah diterapkan sejak tahun 2014 
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tersebut. Dalam hal ini kebijakan tersebut perlu dilaksanakan dilapangan. 

Pelaksanaan kebijakan tersebut, penulis memfokuskan untuk melihat kondisi 

pendidikan di Kabupaten Magetan yang tertuju pada tingkat Sekolah 

Menengah Pertama.  

Pelaksanaan kebijakan kurikulum 2013 di Kabupaten Magetan sudah 

dituliskan dalam Surat Edaran Bersama Mendagri dan Mendikbud Nomor 

420/176/Sj dan Nomor 0258/MPK.A/KR/20l4 sebagai tindak lanjut 

Permendikbud Nomor 81A Tahun 2013 tentang Implementasi Kurikulum 

2013. Dengan ini terdapat didalamnya yaitu bahwa pemerintah daerah 

khususnya Kabupaten Magetan diminta untuk melaksanakan tiga hal, yaitu 

menyiapkan anggaran penggandaan dan pendistribusian buku semester II tahun 

pelajaran 2016/2017 sampai ke sekolah untuk kelas jenjang SD, SMP, dan 

SMA/SMK di seluruh daerah khsusunya di Kabupaten Magetan. Bahwa 

berdasarkan Surat Edaran Bersama Mendagri dan Mendikbud, pemerintah 

daerah khususnya Kabupaten Magetan diharuskan memiliki anggaran dalam 

APBD Tahun Ajaran 2017 yang dialokasikan untuk mendukung implementasi 

kurikulum 2013. Khususnya untuk kegiatan penggandaan dan distribusi buku, 

pelatihan guru sasaran serta untuk melaksanakan pendampingan, monitoring 

dan evaluasi. 

Penerapan kurikulum 2013 yang diaplikasikan pada tingkat Sekolah 

Menengah Pertama menimbulkan beberapa permasalahan, kendala dan 

hambatan yang terjadi secara keseluruhan karena kurikulum 2013 yang 

berbasis pembelajaran tematik dianggap terlalu sulit untuk siswa di Tingkat 
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Sekolah Menengah Pertama. Kurikulum 2013 telah 3 tahun lebih bergulir dan 

relative masih baru di Kabupaten Magetan, sehingga dalam implementasinya 

belum seperti yang diharapkan. Karena pada awal pelaksanaannya pada tahun 

2014 lalu hanya sebagian Sekolah Menengah Pertama saja yang menerapkan 

kurikulum ini tidak seluruh Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Magetan 

yang menerapkan.  

Penerapan kurikulum 2013 pada awalnya yang dijadikan prioritas 

sasaran implementasi kurikulum 2013 adalah Sekolah Menengah Pertama eks-

RSBI dan sekolah terakreditasi A. Mendikbud merilis ada 6.410 sekolah di 

Indonesia eks-RSBI dan terakreditasi A yang akan menjadi sasaran 

implementasi kurikulum 2013 untuk seluruh tingkat satuan pendidikan. Untuk 

Sekolah Menengah Pertama ada 1521 yang akan dijadikan prioritas sasaran dan 

di Kabupaten Magetan hanya ada 3 Sekolah Menengah Pertama yang dijadikan 

prioritas sasaran kurikulum 2013. Adapun 3 Sekolah Menengah Pertama yang 

dijadikan prioritas sasaran adalah, SMPN 1 Magetan, SMPN 1 Kawedanan, 

SMPN 1 Maospati dan sisanya masih menggunakan kurikulum 2006 (KTSP). 

 Sedikitnya jumlah Sekolah Menengah Pertama yang menjadi Pilot 

Project dalam penerapan kurikulum 2013 ini juga dikarenakan sebagian besar 

Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Magetan belum memiliki fasilitas 

yang mencukupi di bidang teknologi informasi dan komunikasi guna 

menunjang terlaksananya kurikulum 2013. Seperti yang diutarakan Kepala 

Bidang Pendidikan Menengah, Dinas Pendidikan Kabupaten Magetan, Yussy 

Hermawan kepada wartawan Okezone, “Memang sebagian besar sekolah 
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penyelenggara tingkat SMP tidak dapat menerapkan kurikulum 2013 

dikarenakan hanya sebagian kecil sekolah yang siap dan memiliki fasilitas 

yang dapat menunjang terlaksananya kurikulum 2013.”  

 Data jumlah sekolah dalam Badan Pusat Statistik Jawa Timur 

menunjukkan, Kabupaten Magetan memiliki jumlah Sekolah Menengah 

Pertama paling sedikit dibandingkan dengan Kabupaten lainnya yang ada di 

Jawa Timur dengan 55 unit sekolah dan jumlah murid 19.462 orang. 

(https://jatim.bps.go.id). Dengan jumlah Unit dan jumlah murid pada Tingkat 

Sekolah Menengah Pertama dapat dikatakan tingkat partisipasi Sekolah 

Menengah Pertama di Kabupaten Magetan masih cukup rendah dibandingkan 

dengan Kabupaten yang lain. Sebagian anak berusia 13-15 tahun di Kabupaten 

Magetan belum berpartisipasi dalam tingkat pendidikan Sekolah Menengah 

Pertama. Berdasarkan data yang diperoleh dari data Kemendikbud 

menunjukkan bahwa pada tahun 2017 jumlah anak berusia 13-15 tahun di 

Kabupaten Magetan Mencapai 29.106 anak, sedangkan yang sudah 

berpartisipasi dalam Sekolah Menengah Pertama baik formal maupun 

nonformal hanya 19.462 anak. (http://apkapm.data.kemdikbud.go.id) 

Masalah lain yang dihadapi dunia pendidikan tingkat Sekolah 

Menengah Peratama di Kabupaten Magetan adalah tidak meratanya persebaran 

siswa. Dimana banyak sekolah-sekolah unggulan di Kabupaten Magetan yang 

menerima peserta didik melebihi kuota sekolah. Hal ini menyebabkan sekolah-

sekolah non unggulan mendapatkan peserta didik jauh dibawah kuota yang 

ditentukan. Persebaran peserta didik yang tidak merata menyebabkan 

https://jatim.bps.go.id/
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kesenjangan yang antara sekolah unggulan dan non unggulan baik dari segi 

fasilitas, sumber daya manusia, dan prestasi sekolah.  

 

Tabel 1.1 Data Pokok Persebaran Siswa Tingkat Sekolah Menengah 

Pertama di Kabupaten Magetan 

No Wilayah Jumlah Siswa 

1. Kec. Magetan 3.504 

2. Kec. Maospati 1.944 

3. Kec. Kawedanan 1.623 

4. Kec. Plaosan 1.112 

5. Kec. Barat 1.352 

6. Kec. Parang 1.225 

7. Kec. Panekan 954 

8. Kec. Karangrejo 1.384 

9 Kec. Karas 707 

10. Kec. Takeran 377 

11. Kec. Poncol 768 

12. Kec. Sidorejo 450 

13. Kec. Sukomoro 734 

14. Kec. Lembeyan 440 

15. Kec. Bendo 790 

16. Kec. Kartoharjo 294 

17. Kec. Ngariboyo 196 

18. Kec. Nguntoronadi 528 

Sumber: http://dapo.dikdasmen.kemdikbud.go.id tahun 2017 

Faktor yang menentukan sukses atau tidaknya kurikulum 2013 Tingkat 

Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Magetan adalah kesiapan dari 

elemen sekolah yaitu kepala sekolah, guru, dan siswa. Namun banyak kepala 

sekolah, guru, dan siswa yang menemui kesulitan dalam penerapan kurikulum 

2013. Dimana kepala sekolah belum mampu mengkoordinasikan, 

menggerakan, dan menyelaraskan semua sumber daya pendidikan yang 

tersedia.  

http://dapo.dikdasmen.kemdikbud.go.id/
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Permasalahan penerapan kurukulum 2013 tidak lepas dari beberapa 

faktor yang mempengaruhi, diantaranya:  

1. Letak Sekolah Menengah Pertama 

2. Kesenjangan antara sekolah yang sudah menjadi pilot project dan sekolah 

menengah pertama mandiri 

3. Persebaran layanan pendidikan di Kabupaten Magetan yang tidak merata.  

4. Persoalan kekurangan siswa pada sekolah tingkat pertama pada daerah 

tertentu di Kabupaten Magetan  

5. Banyaknya sekolah yang melayani siswa luar wilayah normatifnya 

terindikasi karena distribusi layanan fasilitas pendidikan sekolah yang ada 

belum sesuai dengan kebutuhan serta karakteristik wilayah kabupaten 

Magetan.  

Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Magetan dapat dikatakan 

belum siap dalam menerapkan pembelajaran Kurikulum 2013. Hal ini terjadi 

karena pemerintah daerah yang dinaungi Dinas Pendidikan Kabupaten 

Magetan sejauh ini belum optimal dalam memberikan pembinaan, penyuluhan, 

pengarahan dan pengawasan yang terintegrasi kepada sejumlah Sekolah 

Menengah Pertama di Kabupaten Magetan untuk mendukung pelaksanaan 

Kurikulum 2013. 

Di SMPN 2 Sukomoro Kabupaten Magetan, program Kurikulum 2013 

baru dilaksanakan pada tahun ajaran baru 2017/2018. SMPN 2 Sukomoro yang 

sebenarnya mampu menerima murid untuk kapasitas 9 rombongan belajar 

dimana masing-masing rombongan belajar mampu menampung siswa 
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sebanyak 40 orang hanya memiliki jumlah murid keseluruhan sebanyak 151 

orang siswa yang terbagi ke dalam enam rombongan belajar (rombel) sebagai 

berikut: 

 

Tabel 1.2 Data Romboongan Belajar (Rombel) SMPN 2 Sukomoro 

  Rombel 

7 

  Rombel 

8 

  Rombel 

9 

 

Uraian L P Tot L P Tot L P Tot 

Jumlah 28 14 42 31 21 52 28 29 57 

Sumber: Dikdasmen Kemendikbud Tahun 2018 

Pelaksanaan program Kurikulum 2013 di SMPN 2 Sukomoro masih 

menuai pro dan kontra bagi masyarakat, orang tua murid, dan tenaga pegajar 

dikarenakan SMPN 2 Sukomoro merupakan Sekolah Menengah Pertama yang 

bukan sekolah unggulan yang baru melaksanakan kebijakan kurikulum 2013 

ini. Dimana ada 3 kriteria yang dibutuhkan agar sekolah dinyatakan layak 

untuk menerapkan kurikulum 2013 sebagaimana tertuang dalam pedoman 

pelaksanaan kurikulum 2013 yaitu, Sekolah Menengah Pertama harus 

Terakreditasi A, ketersediaan buku kurikulum 2013, dan kesiapan kepala 

sekolah maupun guru untuk menerapkan kurikulum 2013.  

Kepala Sekolah SMPN 2 Sukomoro Dra. Sri Hari Suyanti, M.Pd 

mengatakan, Pada kenyataannya SMPN 2 Sukomoro belum sepenuhnya 

memenuhi kriteria yang ditentukan pemerintah terutama pada kriteria ketiga, 

dimana kepala sekolah dan guru masih belum siap karena persiapan yang 

dilakukan dirasa masih kurang, sebelum pelaksanaan kurikulum 2013 di 

SMPN 2 Sukomoro kepala sekolah dan guru hanya mengikuti Diklat 
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kurikulum 2013 selama seminggu yang diadakan oleh Dinas Pendidikan 

Kabupaten Magetan sehingga masih bingung dalam menerapkan kurikulum 

2013 terutama pemahaman tentang pendekatan scientific yang harus diterapkan 

dalam proses belajar mengajar. 

Hal serupa juga dikatakan oleh Sudiro S.Pd selaku Wakil Kepala 

Sekolah Bidang Kurikulum, dimana SMPN 2 Sukomoro belum memiliki 

sarana dan prasarana yang mencukupi di bidang Teknologi Informasi dan 

Komunikasi, padahal sarana dan prasarana ini merupakan salah satu alat 

kelengkapan terlaksananya kurikulum 2013. Selain minimnya sarana dan 

prasarana, masalah lainnya adalah guru dan siswa di SMPN 2 Sukomoro juga 

kurang menguasai penggunaan teknologi informasi dan komunikasi yang 

seharusnya dapat digunakkan oleh guru dan siswa dalam menunjang proses 

belajar mengajar, dimana dalam kurikulum 2013 guru dan siswa dituntut untuk 

lebih mandiri dalam mencari dan menguasai materi. Siswa kelas VII juga 

kesulitan dalam menerima pelajaran dengan kurikulum 2013 ini karena dalam 

kurikulum 2013 terlalu banyak materi yang harus dikuasai siswa. 

Implementasi Permendikbud Nomor 81A Tahun 2013 tentang 

implementasi Kurikulum 2013 khususnya tingkat Sekolah Menengah Pertama 

di Kabupaten Magetan sejauh ini belum berjalan efektif dan masih 

diperlukannya evaluasi implementasi. Berdasarkan latar belakang dan konteks 

permasalahan yang telah dipaparkan di atas, penulis kemudian tertarik untuk 

melakukan penelitian dengan Judul “Implementasi Kebijakan Kurikulum 
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2013 Tingkat Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Magetan (Studi 

Kasus Pada SMPN 2 Sukomoro Kabupaten Magetan)”. 

 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, 

identifikasi masalahnya adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana Implementasi Kebijakan Peraturan Menteri Pendidikan dan 

Kebudayaan RI Nomor 81A Tahun 2013 Tentang Implementasi Kurikulum 

2013 Tingkat Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Magetan (Studi 

Pada SMPN 2 Sukomoro) 

2. Apa saja faktor pendorong dan penghambat Kebijakan Kurikulum 2013 

Tingkat Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Magetan (Studi Pada 

SMPN 2 Sukomoro) 

 

C. Tujuan Penelitian 

Dengan mengacu pada rumusan masalah di atas, tujuan dari penelitian 

ini adalah: 

1.  Untuk mendeskripsikan bagaimana Implementasi Kebijakan Peraturan 

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 81A Tahun 2013 Tentang 

Implementasi Kurikulum 2013 Tingkat Sekolah Menengah Pertama di 

Kabupaten Magetan (Studi pada SMPN 2 Sukomoro) 
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2. Untuk mengetahui faktor pendorong dan penghambat Kebijakan Kurikulum 

2013 Tingkat Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Magetan (Studi Pada 

SMPN 2 Sukomoro) 

 

D. Manfaat Penelitian 

Adapun hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat: 

1.  Manfaat Akademis 

  Dapat memberikan kontribusi terhadap implementasi kurikulum 

2013 khususnya pada tingkat Sekolah Menengah Pertama sebagai bentuk 

usaha mewujudkan generasi muda yang cerdas, mandiri, dan bertanggung 

jawab serta dapat dijadikan acuan bagi peneliti selanjutnya. 

2.  Manfaat Praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi 

sebagai pustaka bagi civitas akademik, bagi peneliti dan pembaca yang ingin 

mengkaji tentang implementasi kebijakan kurikulum 2013. Dapat 

digunakkan sebagai bahan masukan dan bahan pertimbangan dalam 

mengimplementasikan kurikulum 2013 serta menjadi acuan peningkatan 

mutu pendidikan dan merupakan salah satu pola pengembangan pendidikan 

dalam menghadapi modernisasi. Serta sebagai bahan pembelajaran dan 

khazanah keilmuwan dalam bidang penelitian mengenai implementasi 

kurikulum 2013. 
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E. Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan pada penelitian skripsi ini terdiri dari tiga bab 

yaitu: 

     BAB I     : Pendahuluan 

  Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan. Pada 

latar belakang masalah menjelaskan tentang alasan yang 

melatarbelakangi peneliti ingin meneliti program implementasi 

kebijakan kurikulum 2013 tingkat sekolah menengah pertama di 

Kabupaten Magetan. Oleh karena rumusan masalah dalam 

penelitian ini mencakup bagaimana implementasi kebijakan dan 

faktor pendukung serta penghambat implementasi kebijakan 

tersebut, sehingga tujuan dari penelitian ini ingin 

mendeskripsikan dan menganalisis rumusan masalah yang ingin 

dijawab dalam penelitian ini. Manfaat yang ingin diperoleh dari 

penelitian ini dalam hal teoritis maupun praktis. 

BAB II : Tinjauan Pustaka 

Memuat uraian tentang berbagai teori yang berhubungan dengan    

implementasi kebijakan kurikulum 2013 tingkat sekolah 

menengah pertama. Teori yang digunakkan dalam penelitian 

adalah teori implementasi kebijakan digunakkan sebagai dasar 

peneliti untuk mengetahui bagaimana suatu kebijakan 

diterapkan. Berkaitan dengan isis dalam penelitian ini yaitu 

tentang implementasi kebijakan kurikulum 2013 tingkat sekolah 
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menengah pertama peneliti menggunakan teori mengenai 

kebijakan publik, kebijakan pendidikan, dan tahap implementasi 

kebijakan 

BAB III : Metode Penelitian 

Bab ini menguraikan tentang jenis penelitian, fokus penelitian, 

tempat dan waktu penelitian, teknik pengumpulan data, 

instrumen penelitian, teknik analisis data, dan keabsahan data. 

Jenis penelitian yang digunakkan peneliti adalah jenis penelitian 

deskriptif kualitatif. Penentuan focus penelitian yang 

disesuaikan dengan yang ada di lapangan dan dengan teori 

implementasi kebijakan. Lokasi dan situs penelitian di lakukan 

di Kabupaten Magetan, SMPN 2 Sukomoro. Penentuan jenis 

dan sumber data, teknik pengumpulan data, instrument 

penelitian yang disesuaikan dengan jenis penelitian yang 

diambil. Analisis data yang digunakkan dalam penelitian ini 

adalah model interaktif. 

BAB IV : Hasil dan Pembahasan 

Memuat tentang hasil penelitian yang menyajikan data umum 

yang memuat gambaran objek peelitian yang disususun menurut 

keperluan penelitian serta penyajian data yang disesuaikan 

dengan fokus penelitian yang kemudian dianalisis. Adapun data 

yang digunakkan sesuai dengan fokus tentang implementasi 

kebijakan dan faktor pendorong serta penghambatnya. Bab ini 
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sekaligus merupakan jawaban dari permasalahan yang 

diuraikan.  

BAB V : Penutup 

Memuat tentang kesimpulan dan saran. Kesimpulan berisi 

penarikan dari hasil analisis tentang implementasi kebijakan 

kurikulum 2013 tingkat sekolah menengah pertama di 

Kabupaten Magetan. Adapun saran berisi tentang hal-hal yang 

direkomendasikan peneliti kepada SMPN 2 Sukomoro dalam 

implementasi kebijakan kurikulum 2013. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

A. Administrasi Publik 

Istilah adminisrasi secara etimologi berasal dari Bahasa Yunani yang 

terdiri dari dua kata yaitu “ad” dan “ministre” yang berarti “to serve” dalam 

Bahasa Indonesia berarti melayani atau memenuhi. Sedangkan menurut 

pendapat A. Dunsire yang dikutip kembali oleh Keban (2008: 2) administrasi 

diartikan sebagai arahan, pemerintahan, kegiatan implementasi, kegiatan 

pengarahan, penciptaan prinsip-prinsip implementasi kebijakan publik, 

kegiatan melakukan analisis, menyeimbangkan dan mempresentasikan 

keputusan, pertimbangan-pertimbangan kebijakan, sebagai pekerjaan 

individual dan kelompok dalam menghasilkan barang dan jasa publik, dan 

sebagai arena bidang kerja akademik dan teoritik. Pengertian publik menurut 

Syafi’ie dkk dalam Pasolong (2006: 11) adalah sejumlah manusia yang 

memiliki kesamaan berfikir, perasaan, harapan, sikap dan tindakan yang 

benar dan baik berdasarkan nilai dan norma yang mereka miliki. 

Administrasi publik, menurut Chandler dan Plano dalam Keban 

(2008:4) adalah proses dimana sumber daya dan personel publik diorganisir 

dan dikoordinasikan untuk memformulasikan, mengimplementasikan, dan 

mengelola keputusan-keputusan dalam kebijakan publik. Sedangkan Keban 

(2008: 4) menyatakan bahwa istilah Administrasi Publik menunjukkan 

bagaimana pemerintah berperan sebagai agen tunggal yang berkuasa atau 
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sebagai regulator, yang aktif dan selalu berinisiatif dalam mengatur atau 

mengambil langkah dan prakarsa, yang menurut mereka penting atau baik 

untuk masyarakat, karena diasumsikan bahwa masyarakat adalah pihak yang 

pasif, kurang mampu, dan harus tunduk dan menerima apa saja yang diatur 

oleh pemerintah. 

 

B. Kebijakan Publik 

1. Pengertian Kebijakan Publik 

Pemerintah sebagai penyelenggara negara mempunyai tanggung 

jawab kepada rakyatnya. Kewenangan yang diberikan kepada pemerintah 

merupakan dasar bagi pembuatan sampai penetapan kebijakan. Peran 

pemerintah sangat menentukan dalam menyelesaikan permasalahan yang 

ada dalam masyarakat. Permasalahan yang terjadi ditengah-tengah 

masyarakat akan terselesaikan dengan baik melalui kebijakan yang 

dibuat oleh pemerintah. Perencanaan, penyusunan sampai penetapan 

kebijakan akan sangat menentukan efektifitas kebijakan itu sendiri. 

Kebijakan harus mempunyai output yang signifikan dalam penyelesaian 

masalah yang terjadi.  

Terdapat banyak batasan atau definisi dari apa yang dimaksud 

dengan kebijakan publik (public policy) dalam literatur-literatur ilmu 

poitik. Masing-masing definisi tersebut memberikan penekanan yang 

berbeda-beda sesuai dengan latar belakang dari para ahli yang 

mengemukakan pendapatnya. Definisi kebijakan publik yang 
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dikemukakan oleh Thomas R. Dye dalam Syafiie (2006: 105) 

menyatakan bahwa “kebijakan publik adalah apapun juga yang dipilih 

pemerintah, apakah mngerjakan sesuatu atau tidak mengerjakan 

(mendiamkan) sesuatu itu (whatever government choose to do or not to 

do)”. 

Pengertian lain menurut Carl Friedrich (dalam Winarno 2007: 17) 

mengemukakan bahwa: 

Kebijakan sebagai suatu arah tindakan yang diusulkan oleh 

seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan 

tertentu yang memberikan hambatan-hambatan dan peluang-

peluang terhadap kebijakan yang diusulkan untuk menggunakan 

dan mengatasi dalam rangka mencapai suatu tujuan atau 

merealisasikan suatu maksut tertentu.  

 

Satu hal yang harus diingat dalam mendefinisikan kebijakan, 

adalah pendefinisian kebijakan tetap harus mempunyai pengertian 

mengenai apa yang sebenarnya dilakukan oleh pemerintah, daripada apa 

yang diusulkan dalam tindakan mengenai suatu persoalan tertentu. 

Winarno mengungkapakan definisi yang lebih tepat mengenai kebijakan 

publik sebagaimana definisi yang dikemukakan oleh James Anderson 

dalam Winarno (2007: 18) yaitu “kebijakan merupakan arah tindakan 

yang mempunyai maksud yang ditetapkan oleh seorang aktor atau 

sejumlah aktor dalam mengatasi suatu masalah atau suatu persoalan”. 

Definisi ini dianggap tepat karena memusatkan perhatian pada apa yang 

sebenarnya dilakukan dan bukan pada apa yang diusulkan atau 

dimaksudkan oleh pemerintah. 
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Mengkomparasikan berbagai definisi yang dikemukakan oleh para 

ahli, Amir Santoso dalam Winarno (2007: 19), yang menaruh minat 

dalam kebijakan publik mengemukakan bahwa pada dasarnya pandangan 

mengenai kebijakan publik dapat dibagi menjadi 2 kategori yaitu: 

Pertama, pendapat ahli yang menyamakan kebijakan publik dengan 

tindakan-tindakan pemerintah. Para ahli dalam kelompok ini 

cenderung menganggap bahwa semua tindakan pemerintah dapat 

disebut sebagai kebijakan publik. Kedua, menurut Amir Santoso 

berangkat dari para ahli yang memberikan perhatian khusus kepada 

pelaksanaan kebijakan. Para ahli yang masuk dalam kategori ini 

terbagi dalam dua kubu, kubu pertama melihat kebijakan publik 

dalam tiga lingkungan, yakni perumusan kebijakan, pelaksanaan 

kebijakan, dan penilaian dan kubu kedua memandang kebijakan 

publik sebagai suatu hipotesis yang mengandung kondisi-kondisi 

awal dan akibat-akibat yang diramalkan.  

 

Pegertian lain juga diungkapkan Effendi dalam Syafiie (2006: 106) 

yang mengemukakan bahwa pengertian kebijakan publik dapat 

dirumuskan sebagai: 

Pengetahuan tentang kebijakan publik adalah pengetahuan tentang 

sebab-sebab, konsekuensi dan kinerja kebijakan serta program 

publik, sedangkan pengetahuan dalam kebijkan publik adalah 

proses menyediakan informasi dan pengetahuan untuk para 

eksekutif anggota legislatif, lembaga pengadilan dan masyarakat 

umum yang berguna dalam proses perumusan kebijakan serta yang 

dapat meningkatkan kinerja kebijakan. 

 

Pendapat-pendapat dari para ahli diatas kemudian dapat 

disimpulkan bahwa kebijakan publik merupakan tindakan-tindakan 

tertentu yang dilakukan oleh pemerintah ataupun pejabat pemerintah. 

Setiap kebijakan yang dibuat pemerintah pasti memiliki suatu tujuan, 

sehingga kebijakan publik berguna untuk memecahkan masalah atau 

problem yang ada dalam kehidupan masyarakat. Keberadaan kebijakan 
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publik sangat diperlukan karena tugas pemerintah sebagai pelayan 

masyarakat yang harus merumuskan tindakan-tindakan untuk 

menyelesaikan permasalahan yang ada di masyarakat.  

 

2. Tahap-Tahap Kebijakan Publik 

Proses pembuatan kebijakan publik Menurut Winarno merupakan 

proses yang kompleks karena melihat banyak proses maupun variabel 

yang harus dikaji oleh aktor pembuat kebijakan. Adapun tahap-tahap 

kebijakan publik yang dikemukakan oleh Dunn (1998: 22) adalah sebagai 

berikut: 

a. Tahap Penyusunan Agenda 

 Sejumlah aktor yang dipilih dan diangkat untuk merumuskan 

masalah-masalah pada agenda publik. Sebelumnya masalah masalah ini 

berkompetisi terlebih dahulu untuk dapat masuk ke dalam agenda 

kebijakan publik. Pada akhirnya, beberapa masalah masuk ke agenda 

kebijakan para perumus kebijakan. Pada tahap ini kemungkinan ada 

masalah yang tidak disentuh sama sekali dan ada masalah lain ditetapkan 

menjadi fokus pembahasan, atau ada pula masalah yang ditunda untuk 

waktu yang lama karena adanya alasan-alasan tertentu. 

b. Tahapan Formulasi Kebijakan 

Masalah yang telah masuk ke agenda kebijakan kemudian dibahas 

oleh para aktor pembuat kebijakan. Masalah-masalah tersebut kemudian 

didefinisikan untuk kemudian dicari solusi pemecahan masalah terbaik. 

Pemecahan masalah tersebut datang dari berbagai alternative atau pilihan 
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kebijakan (policy alternative/ policy options) yang ada. Dalam tahap 

perumusan kebijakan masing-masing alternatif bersaing dapat dipilih 

sebagai tindakan yang diambil untuk memecahkan masalah sebagaimana 

yang juga terjadi dalam tahap perumusan kebijakan. Pada tahap ini 

masing-masing aktor pembuat kebijakan akan bersaing mengutarakan 

pemecahan masalah tersebut.  

c. Tahap Adopsi Kebijakan 

Berbagai macam alternatif kebijakan yang ditawarkan oleh para 

aktor perumus kebijakan, pada akhirnya salah satu dari alternatif 

kebijakan tersebut diadopsi untuk lebih lanjut dalam kebijakan publik 

dengan dukungan dari mayoritas legislatif, konsensus antara direktur 

lembaga atau keputusan peradilan. 

d. Tahap Implementasi Kebijakan 

Suatu program kebijakan hanyanakan menjadi catatan-catatan elit, 

jika program terebut tidak diimplementasikan. Oleh karena itu, keputusan 

program kebijakan yang telah diambil sebagai alternatif pemecahan 

masalah harus diimplementasikan, yakni dilaksanakan oleh badan-badan 

pemerintah di tingkat bawah. Kebijakan yang telah diambil dilaksanakan 

oleh badan-badan pemerintah yang telah dimobilisasi sumber daya 

finansial dan manusia. Pada tahap implementasi ini muncul berbagai 

kepentingan yang akan saling bersaing. Beberapa implementasi 

kebijakan mendapat dukungan para pelaksana (implementors), namun 

beberapa yang lain akan ditentang oleh para pelaksana. 
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e. Tahap Evaluasi Kebijakan 

Pada tahap ini kebijakan yang telah dijalankan akan dinilai atau 

dievaluasi, hal ini dilakukan untuk melihat sejauh mana kebijakan yang 

dibuat telah mampu memecahkan masalah. Kebijakan publik pada 

dasarnya dibuat untuk melihat dampak yang diinginkan. Dalam hal ini, 

memecahkan masalah yang dihadapi masyarakat. Oleh karena itu, 

ditetukanlah ukuran-ukuran atau kriteria-kriteria yang menjadi dasar 

untuk menilai apakah kebijakan publik telah meraih dampak yang 

diinginkan. 

Dilihat dari uraian di atas mengenai tahapan pembuatan kebijakan 

publik, maka dapat dimengerti bahwa dalam perumusan kebijakan publik 

tidaklah mudah dan cepat. Mengingat banyaknya masalah-masalah yang 

ada alam masyarakat tentunya juga membutuhkan pemecahan masalah 

yang tepat dan sesuai untuk kondisi masyarakat yang ada. Oleh karena 

itu dalam menentukan kebijakan para aktor harus benar-benar mengkaji 

dengan tepat sehingga tidak merugikan masyarakat. 

 

3. Implementasi Kebijakan Publik 

Implementasi kebijakan merupakan tahap dari proses kebijakan 

setelah penetapan Undang-Undang, Implementasi mempunyai makna 

pelaksanaan Undang-Undang dimana berbagai aktor, organisasi, 

prosedur, dan teknik bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan 

dalam upaya untuk meraih tujuan-tujuan kebijakan atau program-
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program. Disisi lain, implementasi merupakan fenomena yang kompleks 

yang dapat dipahami sebagai proses, suatu keluaran (output) maupun 

sebagai suatu dampak (outcome). Pelaksanaan kebijakan merupakan 

suatu kegiatan untuk menimbulkan hasil (output), dampak (outcome), 

dan manfaat (benefit), serta dampak (impacts) yang dapat dinikmati oleh 

kelompok sasaran (target groups). 

Secara etimologis pengertian implementasi mennurut Kamus 

Webster yang dikutip oleh Wahab (2005: 64) menyatakan bahwa 

implementasi berasal dari bahasa inggris yaitu to implement.  Kamus 

besar webster, toimlement (mengimplementasikan) berarti to provide the 

means for carrying out (menyediakan sarana untuk melaksanakan 

sesuatu); dan to give practical effect to (untuk menimbulkan dampak atau 

akibat terhadap sesuatu). Sesuatu tersebut dilakukan untuk menimbulkan 

dampak atau akibat itu dapat berupa undang-undang, peraturan 

pemerintah, keputusan peradilan, dan kebijakan yang dibuat oleh 

lembaga-lembaga pemerintah dalam kehidupan kenegaraan. 

Implementasi menurut Mazmanian dan Sebastier dalam Joko 

Widodo (2001: 192) merupakan pelaksanaan kebijakan dasar berbentuk 

undang-undang juga berbentuk perintah atau keputusan-keputusan yang 

penting atau seperti keputusan badan peradilan. Proses implementasi ini 

berlangsung setelah melalui sejumlah tahapan tertentu seperti tahapan 

pengesahan undang-undang, kemudian output kebijakan dalam bentuk 

pelaksanaan keputusan dan seterusnya sampai perbaikan kebijakan yang 
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bersangkutan. Menurut Ripley dalam Winarno (2002: 148-149) 

implementasi adalah apa yang terjadi setelah undang-undang ditetapkan 

yang memberikan otoritas program, kebijakan, keuntungan (benefits) 

atau suatu jenis keluaran yang nyata (tangible output). Implementasi 

menunjuk pada setiap kegiatan yang mengikuti pernyataan maksud 

tentang tujuan-tujuan program dan hasil-hasil yang diinginkan oleh para 

pejabat pemerintah yang mencakup tindakan-tindakan (tanpa tindakan-

tindakan) oleh berbagai aktor, khususnya para birokrat yang membuat 

suatu program berjalan. 

Pendapat lain juga dikemukakan oleh Indiahono (2009: 143) 

implementasi kebijakan menunjukan aktivitas menjalankan kebijakan 

dalam ranah sebenarnya, baik yang dilakukan oleh organ pemerintah 

maupun para pihak yang telah ditentukan dalam kebijakan. Implementasi 

kebijakan itu sendiri biasanya ada yang disebut sebagai pihak 

implementor dan kelompok sasaran. Implementor kebijakan adalah 

mereka yang secara resmi diakui sebagai individu/ lembaga yang 

bertanggung jawab atas pelaksanaan program dilapangan. Kelompok 

sasaran adalah menunjuk para pihak yang dijadikan sebagai objek 

kebijakan. 

Badan-badan yang berkaitan dengan pembuatan kebijakan tersebut 

melaksanakan pekerjaan-pekerjaan pemerintah yang membawa dampak 

bagi warga negaranya. Namun pada praktiknya badan-badan pemerintah 

justru sering mendapat pekerjaan-pekerjaan di bawah mandat dari 
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undang-undang, sehingga membuat mereka menjadi tidak jelas untuk 

memutuskan apa yang seharusnya dilakukan dan apa yang tidak 

seharusnya dilakukan. Dalam memutuskan untuk melaksanakan suatu 

kebijakan pemerintah harus mengkajinya terlebih dahulu apakah 

kebijakan tersebut dapat memberikan dampak yang baik atau buruk bagi 

masyarakat. Hal tersebut bertujuan agar suatu kebijakan tidak 

bertentangan dengan masyarakat apalagi sampai merugikan masyarakat. 

Berhasil atau gagalnya suatu kebijakan dapat dilihat dari proses dan 

pencapaian tujuan hasil akhir (output), yaitu tercapai tidaknya tujuan-

tujuan yang ingin diraih. 

Pengertian-pengertian mengenai implementasi diatas, maka dapat 

dikatakan bahwa implementasi berarti mununjukkan seluruh upaya untuk 

melakukan perubahan kearah yang lebih baik melalui sistem baru dalam 

pemerintahan untuk mencapai tujuan yang telah diharapkan dalam suatu 

kebijakan atau program yang akan dirasakan oleh masyarakat. Karena 

implementasi merupakan tahapan yang sangat penting dalam keseluruhan 

struktur kebijakan, sebab melaui prosedur implementasi ini proses 

kebijakan secara keseluruhan dapat dipengaruhi tingkat keberhasilan atau 

tidaknya pencapaian tujuan. Implementasi ini sendiri akan menghasilkan 

suatu akibat dan memberikan hasil yang bersifat dan memberikan hasil 

yang bersifat praktis terhadap suatu keputusan kebijakan yang akan 

dicapai dalam tujuan-tujuan yang telah ditetapkan. 
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4. Tahapan-Tahapan dalam Implementasi Kebijakan Publik 

Terdapat beberapa tahapan yang harus dilalui dalam implementasi 

kebijakan, ketika kebijakan harus diimplementasikan, seperti yang 

disampaikan Charles O. Jones dalam Widodo (2012:91) tentang proses 

implementasi kebijakan sebagai berikut: 

a. Tahap Interpretasi 

Merupakan tahapan penjabaran sebuah kebijakan yang masih 

bersifat teknis operasional. Kebijakan umum atau kebijakan strategis 

akan dijabarkan kedalam kebijakan umum atau kebijakan manajerial 

dan kebijakan manajerial akan dijabarkan kedalam kebijakan teknis 

operasional (merancang program kedalam rencana dan tindakan 

yang dapat diterima dan dilaksanakan). Tahap interpretasi 

merupakan aktivitas menjelaskan substansi dari suatu kebijakan 

kedalam bahasa yang lebih operasional yang mudah dipahami. 

b. Tahapan Pengorganisasian 

Tahap ini lebih mengarah pada proses kegiatan pengaturan dan 

penetapan siapa yang menjadi pelaksana kebijakan (penentuan 

lembaga organisasi) dan siapa pelakunya, penetapan anggaran, 

penetapan prasarana dan sarana, dan penetapan manajemen 

pelaksanaan kebijakan. Tahap pengorganisasian juga merupakan 

tahapan penyusunan kembali atau menata kembali sumber daya, 

unit-unit dan metode-metode yang mengarah pada upaya 
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mewujudkan (merealisasikan kebijakan menjadi hasil) sesuai dengan 

apa yang menjadi tujuan dan sasaran dari suatu kebijakan. 

c. Tahap Aplikasi 

Tahap aplikasi merupakan tahap penerapan rencana proses 

implemantasi kebijakan ke dalam realitas nyata. Tahap aplikasi 

merupakan aktifitas penerapan penyediaan pelayanan secara rutin 

sesuai tujuan dan sarana kebijakan yang ada. Tahapan ini merupakan 

wujud dari pelaksana masing-masing kegiatan dalam tahapan yang 

telah disebutkan sebelumya.  

Penjelasan mengenai tahap implementasi menurut Widodo diatas, 

tahap interpretasi meliputi upaya organisasi menjabarkan kebijakan 

umum menjadi aturan teknis sehingga substansinya lebih mudah 

dipahami dan mudah dilaksanakan. Selanjutnya tahap pengorganisasian 

meliputi pelaksana kebijakan sumber daya manusia, sumber daya sarana 

dan prasarana, sumber daya anggaran atau dana, serta peraturan 

pelaksanaan kebijakan. Tahap aplikasi meliputi penerapan kebijakan oleh 

para pelaku kepada kelompok sasaran sesuai dengan aturan. 

 

C. Kebijakan Pendidikan 

1. Pengertian Kebijakan Pendidikan 

Terdapat banyak batasan atau pengertian mengenai apa yang 

dimaksud dengan kebijakan. Secara umum kebijakan atau policy 
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digunakkan untuk menunjukkan perilaku seorang aktor misalnya seorang 

pejabat, suatu kelumpok, maupun lembaga tertentu. Istilah kebijakan 

dalam dunia pendidikan sering disebut dengan istilah perencanaan 

pendidikan (educational planning), rencana induk tentang pendidikan 

(master plan of education), pendidikan (educational regulation) namun 

istilah-istilah tersebut sebenarnya memiliki perbedaan isi dan cakupan 

makna dari masing-masing yang ditunjukan oleh istilah tersebut 

sebenarnya masih memiliki perbedaan isi dan cakupan makna dari 

masing-masing yang ditunjukkan oleh istilah tersebut (Arif Rohman, 

2009: 107-108). 

Menurut Riant Nugroho (2008: 370) kebijakan pendidikan sebagai 

bagian dari kebijakan publik, yaitu kebijakan publik di bidang 

pendidikan. Dengan demikian, kebijakan pendidikan harus sebangun 

dengan kebijakan publik dimana konteks kebijakan publik secara umum, 

yaitu kebijakan pembangunan, maka kebijakan pendidikan merupakan 

bagian dari kebiajakan publik. Kebiajakan pendidikan dipahami sebagai 

kebijakan di bidang pendidikan, untuk mencapai tujuan pembangunan 

negara dan bangsa di bidang pendidikan, sebagai salah satu bagian dari 

tujuan pembangunan negara dan bangsa secara keseluruhan. 

Menurut Arif Rohman (2009: 108) kebijakan pendidikan 

merupakan bagian dari kebijakan negara atau kebijakan publik pada 

umumnya. Kebijakan pendidikan merupakan kebijakan publik yang 

mengatur khusus regulasi berkaitan dengan penyerapan sumber, alokasi 
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dan distribusi sumber, serta pengaturan perilaku dalam pendidikan. 

Kebijakan pendidikan (educational policy) merupakan keputusan berupa 

pedoman bertindak baik yang bersifat sederhana maupun kompleks, baik 

umum maupun khusus, baik terperinci maupun longgar yang dirumuskan 

melalui proses politik untuk suatu arah tindakan program, serta rencana-

rencana tertentu dalam menyelenggarakan pendidikan. 

 Dilihat dari uraian menurut beberapa ahli mengenai kebijakan 

pendidikan diatas maka dapat disimpulkan bahwa pengertian kebijakan 

pendidikan merupakan suatu sikap dan tindakan yang di ambil seseorang 

atau dengan kesepakatan kelompok pembuat kebijakan sebagai upaya 

untuk mengatasi masalah atau suatu persoalan dalam dunia pendidikan. 

 

2. Jenis-Jenis Kebijakan Pendidikan 

a.  Kebijakan Pendidikan Nasional dan Daerah 

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang pemerintah 

daerah, berikut penyempurnaannya, urusan pemerintahan dibagi 

menjadi dua jenis, yaitu urusan pemerintahan yang diselenggarakan 

oleh pemerintah (pusat) dan urusan pemerintahan daerah (provinsi, 

daerah, kota). Urusan pendidikan sesuai pasal 13 dan 14 Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2004, merupakan urusan wajib yang harus 

diselenggarakan oleh pemerintah provinsi dan kabupaten/ kota. 

Artinya kebijakan pendidikan bersifat desentralistik, kendati 

demikian kebijakan pendidikan tidak secara otomatis bersifat 
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desentralistik, ada kebijakan pendidikan yang bersifat sentralistik, 

terutama jika dilihat dari level kebijakan tersebut dirumuskan dan 

dilaksanakan. 

Kebijakan pendidikan sentralistik disebut juga sebagai 

kebijakan pendidikan pada tinglat nasional (national policy level). 

Kebijakan yang berada pada level nasional ini, disebut juga 

kebijakan administrative yang perumusannya ada ditangan Majelis 

Permusyawaratan Rakyat (MPR) sementara kebijakan pendidikan 

yang bersifat desentralistik, yakni level kebijakan pendidikan daerah, 

wujud kebijakan pendidikan daerah adadua macam yaitu, pertama, 

Perda (peraturan daerah), tentang pendidikan yang perumusannya 

berada ditangan eksekutif (bupati/ walikota) dan legislatif atau mitra 

bupati/ walikota, yakni DPRD. Kedua, keputusan/ peraturan bupati/ 

walikota tentang pendidikan. 

 

b.  Kebijakan Pendidikan Umum, Khusus, dan Teknis 

Kebijakan pendidikan yang bersifat umum (general policy 

level), merupakan kebijakan pendidikan eksekutif, oleh karena itu 

yang menentukan adalah mereka yang berada di posisi eksekutif, dan 

yang termasuk kedalam kebijakan ini adalah: 

a. Undang-Undang 

b. Peraturan Pemerintah 

c. Keputusan, Peraturan, dan Instruksi Presiden 
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Kebijakan pendidikan yang bersifat khusus (special policy 

level). Tingkat kebijakan ini letak penentuannya ada di tangan 

Menteri Pendidikan. Kebijakan pendidikan bersifat khusus ini dibuat 

oleh Menteri Pendidikan dengan mendasarkan kebijakan yang 

berada diatasnya, berupa keputusan bersama dengan Menteri, atau 

berupa peraturan Menteri Negara. 

Kebijakan pendidikan teknis (Technical policy level). Sifat 

kebijakan pendidikan teknis lazim disebut kebijakan operatif, 

dikatakan sebagai kebijakan operatif, karena kebijakan ini 

merupakan pedoman pelaksanaan. Penentuan kebijakan pendidikan 

ini berada pada tangan pejabat eselon 2 kebawah, seperti Direktorat 

Jenderal atau pimpinan lembaga non departemental. Produk 

kebijakan ini berupa peraturan, keputusan, dan instruksi pimpinan 

lembaga. 

Terdapat pula kebijakan pendidikan yang bersifat mikro. 

Termasuk dalam kebijakan pendidikan yang bersifat mikro adalah 

berbagai peraturan atau keputusan yang dibuat oleh pimpinan 

lembaga pendidikan, misalnya kepala sekolah. Kebijakan pendidikan 

ini mencakup berbagai keputusan yang dibuat oleh Dewan atau 

Komite Sekolah 
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3. Nilai-Nilai dasar dan Kriteria Kebijakan Pendidikan 

Mengadopsi Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur 

Negara Nomor: PER/04/M.PAN/4/2007, tentang Pedoman Umum 

Formulasi, Implementasi, Evaluasi Kinerja, dan Revisi Kebijakan Publik 

di Lingkungan Lembaga Pemerintah Pusat dan Daerah, maka ketika 

merumuskan suatu kebijakan pendidikan, sekurang-kurangnya adaenam 

nilai dasar kebijakan pendidikan, antara lain: 

a. Kebijakan pendidikan yang dirumuskan harus bersifat cerdas; 

b. Kebijakan pendidikan yang dirumuskan harus bersifat bijaksana; 

c. Kebijakan pendidikan yang dirumuskan harus memiliki harapan 

baru; 

d. Kebijakan pendidikan yang dirumuskan harus terfokus pada rakyat; 

e. Kebijakan pendidikan yang dirumuskan harus memberi motivasi; 

f. Kebijakan pendidikan yang dirumuskan harus produktifitas, 

memiliki kualitas. 

Kebijakan pendidikan memiliki karakteristik yang khusus yang 

harus terpenuhi, yakni: 

a. Memiliki tujuan pendidikan 

Kebijakan pendidikan harus memiliki tujuan, namun lebih khusus, 

bahwa ia harus memiliki tujuan pendidikan yang jelas dan terarah 

untuk memberikan kontribusi pada pendidikan. 
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b. Memiliki aspek legal-formal  

Kebijakan pendidikan tentunya akan diberlakukan, maka perlu adanya 

pemenuhan atas pra-syarat yang harus dipenuhi agar kebijakan 

pendidikan itu diakui dan secara sah berlaku untuk sebuah wilayah. 

Maka, kebijakan pendidikan harus memenuhi syarat konstitusional 

sesuai dengan hirarki konstitusi yang berlaku di sebuah wilayah 

hingga ia dapat dinyatakan sah dan resmi berlaku di wilayah tersebut. 

Sehingga dapat dimunculkan suatu kebijakan pendidikan yang 

legitimat.  

c. Memiliki konsep operasional 

Kebijakan pendidikan sebagai sebuah panduan yang bersifat umum, 

tentunya harus mempunyai manfaat operasional agar dapat 

diimplementasikan dan ini adalah sebuah keharusan untuk 

memperjelas pencapaian tujuan pendidikan yang ingin dicapai. 

Apalagi kebutuhan akan kebijakan pendidikan adalah fungsi 

pendukung pengambilan keputusan. 

d. Dibuat oleh yang berwenang 

Kebijakan pendidikan itu harus dibuat oleh para ahli di bidangnya 

yang memiliki kewenangan untuk itu, sehingga tidak sampai 

menimbulkan kerusakan pada pendidikan dan lingkungan di luar 

pendidikan. Para administrator pendidikan, pengelola lembaga 

pendidikan dan para politisi yang berkaitan langsung dengan 

pendidikan adalah unsur minimal pembuat kebijakan pendidikan. 
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e .Dapat dievaluasi 

Kebijakan pendidikan itu pun tentunya tak luput dari keadaan yang 

sesungguhnya untuk ditindak lanjuti. Jika baik, maka dipertahankan 

atau dikembangkan, sedangkan jika mengandung kesalahan, maka 

harus bisa diperbaiki. Sehingga, kebijakan pendidikan memiliki 

karakter dapat memungkinkan adanya evaluasi terhadapnya secara 

mudah dan efektif. 

f. Memiliki sistematika 

Kebijakan pendidikan tentunya merupakan sebuah sistem juga, oleh 

karenanya harus memiliki sistematika yang jelas menyangkut seluruh 

aspek yang ingin diatur olehnya. Sistematika itu pun dituntut memiliki 

efektifitas, efisiensi yang tinggi agar kebijakan pendidikan itu tidak 

bersifat pragmatis, diskriminatif dan rapuh strukturnya akibat 

serangkaian faktor yang hilang atau saling berbenturan satu sama 

lainnya. Hal ini harus diperhatikan dengan cermat agar 

pemberlakuannya kelak tidak menimbulkan kecacatan hukum secara 

internal. Kemudian, secara eksternal pun kebijakan pendidikan harus 

bersepadu dengan kebijakan lainnya seperti kebijakan politik, 

kebijakan moneter, bahkan kebijakan pendidikan di atasnya atau 

disamping dan dibawahnya (Ali Imron, 1995: 20). 
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4. Implementasi Kebijakan Pendidikan 

Implementasi kebijakan pendidikan menurut Grindle (1984) dalam 

Sudiyono (2007:77), implementasi kebijakan pendidikan sesungguhnya 

bukanlah sekedar bersangkut paut dengan mekanisme penjabaran 

keputusan-keputusan politik ke dalam prosedur-prosedur rutin lewat 

saluran-saluran birokrasi pendidikan, melainkan lebih dari itu. 

Implementasi kebijakan pendidikan juga menyangkut masalah konflik 

kepentingan, keputusan, dan siapa yang memperoleh apa dari kebijakan 

tersebut. Lebih jauh Grindle menjelaskan bahwa pengukuran 

implementasi dapat dilihat dari prosesnya, dengan mempertanyakan 

apakah pelaksanaan program sesuai dengan yang telah ditentukan yaitu 

meihat pada aksi. 

Menurut Udoji dalam Agustino (2006:154), implementasi 

kebijakan pendidikan adalah sesuatu yang penting bahkan jauh lebih 

penting dibandingkan perumusannya. Implementasi pendidikan hanya 

sekedar impian atau rencana sempurna yang tersimpan apabila tidak 

diimplementasikan. Proses implementasi kebijakan pendidikan itu 

sesungguhnya tidak hanya menyangkut perilaku badan-badan 

administratif yang bertanggung jawab untuk melaksanakan program 

pendidikan dan menimbulkan ketaatan pada kelompok sasaran, 

melainkan menyangkut pula jaringan kekuatan-kekuatan politik, 

ekonomi, sosial yang langsung atau tidak langsung dapat mempengaruhi 

perilaku dari semua pihak yang terlibat, dan yang pada akhirnya 
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berpengaruh pada dampak, baik yang diharapkan maupun yang tidak 

diharapkan. 

 

a.  Langkah-Langkah Implementasi Kebijakan Pendidikan 

Dalam pengimplementasian kebijakan pendidikan ada 

langkah-langkah yang harus dilaksanakan. Berikut adalah beberapa 

langkah dalam pengimplementasian kebijakan pendidikan sesuai 

kerangka peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara, 

tentang pedoman Umum Formulasi, Implementasi, Evaluasi Kinerja 

dan Revisi Kebijakan Publik di Lingkungan Lembaga Pemerintah 

Pusat dan daerah, langkah-langkah nya sebagai berikut: 

a. Penyiapan Implementasi Kebijakan Pendidikan (0 s.d. 6 bulan), 

termasuk kegiatan sosialisasi dan pemberdayaan para pihak yang 

menjadi pelaksanaan kebijakan pendidikan, baik dari kalangan 

pemerintah (birokrasi), maupun publik (masyarakat). Tahapan 

sosialisasi dilakukan dengan cara: penyebarluasan kepada publik 

melalui media masa elektronik, media cetak, dan temu publik. 

b. Implementasi kebijakan pendidikan tanpa sanksi (masa uji coba) 

dengan jangka waktu selama 6 bulan sampai dengan 1 tahun dan 

disertai perbaikan atau penyempurnaan kebijakan (policy 

refinement) apabila diperlukan. 

c. Implementasi kebijakan pendidikan dengan sanksi dilakukan 

setelah uji coba selesai disertai pengawasan dan pengendalian. 
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d. Setelah dilakukan implementasi kebijakan pendidikan selama tiga 

tahun, dilaksanakan evaluasi kebijakan pendidikan. 

 

5. Implementasi Kebijakan Kurikulum 2013 

Implementasi kurikulum menurut Abdul Majid (2014: 7) adalah 

sebagai operasionalisasi konsep kurikulum yang masih bersifat potensial 

(tertulis) menjadi aktual dalam bentuk kegiatan pembelajaran. 

Implementasi kurikulum sebagai upaya guru dalam menerjemahkan 

kurikulum ke dalam silabus dan rencana pembelajaran. Jadi implementasi 

kurikulum dapat diartikan sebagai penerapan dari ide, program, dan 

rancangan kurikulum yang masih bersifat tertulis sebagai bahan pedoman 

bagi guru ke dalam aktivitas/tingkah laku nyata pada proses 

pembelajaran untuk mencapai tujuan kurikulum.  

Implementasi Kurikulum 2013 menjadi hal yang baru bagi dunia 

pendidikan Indonesia setelah Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan 

(KTSP)/Kurikulum 2006. Mulai Tahun Ajaran 2013/2014 diberlakukan 

Kurikulum 2013 secara terbatas di sekolah-sekolah pilotting yang 

ditunjuk oleh pemerintah. Sebagai sebuah kurikulum baru, pelaksanaan 

kurikulum 2013 ini tentunya membawa konsekuensi yang berbeda bagi 

pelaksana kurikulum di sekolah. 

 Pelaksanaan kurikulum 2013 memerlukan berbagai penyesuaian 

dalam berbagai aspek, menurut Marsh (2009: 93), pelaksanaan setiap 

kurikulum baru akan membutuhkan waktu yang cukup lama bagi guru 
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karena guru harus menyesuaikan kompetensinya dan juga kepercayaan 

dirinya dalam penggunaannya. Hal tersebut hanya berlaku jika kurikulum 

baru tersebut benar-benar diterima oleh guru di sekolah. 

 Selanjutnya Kemendikbud (2013: 92) menjelaskan bahwa dalam 

implementasi Kurikulum 2013 harus berbasis pada prinsip manajemen 

kurikulum sebagai berikut: 

a. Implementasi kurikulum sebagai perwujudan kerjasama antar 

tingkatan pemerintah dari pusat hingga daerah; 

b.  Pemerintah pusat memiliki tanggung jawab dalam 

mempersiapkan   guru dan kepala sekolah serta melakukan 

evaluasi pelaksanaan kurikulum; 

c. Pemerintah propinsi bertanggung jawab dalam melakukan 

supervisi dan evaluasi terhadap pelaksanaan kurikulum;  

d. Pemerintah daerah bertanggung jawab dalam memberikan 

bantuan profesional kepada guru dan kepala sekolah dalam 

melaksanakan kurikulum di kabupaten/ kota terkait. 

 

 Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa penerapan 

atau implementasi kurikulum adalah kegiatan mempraktikan atau 

menerapkan suatu ide, program atau seperangkat kegiatan yang baru 

untuk individu atau organisasi yang menggunakan kurikulum, di mana 

implementasi kurikulum tersebut mencakup tiga kegiatan pokok yakni 

pengembangan program, pelaksanaan pembelajaran, dan evaluasi 

pembelajaran. 

 Penerapan Kurikulum 2013 yang dimulai pada awal Tahun Ajaran 

Baru 2013/ 2014 dan diberhentikan sementara pada Desember 2014 

karena dinilai gagal. Seperti yang disampaikan oleh Retno Listyarti 

seorang guru yang diminta review tentang implemntasi kurikulum 2013 

saat rapat perdana revisi kurikulum 2013 pada 19 November 2014 
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bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Anies Baswedan. 

Kekurangan kurikulum 2013 menurut Anies Baswedan merupakan buah 

dari keputusan pemerintah yang tergesa-gesa. 

 Implementasi Kurikulum 2013 seharusnya difokuskan pada 6.221 

unit sekolah yang dijadikan percontohan terlebih dahulu. Kemudian 

feedback dari sekolah percontohan tersebut dianalisa Kemendikbud. 

Tetapi yang terjadi justru kurikulum 2013 tersebut dipaksakan untuk 

diterpkan oleh 200.000 lebih sekolah di Indonesia pada tahun jaran baru 

2014/2015. Kemudian justru kurikulum 2013 diberhentikan pada bulan 

Desember 2014 karena dianggap gagal. 

 Pada tahun ajaran baru 2017/ 2018 kurikulum 2013 kembali 

diterapkan untuk seluruh sekolah di Indonesia setelah dilakukan berbagai 

evaluasi dan perbaikan. Namun penerapan kembali kebijakan kurikulum 

2013 pada tahun 2017 belum dapat dikatakan berhasil atau gagal karena 

belum diadakan evaluasi kembali. 

 

a. Proses Kebijakan Kurikulum 2013 

Pelaksanaan Kurikulum 2013 tentu saja melalui berbagai 

proses sebelum diterapkan oleh satuan pendidikan di Indonesia. Mulai 

dari proses awal pembentukan tim penyusun kurikulum 2013 berdasar 

surat Keputusan Mendikbud No. 015/P/2013. Implementasi Kebijakan 

Kurikulum 2013 seperti yang tertuang dalam Peraturan Menteri 

Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81A Tahun 
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2013 tentang Implementasi Kurikulum.  Kemudian kurikulum 2013 

diberhentikan sementara berdasarkan surat edaran Menteri Pendidikan 

dan Kebudayaan Nomor 179342/MPK/KR/2014, sampai dengan 

diberlakukannya kembali kurikulum 2013 sesuai dengan Surat 

Keputusan Nomor: 253/KEP.D/KR/2017 dikeluarkan oleh Dirjen 

Dikdasmen tentang Penetapan Kembali Satuan Pendidikan   Pelaksana 

Kurikulum 2013 Tahun 2016.  

Adapun runtutan proses kurikulum 2013 adalah sebagai 

berikut: 

1. Januari 2013, Pembentukan tim penyusun kurikulum 2013 

berdasar Surat Keputusan Mendikbud No. 015/P/2013; 

2. April 2013, Inspektur Jendral Kemendikbud berkirim surat 

kepada Mendikbud memperingatkan apabila persiapan belum 

diyakini maka pelaksanaan kurikulum baru perlu ditunda 

mengingat waktu semakin sempit; 

3. Juli 2013, Penerapan kurikulum 2013 di 6.221 sekolah sasaran. 

Persiapan guru inti dan sasaran dengan menerapkan pelatihan 

berjenjang selama lima hari dan bersamaan dengan waktu 

dimulainya tahun ajaran baru 2013/2014. Buku Kurikulum 2013 

belum siap kecuali tiga buku yang sudah selesai ditulis yaitu 

untuk mata pelajaran Bahasa Indonesia, Matematika, dan Sejarah; 

4. September 2013, Survei persepsi terhadap kepala sekolah, guru, 

orangtua, dan siswa disekolah sasaran, dua bulan setelah 
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kurikulum 2013 diterapkan. Tidak ada lagi survei/ evaluasi 

menyeluruh terhadap penerapan kurikulum 2013 sampai 

berakhirnya tahun ajaran 2013/ 2014; 

5. Juli 2014, Penerapan kurikulum 2013 diseluruh sekolah; 

6. Agustus 2014, Buku semester satu belum didistribusikan ke lebih 

dari 60.000 sekolah; 

7. Oktober 2014, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 

N0. 159 Tahun 2014 untuk mengevaluasi Kurikulum 2013 secara 

menyeluruh baru dikeluarkan; 

8. November 2014, Buku semester 1 Kurikulum 2013 belum 

diterima di 19% kabupaten/kota untuk tingkat SD, 32% 

kabupaten/kota untuk tingkat SMP, dan 22% kabupaten/kota 

untuk tingkat SMA dan SMK; 

9. Desember 2014, berdasarkan surat edaran Menteri Pendidikan 

dan Kebudayaan Nomor 179432/MPK/KR/2014 kurikulum 2013 

diberhentikan sementara dikarenakan banyak sekolah yang belum 

siap menerapkan kurikulum 2013, namun bagi sekolah yang 

sudah melaksanakan kurikulum 2013 selama tiga semester tetap 

menggunakan kurikulum 2013 sedangkan sekolah yang baru 

menerapakan kurikulum 2013 selama satu semester kembali 

menggunakan kurikulum KTSP; 
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10. April 2017, Surat Keputusan Nomor: 253/KEP.D/KR/2017 

dikeluarkan oleh Dirjen Dikdasmen tentang Penetapan Kembali 

Satuan Pendidikan   Pelaksana Kurikulum 2013 Tahun 2016; 

11. Juli 2017, Penerapan kembali kurikulum 2013 pada seluruh 

tingkat sekolah di Indonesia bersamaan dengan Tahun ajaran baru 

2017/ 2018. 

 

b. Sumber Dana Kebijakan Kurikulum 2013 

Dana operasional yang digunakkan untuk kebijakan 

kurikulum 2013 bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Negara (APBN) Kemendikbud sebagai berikut: 

1. Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar 

Penyelenggaraan Bimbingan Teknis Implementasi Kurikulum 

Tahun 2013 untuk Guru SD dan SMP, dibiayai oleh Direktorat 

Pendidik dan Tenaga Pendidikan Pendidikan Dasar melalui 

kegiatan pembinaan karir PTK Dikdas Direktorat Pendidik dan 

Tenaga Pendidikan Pendidikan Dasar berjumlah 91.280 untuk 

Kepsek/ Guru SD dan 137.480 Guru SMP. 

2. Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah 

Pemberian Bantuan Dana Implementasi Kurikulum Tahun 2013 

untuk Guru SMA yang berjumlah 34.605 Guru dibiayai oleh 

Direktorat Pembinaan SMA. Sedangkan Pemberian Bantuan 

Dana Implementasi Kurikulum Tahun 2013 untuk Guru SMK 
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yang berjumlah 29.625 Guru SMK dibayai oleh Direktorat 

Pembinaan SMK. Sedangkan, bantuan dana bimtek implementasi 

kurikulum 2013 untuk Kepala Sekolah SMA/ SMK dan Guru 

Bimbingan Konseling dibiayai oleh Direktorat Pembinaan 

Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Menengah. 

3. Badan Pembinaan Sumber Daya Manusia Pendidikan dan 

Kebudayaan dan Penjaminan Mutu Pendidikan 

Pemberian Bantuan Diklat Implementasi Kurikulum Tahun 2013 

untuk Guru dan Kepala Sekolah SD/ SMP yang berjumlah 

243.203 orang dibiayai oleh Badan Pembinaan Sumber Daya 

Manusia Pendidikan dan Kebudayaan dan Penajamin Mutu 

Pendidikan yang disalurkan melalui Lembaga Penjamin Mutu 

Pendidikan (LPMP). 

 

c. Tenaga Pendidik dan Perannya dalam Implementasi Kebijakan 

Kurikulum 2013 

 

Seperti yang diketahui kurikulum memiliki 2 sisi yang sama 

pentingnya, yakni kurikulum sebagai dokumen dan kurikulum sebagai 

implementasi. Sebagai dokumen kurikulum berperan sebagai 

pedoman guru dan kurikulum sebagai implementasi adalah realisasi 

dari pedoman tersebut dalam bentuk kegiatan pembelajaran. Jadi, 

dengan demikian kurikulum sebagai sebuah dokumen dngan proses 

pembelajaran sebagai implementasi dokumen tersebut merupakan dua 
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sisi yang tidak dapat dipisahkan, keduanya saling meng-ada dan 

meniada-kan ada. Dalam kurikulum pasti ada pembelajaran dan dalam 

pembelajaran pasti ada kurikulum. (Wina Sanjaya, 2010:27) 

Guru merupakan salah satu faktor terpenting dalam 

implementasi kurikulum. Menurut Fuad Hasan terkait peranan guru 

terkait implementasi kurikulum adalah sebaik apapun kurikulum jika 

tidak didukung oleh guru yang berkualitas maka semuanya akan sia-

sia. Sebaliknya, kurikulum yang kurang baik akan dapat ditopang oleh 

guru yang berkualitas. Hal senada dipertegas oleh Mulyasa bahwa 

betapapun bagusnya kurikulum (official) tetapi hasilnya akan sangat 

bergantung oleh apa yang akan dilakukan oleh guru yang berkualitas. 

Dalam proses pengembangan peran guru dalam kurikulum lebih 

banyak dalam tataran kelas. Murray Printr dalam Wina Sanjaya 

(2010:28) mencatat peran guru dalam level ini adalah sebagai 

implementer, adapters, developers, dam researchers. 

Pertama, guru berperan sebagai Implementer, guru berperan 

untuk mengaplikasikan kurikulum yang sudah ada. Dalam 

melaksanakan perannya guru hanya menerima berbagai kebijakan 

perumus kurikulum pada fase sebagai implementator kurikulum, peran 

guru dalam pengembangan kurikulum sebatas menjalankan kurikulum 

yang telah disusun. 

Kedua, peran guru sebagai adapter, lebih dari hanya sebagai 

pelaksana kurikulum, akan tetapi juga sebagai penyelaras kurikulum 
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dengan karakteristik dan kebutuhan siswa dan kebutuhan daerah. 

Dalam fase ini guru diberi kewenangan untuk menyesuaikan 

kurikulum yang sudah ada dengan karakteristik sekolah dan 

kebutuhan lokal.  

Ketiga, peran guru sebagai pengembang kurikulum, guru 

memiliki kewenangan dalam mendeisain sebuah kurikulum. Guru 

tidak hanya dapat menentukan tujuan dan isi pelajaran yang akan 

disampaikan, tetapi juga dapat menentukan strategi apa yang harus 

dikembangkan serta bagaimana mengukur keberhasilannya.  

Keempat, sebagai fase terakhir peran guru adalah sebagai 

peneliti kurikulum (curriculum researcher). Peran ini dilaksanakan 

sebagai bagian dari tugas professional guru yang memiliki tanggug 

jawab dalam meningkatkan kinerjanya sebagai guru. Dalam 

pelaksanaan peran guru sebagai peneliti, guru memiliki tanggung 

jawab untuk menguji berbagai komponen kurikulum, misalnya 

menguji bahan-bahan kurikulum, menguji efektifitas program, 

menguji strategi pembelajaran, dan lain sebagainya termasuk 

mengumpulkan data tentang keberhasilan siswa mencapai target 

kurikulum. 

 

d. Upaya Pemerintah dalam Menunjang Implementasi Kebijakan 

Kurikulum 2013 

Pemerintah sampai saat ini telah melakukan berbagai upaya 

guna menunjang pelaksanaan kurikulum 2013 agar dapat 
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dilaksanakan secara efektif. Adapun usaha-usaha yang dilakukan 

oleh pemerintah sebagaimana tercantum dalam Dokumen Kurikulum 

2013 adalah sebagai berikut:  

1. Pemerintah mengadakan pelatihan bagi pendidik dan tenaga 

pendidikan;  

2. Pengembangan buku pedoman guru dan buku siswa; 

3. Pengembangan manajemen kepemimpinan, sistem administrasi, 

dan pengembangan budaya sekolah serta; 

4. Pendampingan dalam bentuk monitoring dan evaluasi. 

 

D. Kurikulum 

 

Kurikulum (curriculum) dalam bahasa Yunani kuno berasal dari kata 

curir yang berarti pelari dan curere yang berarti tempat berpacu. Curriculum 

diartikan jarak yang harus ditempuh oleh pelari. Hass dan Parkey (1974:3) 

mengemukakan bahwa “the curriculum is all of the experinces that individual 

learnes have a program of education whose purpose is to achieve theory and 

research or past or present professional practice”. Pernyataan tersebut 

berarti bahwa kurikulum merupakan pengalaman yang dipelajari oleh 

individu dalam sebuah program pendidikan yang bertujuan untuk mencapai 

teori dan praktik penelitian atau masa lalu maupun saat ini. Pengertian 

kurikulum menurut Wina Sanjaya (2006:2): 

Kurikulum dapat dimaknai dalam tiga konteks, yaitu kurikulum 

dalam sejumlah matapelajaran, kurikulum sebagai pengalaman 

belajar, dan kurikulum sebagai perencanaan program belajar. 
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Kurikulum sebagai sejumlah matapelajaran dimaksudkan bahwa 

kurikulum berisi patokan yang harus diikuti dan dicapai oleh 

siswa untuk mencapai tujuan pendidikan. Kurikulum sebagai 

pengalaman belajar yaitu siswa mengikuti pembelajaran 

merupakan tanggung jawab guru atau sekolah ketika di dalam 

lingkungan sekolah maupun di luar lingkungan sekolah 

berdasarkan kegiatan pendidikan yang diikuti. Kurikulum 

sebagai perencanaan program belajar yaitu guru yang 

merencanakan program pembelajaran bertumpu pada kurikulum 

yang sudah ada dan dikembangkan agar siswa mampu mencapai 

kompetensi yang telah ditetapkan.  

 

Pengertian lain dari kurikulum menurut Oemar Hamalik (2008:91) 

Kurikulum adalah rencana tertulis tentang kemampuan yang 

harus dimiliki berdasarkan standar nasional, materi yang perlu 

dipelajari, dan pengalaman belajar yang harus dijalani utuk 

mencapai pengalaman tersebut, dan evaluasi yang perlu 

dilakukan untuk menentukan tingkat penapaian kemampuan 

siswa, serta seperangkat peraturan yang berkenaan dengan 

pengalaman belajar siswa dalam satuan pendidikan dalam 

mengembangkan potensi dirinya pada satuan pendidikan 

tertentu. 

 

Kurikulum menurut Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 Pasal 1 

Ayat (19) adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, 

isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakkan sebagai pedoman 

penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan 

pendidikan tertentu. Berdasarkan pendapat-pendapat tersebut, maka 

dapat disimpulkan bahwa kurikulum merupakan suatu program yang 

berisikan bahan pembelajaran yang disusun secara sistematis sesuai 

dengan aturan-aturan yang berlaku dan dijadikan pedoman dalam proses 

pembelajaran bagi tenaga pengajar dan siswa peserta didik untuk 

mencapai tujuan pendidikan. 

 

 



52 
 

1. Kurikulum 2013 

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 81A 

tentang implementasi Kurikulunm 2013 (K-13) menjelaskan, 

kurikulum yang diterapkan dalam dunia pendidikan di Indonesia 

mulai tahun ajaran 2013/2014 adalah Kurikulum 2013. Kurikulum 

2013 merupakan langkah lanjutan dari kurikulum sebelumnya yaitu 

KTSP 2006 yang mencakup kompetensi sikap, pengetahuan, dan 

ketrampilan secara terpadu. Kurikulum 2013 ini dikembangkan dan 

disempurnakan dengan pola pikir sebagai berikut (Salinan Lampiran 

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 69 Tahun 2013): 

1) pola pembelajaran yang berpusat pada guru menjadi pola 

pembelajaran yang berpusat pada siswa. Siswa harus memiliki 

pilihan-pilihan terhadap materi yang dipelajari untuk memiliki 

kompetensi yang sama; 

2) pola pembelajaran satu arah (interaksi guru-siswa) menjadi 

pembelajaran interaktif (interaktif guru-siswa-masyarakat-

lingkungan alam, sumber/ media lainnya); 

3) pola pembelajaran terisolasi menjadi pembelajaran secara 

jejaring (siswa dapat menimba ilmu dari siapa saja dan dan dari 

mana saja yang dapat dihubungi serta diperoleh dari internet); 

4) pola pembelajaran pasif menjadi pembelajaran aktif-mencari 

(pembelajaran siswa aktif-mencari semakin diperkuat dengan 

model pembelajaran pendekatan-sains) 

5) pola belajar sendiri menjadi belajar kelompok (berbasis tim); 

6) pola pembelajaran alat tunggal menjadi menjadi pembelajaran 

berbasis multimedia; 

7) pola pembelajaran berbasis massal menjadi kebutuhan 

pelanggan (ussers) dengan memperkuat pengembangan potensi 

khusus yang dimiliki setiap siswa; 

8) pola pembelajaran ilmu pengetahuan tunggal (monodiscipline) 

menjadi pembelajaran ilmu pengetahuan jamak 

(multidiscipline); dan  

9) pola pembelajaran pasif menjadi pembelajaran kritis. 

 

Pola pembelajaran kurikulum 2013 dapat disimpulkan dari 

uraian diatas bahwa pola pembelajaran kurikulum 2013 lebih 
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menekankan pada keaktifan peserta didik agar potensi dalam dirinya 

dapat berkembang dengan baik. Guru atau tenaga pendidik hanya 

sebagai fasilitator dalam proses pembelajaran menuntun peserta didik 

untuk mencapai tujuan belajar. 
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BAB III 

 

METODE PENELITIAN 

 

 

A. Jenis Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang sering disebut 

metode penelitian naturalistic karena penelitiannya dilakukan pada kondisi 

alamiah, disebut juga sebagai metode etnografi. Penelitian kualitatif 

dilakukan pada objek alamiah yang berkembang apa adanya, tidak 

dimanipulasi oleh peneliti dan kehadiran peneliti tidak begitu mempengaruhi 

dinamika pada objek tersebut. 

Penelitian kualitatif instrumennya adalah peneliti itu sendiri. Menjadi 

instrumen, maka peneliti harus memiliki bekal teori dan wawasan luas, 

sehingga mampu bertanya, menganalisis, memotret, dan mengkontruksi 

situasi sosial yang diteliti menjadi lebih jelas dan bermakna. Penelitian ini 

merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Seperti yang diungkapkan oleh 

Sugiyono (2010:15) 

Metode penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang 

berlandaskan pada filsafat positivesme, digunakkan untuk meneliti 

kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) 

dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, pengambilan sampel 

sumber data dilakukan secara purposive dan snowball, teknik 

pengumpulan dengan trianggulasi, analisis data bersifat induktif/ 

kualitatif, dan hasil penelitian lebih menekan makna dari pada 

generalisasi. 

 

Metode yang digunakkan adalah metode deskriptif. Metode deskriptif 

adalah suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, 
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kondisi, sistem pemikiran ataupun peristiwa pada masa sekarang. Tipe 

penelitian ini berusaha menerangkan fenomena sosial tertentu. Penelitian 

dapat dibedakan menjadi beberapa jenis, berdasarkan kriteria pembedaan 

antara lain fungsi akhir dan pendekatannya. 

 

B. Fokus Penelitian 

Fokus penelitian merupakan objek ketika melakukan penelitian. Pada 

prinsipnya perumusan fokus adalah untuk membatasi studi bagi peneliti. 

Selain itu, penetapan fokus penelitian dimaksudkan sebagai batas yang 

berguna untuk mencegah terjadinya pembiasan dalam mempersepsikan dan 

membahas masalah yang akan diteliti. 

Dalam penelitian ini yang menjadi fokus penelitian antara lain: 

1. Implementasi kebijakan kurikulum 2013 

a. Persiapan implementasi kebijakan kurikulum 2013 

1) Sosialisasi Kurikulum 2013 

2) Pendidikan dan Pelatihan Kurikulum 2013 

3) Sumber daya yang mencakup Sumber Daya Manusia, Sarana dan 

Prasarana, Anggaran Dana 

b. Pelaksanaan kebijakan kurikulum 2013 

1) Pelaksanaan Pembelajaran 

2) Penerimaan siswa terhadap kurikulum 2013 

2. Faktor pendukung dan penghambat implementasi kebijakan kurikulum 

2013 tingkat Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Magetan. 
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C. Lokasi dan Situs Penelitian 

Lokasi dan situs penelitian adalah tempat dimana peneliti melakukan 

penelitian dan menangkap fenomena riil dari objek yang diteliti, guna 

mendapat data yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Lokasi yang 

peneliti ambil adalah Kabupaten Magetan. Hal ini disebabkan karena 

Kabupaten Magetan memiliki tingkat partisipasi yang cukup rendah dalam 

bidang pendidikan tingkat menengah pertama jika dilihat dari jumlah unit 

sekolah dan jumlah murid serta tidak meratanya persebaran siswa tingkat 

sekolah menengah pertama.  

Situs penelitian adalah SMPN 2 Sukomoro, dengan pertimbangan 

pada awal diterapkannya kurikulum 2013 pada tahun 2014 lalu SMPN 2 

Sukomoro tidak termasuk salah satu sekolah yang menjadi sekolah percobaan 

untuk melaksanakan kurikulum 2013 dan masih menggunakan kurikulum 

2006 (KTSP). Kurikulum 2013 sendiri tidak berlangsung lama dikarenakan 

kurikulum 2013 dihentikan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 

melalui Surat Edaran Menteri Nomor 179342/MPK/KR/2014 tanggal 5 

Desember 2014 karena perlu dikaji ulang. Tetapi pada tahun ajaran baru 

tahun 2017/2018 SMPN 2 Sukomoro mulai menerapkan kurikulum 2013 

setelah kurikulum 2013 kembali di terapkan dan wajib dilaksanakan oleh 

seluruh sekolah berdasarkan  Surat Keputusan Kementerian Pendidikan dan 

Kebudayaan Nomor: 253/KEP.D/KR/2017 tentang Penetapan Satuan 

Pendidikan Pelaksana Kurikulum 2013 Tahun 2017. Namun SMPN 2 

Sukomoro tidak menerapkan Kurikulum 2013 untuk semua kelas, melainkan 
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hanya untuk peserta didik kelas VII, sedangkan kelas VIII dan IX tetap 

mengguankan kurikulum KTSP.  

 

D. Sumber Data 

Pada penelitian ini, data dikumpulkan dari beberapa sumber data 

sehingga diperoleh data yang valid. Adapun sumber data dalam penelitian ini 

adalah orang- orang, dokumen-dokumen dan data-data. Berdasarkan sumber 

pengambilannya, maka data dapat dibedakan menjadi dua yaitu data primer 

dan data sekunder. Berikut penjelasannya:  

1. Data Primer 

 Merupakan data yang diperoleh dari laporan secara langsung di 

lapangan oleh orang yang melakukan penelitian. Data primer ini, disebut juga 

data asli atau data baru. Pada penelitian ini data primer diperoleh dari 

aktivitas wawancara secara langsung kepada informan, sehingga data primer 

dalam penelitian ini adalah: 

a. Kepala Sekolah SMPN 2 Sukomoro 

b. Waka Kurikulum SMPN 2 Sukomoro 

c.  Guru SMPN 2 Sukomoro 

d. Peserta Didik SMPN 2 Sukomoro 

2. Data Sekunder  

Data yang diperoleh atau dikumpulkan secara langsung oleh peneliti 

dari sumber-sumber yang ada, guna memperkuat atau mendukung data 

primer. Adapun data sekunder dalam penelitian ini meliputi; 
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a. Dokumentasi berupa Arsip Gambar SMPN 2 Sukomoro; 

b. Buku Panduan Akademik, Dokumen Gabungan KTSP dan 

Kurikulum 2013, dan Petunjuk Teknis Pendampingan 

Implementasi Kurikulum 2013; 

c. Surat Edaran Mendikbud Nomor 179432/MPK/KR/2014 tentang 

pemberhentian pelaksanaan kebijakan kurikulum 2013; 

d. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 160 Tahun 

2014 tentang pemberlakuan Kurikulum 2006 dan Kurikulum 2013 

e. SK Nomor: 253/KEP.D/KR/2017 tentang Penetapan Satuan 

Pendidikan Pelaksana Kurikulum 2013 Tahun 2017; 

f. Surat Edaran Bersama Mendagri dan Mendikbud Nomor 

420/176/Sj dan Nomor 0258/MPK.A/KR/20l4 tentang 

Implementasi Kurikulum 2013. 

 

E. Teknik Pengumpulan Data 

Untuk mendapatkan data bagi keperluan penelitian ini, peneliti 

melakukan wawancara, observasi, dan dokumentasi yang terkait dengan 

kurikulum 2013 

1. Wawancara 

Peneliti akan melakukan wawancaraterstruktur dan tatap muka dengan 

tenaga pendidik/ guru, kepala sekolah, dan peserta didik pada tingkat sekolah 

menengah pertama kelas VII. Wawancara yang dilakukan menggunakan 

pedoman wawancara yang sudah ada. Menurut Suharsimi Arikunto 
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(2006:227), pedoman wawancara terstruktur yaitu pedoman wawancara yang 

disusun secara terperinci sehingga menyerupai check-list. Pewawancara 

tinggal membubuhkan tanda v (check) pada nomor yang sesuai. Pedoman 

wawancara pada hal ini sama dengan hal tersebut yaitu memberikan tanda 

pada kolom pencapaian skor yang diperoleh. Wawancara diguankkan untuk 

mengumpulkan data mengenai komponen masukan dan komponen proses 

serta kendala-kendala yang dihadapi serta ditemui dalam kurikulum 2013. 

2. Observasi 

Observasi merupakan sebuah proses penelitian dalam melihat situasi 

dan kondisi penelitian. Teknik penelitian yang seperti ini sangat relevan untuk 

digunakkan dalam penelitian tindakan di dalam kelas yang terdiri dari 

pengamatan dari proses pembelajaran, sikap, dan tingkah laku peserta didik, 

juga interaksi antara peserta ddik dengan guru dan interaksi antar oesrta didik. 

Pada penelitian ini dilakukan dengan observasi partisipatif pasif. Dalam halini 

peneliti datang di tempat kegiatan guru dan peserta didik yang diamati, tetapi 

tidak ikut terlibat dalam kegiatan tersebut (Sugiyono, 2010: 312). 

3. Dokumentasi 

Metode dokumentasi merupakan metode dimana peneliti mencari data 

mengenai hal-hal atau variable yang berupa catatan, transkip, buku, surat 

kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, lengger, agenda, dan sebagainya 

(Suharsimi Arikunto, 2006: 231). Metode dokumentasi ini juga digunakkan 

untuk melengkapi data penelitian berupa RPP, Silabus, nilai peserta didik, 

lokasi penelitian, dan proses pengumpulan data. 
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F. Instrumen Penelitian  

Menurut Sugiyono (2010:148), instrument penelitian adalah sebuah 

alat yang digunakkan mengukur fenomena alam maupun sosial yang diamati. 

Instrumen penelitian memegang peranan yang sangat penting dalam 

melakukan penelitian. Ketepatan dalam menggunakan instrumen penelitian 

akan sangat menetukan terhadap keberhasilan suatu penelitian, adapun 

instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah:  

1. Peneliti Sendiri Salah satu ciri penelitian kualitatif adalah manusia sebagai 

alat (instrumen) sehingga peneliti sendiri atau dengan bantuan orang lain 

merupakan alternatif pengumpulan data utama. Ketika melakukan 

penelitian ini, pertama peneliti melakukan perencanaan dengan menyusun 

proposal penelitian sekaligus menyusun pedoman wawancara, kedua 

mengumpulkan data melalui kegiatan wawancara dengan informan 

penelitian sekaligus melakukan dokumentasi dan mengumpulkan data 

sekunder penelitian, menganalisis dan menafsir data melalui penyusunan 

skripsi di bagian pembahasan serta melaporkan hasil penelitian.  

2. Pedoman Wawancara Pedoman wawancara merupakan serangkaian 

pertanyaan diajukan pada informaninformasi sebagai sumber data dalam 

penelitian. Setiap informan dalam penelitian ini memiliki rangkain 

pertanyaan yang berbeda. P  

3. Peralatan Pendukung lain Peralatan pendukung yang dipergunakan dalam 

penelitian ini berupa alat-alat tulis untuk mencatat hal penting saat 

dilakukan penelitian dan ketika proses wawancara. Kamera untuk 
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mengambil gambar yang berkaitan dengan penelitian ini dan handphone 

untuk merekam proses wawancara dengan informan. 

 

G. Teknik Analisis Data 

Penelitian kualitatif memerlukan adanya analisis datapada saat peneliti 

melakukan kegiatan penelitian lapangan guna pengumpulan dan penyusunan 

data. Teknik analisis data yang digunakkan dalam penelitian ini yaitu analisis 

interaktif. Model ini ada 4 komponen analisis yaitu: pengumpulan data, 

kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.  

Langkah-langkah analisis menurut Miles, Huberman dan Saldana 

(2014: 14), adalah sebagai berikut: 

1. Pengumpulan data, yaitu mengumpulkan data di lokasi penelitian dengan 

melakukan observasi, wawancara, dan dokumentasi dengan menentukan 

strategi pengumpulan data yang dipandang tepat dan untuk menentukan 

fokus serta pendalaman data pada proses pengumpulan data berikutnya. 

2. Kondensasi data, yaitu sebagai proses memilih, menyederhanakan, 

pengabstrakan, dan atau menstransformasikan data yang mendekati dari 

seluruh bagian dari catatan-catatan lapangan secara tertulis, transkip 

wawancara, dokumen-dokumen, dan materi empiris lainnya. 

3. Penyajian data, yaitu rangkaian organisasi informasi yang memungkinkan 

penelitian dilakukan. Penyajian data diperoleh berbagai jenis, jaringan 

kerja, keterkaitan kegiatan atau tabel. 
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4. Penarikan kesimpulan, yaitu dalam proses pengumpulan data, peneliti 

harus mengerti dan tanggap terhadap sesuatu yag diteliti langsung di 

lapangan dengan menyusun pola-pola pengarahan dan sebab akibat 

Siklus analisis interaktif ditunjukkan dalam bentuk skema berikut ini. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 Komponen-komponen Analisis Data Model Interaktif  

Sumber Miles dan Huberman (Miles, Huberman, and Saldana, 2014: 14) 
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BAB IV 

 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

 

A. Gambaran Umum 

1. Gambaran Umum Lokasi dan Situs Penelitian 

Gambaran umum lokasi dan situs penelitian merupakan penjelasan 

mengenai kondisi yang ada pada lokasi dan situs penelitian ini. Dimana 

lokasi Penelitian ini berada di Kabupaten Magetan dan situs penelitian ini 

berada di SMPN 2 Sukomoro, Kecamatan Sukomoro, Kabupaten 

Magetan.  

Gambaran umum lokasi penelitian menjelaskan tentang kondisi 

geografis dan iklim, demografis, pembagian wilayah secara administratif, 

kondisi pendidikan. Dan Dinas Pendidikan Kabupaten Magetan. 

Gambaran umum situs penelitian di SMPN 2 Sukomoro menjelaskan 

tentang profil, struktur organisasi, visi misi. 

 

a. Gambaran Umum Kabupaten Magetan 

Kabupaten Magetan merupakan kabupaten yang terletak di 

ujung barat Provinsi Jawa Timur dan berada pada ketinggian antara 60 

sampai dengan 1.660 meter di atas permukaan laut. Kabupaten 

Magetan merupakan kabupaten terkecil kedua setelah Kabupaten 

Sidoarjo dengan luas wilayah 688,85 km2 atau 1,48 persen dari total 
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wilayah di Jawa Timur. Letak geografis Kabupaten Magetan terletak 

diantara 7o 38’ 30” Lintang Selatan dan 111o 20’ 30” Bujur Timur, 

dengan suhu udara berkisar 16-20o C di daerah pegunungan dan 22-

26o C untuk daerah rendah. Batas wilayah Kabupaten Magetan adalah 

sebagai berikut: 

a. Sebelah Utara  : berbatasan dengan Kabupaten Ngawi 

b. Sebelah Timur  : berbatasan dengan Kabupaten Madiun 

c. Sebelah Selatan : berbatasan dengan Kabupaten Ponorogo,  

                                            Kabupaten Wonogiri (Jawa Tengah) 

d. Sebelah Barat  : berbatasan dengan Kabupaten Karanganyar   

   (Jawa Tengah) 

                     Tabel 4.1 Luas Wilayah Administasi Kabupaten Magetan 

No. Kecamatan Luas Wilayah (Km2) 

1. Poncol 51.31 

2. Parang 71.46 

3. Lembeyan 54.85 

4. Takeran 25.46 

5. Kawedanan 39.45 

6. Magetan 23.49 

7. Plaosan 75.54 

8. Panekan 56.29 

9. Sukomoro 33.06 

10. Bendo 42.90 

11. Maospati 25.26 

12. Karangrejo 15.15 

13. Barat 22.71 

14. Kartoharjo 25.03 

15. Karas 35.29 

16. Ngariboyo 39.13 

17. Nguntoronadi 16.72 

18. Sidorejo 35.37 

Jumlah  688.85 

           Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Magetan Tahun 2017 
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Jumlah kecamatan di Kabupaten Magetan sebanyak 13 

kecamatan sebelum pemekaran wilayah. Sejak diadakan otonomi 

daerah tahun 2001, jumlah kecamatan di Kabupaten Magetan terus 

mengalami pemekaran. Sampai tahun 2018 jumlah kecamatan di 

Kabupaten Magetan sebanyak 18 kecamatan dengan jumlah desa/ 

kelurahan sebanyak 208 desa dan 27 kelurahan, 1.048 Rukun Warga, 

4.653 Rukun Tetangga. 

 

b. Gambaran Umum Pendidikan Kabupaten Magetan 

Pendidikan di Kabupaten Magetan memiliki potensi yang 

besar untuk berkembang menjadi pendidikan yang maju kedepannya 

dengan jumlah lembaga pendidikan yang memenuhi kebutuhan 

pendidikan bagi penduduk di Kabupaten Magetan. Berikut tabel 

jumlah Lembaga Pendidikan di Kabupaten Magetan tingkat Sekolah 

Dasar, Sekolah Menengah Pertama, dan Sekolah Menengah Atas di 

Kabupaten Magetan. 

 

Tabel 4.2 Data Lembaga Pendidikan Tingkat SD, SMP, dan SMA 

di Kabupaten Magetan 

No. Tingkat Negeri Swasta Jumlah 

1. SD/ MI 484 13 497 

2. SMP/ MTS 39 16 55 

3. SMA/ MA 10 5 15 

4. SMK 6 30 36 

5. SLB 1 7 8 

Sumber: Data Pokok Dikdasmen Kemendikbud Tahun 2017 

 Sebagai Kabupaten yang memiliki penduduk sebesar 

694.531 jiwa yang terdiri dari 336.215 laki-laki dan 358. 316 
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perempuan yang tercatat dalam badan pusat statistik tahun 2017. Dari 

jumlah tersebut, sebanyak 81.350 anak yang masuk dalam daftar 

peserta didik di Kabupaten Magetan tingkat Sekolah Dasar sampai 

Sekolah Menegah Atas dan Kejuruan dengan rincian sebagai berikut 

 

Tabel 4.3 Data Jumlah Peserta Didik Tingkat SD, SMP, dan SMA 

serta SMK di Kabupaten Magetan 

No. Tingkat Negeri Swasta Jumlah 

1. SD/ MI 37.460 4.221 41.681 

2. SMP/ MTS 18.399 796 19.195 

3. SMA/ MA 7.488 346 7.834 

4. SMK 6.722 5.918 12.640 

Sumber: Data Pokok Dikdasmen Kemendikbud 2017 

Tentu hal tersebut menjadikan Kabupaten Magetan memiliki 

potensi yang besar untuk berkembang menjadi daerah yang lebih maju 

dengan menitik beratkan pada pengelolaan sumber daya manusia. 

Pengelolaan sumber daya manusia salah satunya dengan dilakukan 

melalui sistem pendidikan formal tingkat lanjutan seperti SMP dan 

MA yang telah terbagi dalam 18 kecamatan dengan 55 lembaga 

pendidikan tingkat sekolah menengah pertama baik negeri maupun 

swasta. 

 

c. Dinas Pendidikan Kabupaten Magetan 

1) Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran 

Dinas Pendidikan Kabupaten Magetan terletak di Jalan 

Raya Karya Dharma No 178 Kecamatan Magetan. Sesuai dengan 

Peraturan Bupati No 58 Tahun 2008 tentang tugas pokok dan 
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fungsi, Dinas Pendidikan Kabupaten Magetan mempunyai tugas 

menyelenggarakan pemerintahan di bidang pendidikan. 

Tugas dan fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten Magetan 

dijalankan dengan mengusung visi “Terwujudnya Masyarakat 

Magetan yang Berimtaq, Berbudi Pekerti Luhur, Cerdas, 

Terampil, dan Kompetitif”. 

Visi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Magetan tersebut 

diharapkan dapat dicapai dengan menetapkan beberapa misi 

antara lain: 

a. Mewujudkan peningkatan kualitas keimanan dan ketaqwaan 

sesuai dengan nilai-nilai keagamaan; 

b. Mewujudkan peningkatan pelaksanaan pendidikan yang 

berorientasi pada pembentukan akhlak mulia dan berbudi 

pekerti luhur; 

c. Mewujudkan peningkatan mutu pendidikan di semua jenjang 

pendidikan; 

d. Mewujudkan peningkatan ketrampilan yang mengarah pada 

kecakapan hidup mewujudkan pendidikan yang berbasis 

keahlian dan keunggulan serta kompetitif. 

Tujuan dan sasaran yang ingin dicapai oleh Dinas 

Pendidikan Kabupaten Magetan berdasarkan visi dan misi yang 

telah ditetapkan antara lain: 
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a. Meningkatakan pelaksanaan pendidikan agama di semua 

jenjang pendidikan; 

b. Meningkatakan pendidikan karakter/ etika, estetika, akhlak 

mulia, dan budi pekerti luhur; 

c. Meningkatkan daya serap ilmu pengetahuan dan teknologi 

dalam rangka peningkatan mutu pendidikan; 

d. Meningkatkan tingkat ketrampilan yang mengarah pada 

kecakapan hidup; 

e. Meningkatkan daya saing lulusan guna menyongsong era 

globalisasi. 

 

2) Struktur Organisasi 

Dinas Pendidikan Kabupaten Magetan dipimpin oleh 

seorang Kepala Dinas yang dalam melaksanakan tugas berada 

dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Magetan melalui 

Sekretaris Daerah Kabupaten Magetan. Sesuai dengan Peraturan 

Bupati No 58 Tahun 2008 tentang tugas pokok dan fungsi Dinas 

Pendidikan Kabupaten Magetan, maka susunan struktur 

organisasi Dinas Pendidikan Kabupaten Magetan terdiri dari: 

1. Kepala Dinas 

2. Sekretariat, membawahkan 

a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; 

b. Sub Bagian Keuangan; 
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c. Sub bagian Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan. 

3. Bidang Pendidikan TK/ SD, membawahkan 

a. Seksi Kurikulum; 

b. Seksi Sarpras; 

c. Seksi Pengelolaan Sekolah. 

4. Bidang Pendidikan Menengah, membawahkan 

a. Seksi Pengembangan Pendidikan dan Kesiswaaan; 

b. Seksi Sarpras; 

c. Seksi Pengelolaan Sekolah. 

5. Bidang Pendidikan Formal dan Informal, membawahkan 

a. Seksi Pendidikan Anak Usia Dini; 

b. Seksi Pendidikan Kesetaraan; 

c. Seksi Pendidikan Masyarakat. 

6. Bidang Ketenagaan, membawahkan 

a. Seksi Ketenagaan TK/ SD; 

b. Seksi Ketenagaan Pendidikan Menengah dan PLS; 

c. Seksi Pengembangan; 

7. Unit Pelaksanaan Teknis Dinas; 

8. Kelompok Jabatan Fungsional. 
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d. SMPN 2 Sukomoro Kabupaten Magetan 

1) Visi, Misi, dan Tujuan 

SMPN 2 Sukomoro terletak di Desa Tambakmas 

Kecamatan Sukomoro Kabupaten Magetan. Dalam menjalankan 

fungsinya dalam bidang pendidikan SMPN 2 Sukomoro 

mempunyai visi “Bersama kita membangun karakter siswa yang 

berakhlaq mulia, santun, dan berbudaya”. Penjabaran visi SMPN 

2 Sukomoro adalah sebagai berikut: 

1. Berakhlak mulia 

a. Terbentukya siswa yang beriman dan bertaqwa kepada 

Tuhan YME; 

b. Terbentuknya siswa yang taat dan rajin beribadah; 

c. Terwujudnya pengamalan nilai-nilai ibadah pada kehidupan 

sehari-hari. 

2. Santun 

a. Terwujudnya siswa yang menghormati dan menghargai 

orang tua dan guru; 

b. Terwujudnya siswa yang patuh dan taat pada tata tertib 

sekolah; 

c. Terwujudnya siswa yang rendah hati, jujur, dan dapat 

terpercaya. 

3. Berbudaya 
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a. Terwujudnya siswa yang berprestasi dengan perolehan nilai 

NUN yang tinggi; 

b. Terwujudnya rasa cinta terhadap seni budaya local; 

c. Terwujudnya kelestarian seni budaya lokal; 

d. Terwujudnya penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi dan 

informasi; 

e. Terwujudnya siswa yang trampil dan cinta lingkungan. 

Misi SMPN 2 Sukomoro adalah: 

1. Meningkatkan iman dan taqwa kepada Tuhan YME; 

2. Melaksanakan pembiasaan pelaksanaan ibadah sesuai dengan 

agama dan keyakinan yang dianut; 

3. Melaksanakan pembiasaan senyum, sapa, salam, dan salim;  

4. Menanamkan sikap disiplin, jujur, dan tanggung jawab; 

5. Melaksanakan pembelajaran secara efektif sehingga 

berkembang secara optimal sesuai dengan kemampuan siswa; 

6. Menumbuhkan semangat untuk meraih prestasi terbaik; 

7. Melaksanakan pembiasaan saling menghormati dan 

menghargai sesama teman; 

8. Menanamkan rasa cinta pada kearifan seni budaya lokal; 

9. Menanam rasa cinta pada kebersihan, keindahan, dan 

pelestarian lingkungan. 
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2) Struktur Organisasi 

SMPN 2 Sukomoro dipimpin oleh seorang Kepala 

Sekolah dimana dalam menjalankan tugas berada dibawah dan 

bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kota/ Kabupaten. 

Adapun gambar struktur organisasi SMPN 2 Sukomoro akan 

disajikan dalam bagan struktur organisasi dibawah ini: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Gambar 4.1 Bagan Struktur Organisasi SMPN 2 Sukomoro 

    Sumber: Arsip SMPN 2 Sukomoro (2017) 

 

SMPN 2 Sukomoro dalam melaksanakan Kurikulum 2013 

tentunya harus dijalankan oleh sumber daya manusia yang 
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berkompeten. Berikut adalah daftar tabel data guru dan pegawai 

SMPN 2 Sukomoro: 

Tabel 4.4 Data Pegawai SMPN 2 Sukomoro Menurut Tingkat 

Pendidikan dan Status Pegawai  

No. Tingkat Status Pegawai  Jumlah 

 Pendidikan PNS GTT PTT  

1. S2 1 - - 1 

2. S1 24 5 - 29 

3. D3 1 - - 1 

4. D1 - - 1 1 

5. SMA 3 - 4 7 

6. SD 1 - - 1 

Sumber: SMPN 2 Sukomoro (2018) 

 

 

Kelengkapan fasilitas juga merupakan salah satu hal yang 

mendukung guna berlangsungnya pelaksanaan kurikulum 2013. 

Adapun untuk saat ini fasilitas yang dimiliki oleh SMPN 2 

Sukomoro yang memiliki luas sekolah 15.890 m2 adalah sebagai 

berikut: 

Tabel 4.5 Daftar Jumlah Fasilitas yang Dimiliki SMPN 2 

Sukomoro 

Ruang Jumlah Ruang 

Kelas 9 

Kepala Sekolah 1 

Guru 1 

UKS 1 

Administrasi 1 

BK 1 

Perpustakaan 1 

OSIS 1 

Laboratorium IPA 1 

Laboratorium Komputer 1 

Tempat Ibadah 1 

Ketrampilan 1 

Kamar Mandi 1 

Koperasi 1 

Aula 1 
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Ruang Jumlah Ruang 

Gudang 1 

Olahraga 1 

Ruang multimedia 1 

          Sumber: SMPN 2 Sukomoro (2018) 

SMPN 2 Sukomoro juga dilengkapi dengan lapangan dan 

area parkir yang disediakan untuk kebutuhan belajar mengajar. 

Sebagai sekolah yang baru melaksanakan kebijakan kurikulum 

2013 SMPN 2 Sukomoro tentu bukan hanya fasilitas sekolah 

yang perlu diperharhatikan melainkan juga kegiatan 

ekstrakurikuler yang dapat mengembangkan minat dan bakat dari 

siswanya baik bagi tingkat lokal maupun nasional. Kegiatan 

ekstrakukurikuler adalah kegiatan yang terakomodir diluar jam 

pelajaran di sekolah. Berikut adalah data ekstrakurikuler yang ada 

di SMPN 2 Sukomoro: 

Tabel 4.6 Daftar Ekstrakurikuler SMPN 2 Sukomoro 

No. Ekstrakurikuler Jenis 

1. Pramuka Wajib 

2. Palang Merah Remaja Wajib 

3. Drum Band Pilihan 

4. Karawitan Pilihan 

5. Futsal Pilihan 

6. Basket Pilihan 

           Sumber: SMPN 2 Sukomoro (2018 

 

B. Penyajian Data Fokus Penelitian 

Pada bab ini peneliti akan memaparkan mengenai permasalahan 

penelitian yang diperoleh dari lapangan. Dimulai dari peneliti melakukan 

observasi permasalahan yang menjadi kendala di pelaksanaan kurikulum 
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2013. Dimana pada awal mulanya kebijakan kurikulum 2013 ini di buat pada 

tahun 2013 oleh Menteri Pendidikan yang menjabat pada periode 2009-2014, 

Muhammad Nuh. Setelah berakhirnya masa jabatan Muhammad Nuh dan 

digantikan oleh Anies Baswedan sebagai Menteri Pendidikan kebijakan 

kurikulum 2013 tetap dijalankan. Pada mulanya kurikulum ini sudah diuji 

coba pada beberapa sekolah percontohan pada tahun 2013 dan mulai tahun 

2014 penerapan kurikulum ini menjadi massif. Kemudian pada tahun 2014 

ketika Menteri Pendidikan diganti menjadi Anies Baswedan, kebijakan 

kurikulum 2013 yang mulai diterapkan di banyak sekolah dihentikan 

sementara pada pertengahan tahun ajaran dikarenakan dinilai masih memiliki 

banyak kekurangan.  

Pemberhentian sementara kurikulum 2013 dirasa tidak tepat oleh 

mantan Menteri Pendidikan, Muhammad Nuh, karena menurutnya jika 

kembali ke kurikulum sebelumnya yaitu KTSP siswa hanya akan pintar pada 

bidang akademik dan kurang dalam hal budi pekerti atau etika. Namun 

pemberhentian sementara kebijakan kurikulum 2013 yang diputuskan oleh 

Anies Baswedan dimaksudkan agar kebijakan kurikulum 2013 dapat 

dievaluasi untuk dicari kekurangannya guna diperbaiki lagi. Setelah direvisi 

dan sempat dihentikan sementara penerapannya, akhirnya kebijakan 

kurikulum 2013 di terapkan kembali pada tahun ajaran baru 2017/ 2018. 

Peneliti memulai penelitian dengan menentukan pihak-pihak yang 

terlibat dalam pelaksanaan kurikulum 2013 seperti Dinas Pendidikan dan 

lembaga pendidikan yang menjadi sasaran implementasi kurikulum 2013. 
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Adapun beberapa pihak yang bisa dimintai keterangan seputar kurikulum 

2013 di Kabupaten Magetan adalah Kepala Sekolah SMPN 2 Sukomoro 

selaku pemegang kebijakan tertinggi di sekolah, Wakil Kepala Sekolah 

Bidang Kurikulum yang memegang penuh kurikulum 2013 di sekolah, 

Asisten bidang Kurikulum SMPN 2 Sukomro yang membantu Waka 

Kurikulum selaku pihak yang memegang penuh kurikulum 2013, Wakil 

Kepala Sekolah Bidang Sarana Prasarana yang mengetahui kelengkapan 

sekolah yang dapat mendukung implementasi kebijakan kurikulum 2013, 

guru serta peserta didik SMPN 2 Sukomoro sebagai elemen yang harus ada 

dalam implentasi kurikulum 2013. Penyajian data dan analisis dijadikan satu 

pembahasan dengan harapan dapat lebih mudah untuk dipahami dan 

menyimpulkan. Sehingga harapannya laporan yang dihasilkan dapat 

memberikan gambaran atau deskripsi mengenai permasalahan di lapangan 

dengan lebih terarah dan efisien. 

Data yang diperoleh dari penelitian ini kemudian akan disajikan 

dengan melihat kerangka konseptual yang telah ditentukan sebelumnya dan 

data-data yang telah diperoleh dari wawancara langsung kepada Kepala 

Sekolah SMPN 2 Sukomoro, Waka Kurikulum SMPN 2 Sukomoro, Waka 

Sarana Prasarana SMPN 2 Sukomoro, Asisten Kurikulum SMPN 2 

Sukomoro, guru serta pesertas didik SMPN 2 Sukomoro. Pada implementasi 

kebijakan kurikulum 2013 tingkat sekolah menengah pertama (studi pada 

SMPN 2 Sukomoro). Pada bagian awal penyajian data akan membahas 

mengenai gambaran implementasi kebijakan kurikulum 2013 secara umum, 
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dan kedua mengenai pendiskripsian yang menjelaskan tentang persiapan dan 

pelaksanaan kebijakan kurikulum 2013 dari tahapan implementasi menurut 

Charles O. Jones dalam Widodo (2012:91) yang berupa tahap interprestasi, 

tahap organisasi dan tahap aplikasi. 

 

1. Implementasi Kebijakan Kurikulum 2013 Tingkat Sekolah 

Menengah Pertama di Kabupaten Magetan  

Implementasi kebijakan kurikulum 2013 tingkat sekolah 

menengah pertama di Kabupaten Magetan, pada hakikatnya adalah 

bentuk pembaharuan kebijakan dalam bidang kebijakan pendidikan di 

Indonesia dimana dalam implementasinya tidak hanya penghimpunan 

tetapi juga mengelola sumber daya manusia sebagai aksi dari suatu 

kebijakan guna mencapai tujuan yang telah ditentukan.  Kurikulum 2013 

adalah bentuk dari penyempurnaan kurikulum sebelumnya yaitu 

Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) berikut adalah penjelasan 

dari petikan wawancara: 

“…kurikulum 2013 itu sebenarnya bukan kurikulum baru yang 

tiba-tiba ada dan dijalankan, tapi itu ya dari pengembangan 

kurikulum sebelumnya yaitu KTSP. Jadi KTSP dianggap masih 

memiliki beberapa kekurangan sehingga dievaluasi dan 

disempurnakan menjadi kurikulum 2013. Dinamakan kurikulum 

2013 karena kebetulan dibuatnya tahun 2013. untuk lebih 

jelasnya bisa ditanyakan kepada waka kurikulum dan asisten 

kurikulum SMPN 2 Sukomoro…” (wawancara Ibu Sri Hari 

Suryanti, Kepala Sekolah SMPN 2 Sukomoro pada tanggal 26 

Maret 2018) 

 

Hal yang serupa juga diutarakan oleh Waka Kurikulum SMPN 2 

Sukomoro 
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“…kurikulum 2013 itu perubahan dari KTSP yang sesuai 

dengan peraturan Menteri pendidikan kita yang sekarang. 

Bedanya kurikulum 2013 sama KTSP itu cuma di jam 

mengajarnya saja, kalau KTSP bisa ditambah sesuai kebutuhan 

tapi kalau kurikulum 2013 hanya beberapa mata pelajaran saja 

yang bisa ditambah. Kurikulum 2013 ini juga ada SOP nya 

dibuat oleh waka dari empat bidang yaitu kurikulum, humas, 

satpras, dan kesiswaan dan ada juga buku pedomannya yang 

dijadikan landasan kurikulum 2013 …” (wawancara Bapak M. 

Mahfut Santoso, Waka Kurikulum SMPN 2 Sukomoro tanggal 

26 Maret 208). 

 

Penyempurnaan KTSP ke Kurikulum 2013 lebih menekankan 

pada karakter dari siswa, seperti yang diutarakan oleh Ibu Anik 

berikut ini: 

“…Kurikulum 2013 ini itu lebih membuat siswa aktif jadi tidak 

hanya diam dan mendengarkan penjelasan dari guru. Melainkan 

siswa juga harus berusaha sendiri untuk menemukan jawaban 

dari sebuah permasalahan. Nah hal seperti ini yang menjadikan 

siswa tidak hanya sebagai objek tetapi subyek disebutnya 

metode scientific. Dimana nanti dalam proses belajar mengajar 

siswa itu mengamati sebuah permasalahan, dari mengamati akan 

muncul pertanyaan, dari pertanyaan yang muncul ini siswa harus 

mampu mencari jawaban sebanyak-banyaknya, kemudian akan 

dikomunikasikan kepada guru dan seluruh teman di kelas 

biasanya disebut metode 5M…” (wawancara Ibu ANik 

Nurhayati, Guru Kelas VII SMPN 2 Sukomoro pada tanggal 27 

Maret 2018) 

 

Kurikulum 2013 merupakan penyempurnaan dari kuriklum 

sebelumnya yaitu KTSP. Dimana kurikulum 2013 menggunakan 

metode pedekatan scientific yaitu dengan metode 5M mengamati, 

menanya, mengumpulkan data, mengasosiasikan, dan 

mengkomunikasikan. Dalam metode pembelajaran kurikulum 2013 

peserta didik tidak hanya diam mendengarkan penjelasan dari guru 

tetapi siswa juga harus sudah siap dengan materi yang akan 



79 
 

disampaikan oleh guru jadi aka nada interaksi timbal balik ketika guru 

menerangkan dan siswa harus bisa menanggapi. Metode ini dipilih 

dengan tujuan peserta didik dapat membangun karakternya dan dapat 

menerapakannya dalam kehidupan bermasyarakat. 

Sebelum implementasi kebijakan kurikulum 2013 

dilaksanakan ada beberapa hal yang perlu dipersiapakan terlebih 

dahulu yaitu persiapan implemntasi kebijakan kurikulum 2013 dan 

pelaksanaan kurikulum 2013 itu sendiri.  

 

a. Persiapan Implementasi Kebijakan Kurikulum 2013 

Persiapan implementasi kebijakan kurikulum 2013 di 

SMPN 2 Sukomoro dilakukan dalam beberapa agenda yaitu 

persiapan diawali dengan sosialisasi kurikulum 2013, pelatihan 

dan pendidikan kurikulum 2013, serta persiapan sumber daya 

yang mendukung kurikulum 2013 yang meliputi Sumber Daya 

Manusia, Sumber Daya Sarana Prasarana, Sumber Daya Dana. 

 

1) Sosialisasi Kurikulum 2013 

Sosialisasi kurikulum pada hakekatnya merupakan 

proses pembelajaran kepada tenaga pengajar untuk 

mempelajari kurikulum yang akan diterapkan sesuai dengan 

konsep pengembangan kurikulum yang diharapkan dalam 

implementasinya dapat dijalankan dengan tujuan yang telah 
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ditetapkan. Berikut adalah petikan hasil wawancara mengenai 

sosialisasi implementasi kebijakan kurikulum 2013 yang 

diperoleh dilapangan sebagai berikut: 

“…oh kalau untuk masalah sosialisasi mengenai 

kurikulum 2013 ini memang sudah dilakukan oleh 

Dispora Kabupaten Magetan, tapi dari pihak Dispora 

tidak secara khusus datang ke tiap-tiap sekolah untuk 

melakukan sosialisasi melainkan mengundang 

perwakilan tiap-tiap sekolah dimana diwakili oleh bagian 

kurikulum untuk mengikuti sosialisi ini…” (Wawancara 

Bapak M. Mahfut Santoso, Waka Kurikulum SMPN 2 

Sukomoro pada tanggal 26 Maret 2018) 

 

Pernyataan serupa juga diutarakan oleh guru kelas VII 

SMPN 2 Sukomoro yang membenarkan bahwa sosialisasi 

hanya dihadiri oleh perwakilan dari masing-masing sekolah 

sebagai berikut: 

 

“…sebelum kurikulum 2013 diterapkan di SMPN 2 

Sukomoro terlebih dahulu bagian kurikulum dipanggil 

oleh Dispora kemudian diberikan undangan untuk 

mengikuti sosialisasi mengenai pelaksanaan kebijakan 

kurikulum 2013 bagi Sekolah Menengah Pertama (SMP) 

yang baru akan melaksanakan kurikulum 2013, karena 

sebelumnya hanya ada 3 SMP yang sudah melaksanakan 

kurikulum 2013 di Kabupaten Magetan. Sosialisasi 

dilakukan secara classical jadi semua SMP di Kabupaten 

Magetan yang akan menjalankan kurikulum 2013 

dikumpulkan kemudian diberi pengarahan secara 

bersama-sama. Sosialisinya ini sendiri hanya 1 hari saja 

dan dari masing-masing sekolah hanya diwakilkan oleh 

bagian kurikulumnya saja…” (wawancara Ibu MK. Dewi 

Guru Kelas VII SMPN 2 Sukomoro pada tanggal 27 

Maret 2018) 

 

Pendapat lain juga ditambahkan oleh rekan guru kelas 

VII yang juga tidak mengikuti sosialisasi yang diadakan oleh 
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 Dinas Pendidikan sebagai berikut: 

“…kalau untuk guru memang tidak ada sosialisasi 

langsung dari pihak Dispora, jadi penjelasan terkait 

pelaksanaan kurikulum 2013 disampaikan oleh bagian 

kurikulum dari masing-masing sekolah yang sudah 

mengikuti sosialisasi secara classical yang dilakukan 

oleh Dispora. Terkait sosialisasi yang dilakukan oleh 

bagian kurikulum memang kurang jelas, mungkin karena 

singkatnya waktu sosialisasi yang dilakukan oleh 

Dispora sehingga pemahaman dari bagian kurikulum 

perwakilan dari tiap-tiap sekolah juga kurang jelas…” 

(Wawancara Ibu Anik Nurhayati, Guru Kelas VII SMPN 

2 Sukomoro pada tanggal 27 Maret 2018) 

 

 

Sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan dan 

Olahraga (Dispora) Kabupaten Magetan bisa dikatakan 

belum efektif karena guru sebagai tenaga pendidik tidak 

dilibatkan dalam sosialiasi kebijakan kurikulum 2013 dan 

hanya mengundang bagian kurikulum dari sekolah saja dalam 

sosialisasinya. Sementara dalam pelaksanannya nanti guru 

juga memiliki peran penting dalam kebijakan kurikulum 2013 

sebagai penyampai materi kepada peserta didik. Sosialisasi 

kurikulum 2013 juga terkesan tergesa-gesa karena hanya 

dilakukan selama satu hari saja. Sehingga bagian kurikulum 

dari SMP yang bersagkutan belum paham betul apa, 

bagaimana, dan seperti apa sebenarnya Kurikulum 2013 dan 

setelah itu bagian kurikulum juga harus mampu menerangkan 

atau menjelaskan hasil dari sosialisasi kepada seluruh 

pegawai yang ada disekolah. Sebenarnya proses komunikasi 
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dalam sosialisasi ini sudah benar dengan cara Dinas 

Pendidikan mengundang perwakilan sekolah untuk hadir 

dalam sosialisasi kebijakan kurikulum 2013, kemudian 

bagian kurikulum menyampaikan hasil sosialisasi kepada 

pihak sekolah hanya saja penyampiannya kurang jelas dan 

tergesa-gesa. 

 

2) Pendidikan dan Pelatihan Kurikulum 2013 

Implementasi kebijakan kurikulum 2013 yang 

dilaksanakan serentak di seluruh sekolah yang bukan 

merupakan pilot project mengharuskan Dinas Pendidikan 

melakukan pendidikan dan pelatihan kurikulum 2013 kepada 

guru-guru dari sekolah-sekolah yang baru akan melaksanakan 

Kurikulum 2013. Pedidikan dan pelatihan ini dijalankan 

dengan tujuan agar kebijakan kurikulum 2013 bisa berjalan 

secara efektif dan efisien. Berdasarkan hasil wawancara yang 

dilakukan oleh peneliti mengenai pendidikan dan pelatihan 

yang dilakukan Dinas Pendidikan Kabupaten Magetan 

kepada tenaga pengajar dari SMPN 2 Sukomoro adalah 

sebagai berikut 

“…pelatihan dan pendidikan yang diberikan oleh Dinas 

Pendidikan Kabupaten Magetan menurut saya 

merupakan langkah yang sudah tepat, karena sekolah 

kami baru akan melaksanakan kebijakan kurikulum 

2013 ini jadi masih belum paham benar tentang 

kurikulum 2013 ini. Tapi meskipun sudah diadakan 
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pelatihan dan pendidikan kami masih mengalami 

kesulitan dalam mengembangkan kurikulum 2013 ini 

dikarenakan singkatnya waktu pelatihan dan 

pendidikan yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan…” 

(Wawancara Bapak M. Mahfut Santoso, Waka 

Kurikulum SMPN 2 Sukomoro pada tanggal 26 Maret 

2018) 

 

Hal senada juga disampaikan oleh Ibu Dewi Guru 

Kelas VII SMPN 2 Sukomoro yang mengatakan hal sebagai 

berikut: 

“…menindaklanjuti sosialisasi dari Dispora yang hanya 

mengundang bidang kurikulum dari masing-masing 

sekolah, maka Dispora mengadakan pelatihan dan 

pendidikan bagi para guru guna bisa melaksanakan 

kebijakan kurikulum 2013 dengan baik. Pendidikan dan 

pelatihan yang dilakukan ini akan dibagi per bidang 

studi, misal guru matematika nanti akan mengikuti 

pendidikan dan pelatihan dengan para guru matematika 

juga jadi tidak seluruh guru mata pelajaran yang 

berbeda dijadikan satu…” (Wawancara Ibu MK. Dewi 

Guru Kelas VII SMPN 2 Sukomoro pada tanggal 27 

Maret 2018) 

 

Serupa dengan pernyataan diatas, guru kelas VII SMPN 

2 Sukomoro Ibu Anik Nurhayati juga mengatakan hal sebagai 

berikut: 

“…menurut saya pelatihan dan pendidikan yang 

dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Magetan 

sudah sesuai dengan yang kami para guru butuhkan 

untuk melakukan proses belajar mengajar dengan 

peserta didik di kelas dengan kurikulum yang baru. 

Namun menurut kami pendidikan dan pelatihan yang 

diberikan terlalu singkat, karena semua materi yang 

berkaitan dengan kurikulum 2013 hanya disampaikan 

dan dijelaskan dalam waktu satu minggu dan hanya 

memaparkan kurikulum 2013 secara umum saja. Hal ini 

membuat kami sulit untuk mengembangkan kurikulum 

2013 karena kurang paham betul bagaimana sebenarnya 

kurikulum 2013 itu sendiri…” (wawancara dengan Ibu 
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Anik Nurhayati, Guru kelas VII SMPN 2 Sukomoro 

pada tanggal 27 Maret 2018) 

 

Pendidikan dan pelatihan yang dilakukan oleh Dinas 

Pendidikan Kabupaten Magetan dalam rangka pengembangan 

kurikulum 2013 merupakan langkah awal dalam menghadapi 

implementasi kurikulum 2013. Namun pada kenyataannya 

pendidikan dan pelatihan yang dilakukan oleh Dinas 

Pendidikan Kabupaten Magetan tidak seluruhnya sesuai 

dengan yang diharapkan oleh para tenaga pendidik yang 

nantinya akan melaksanakan kebijakan kurikulum 2013 ini 

dalam kegiatan belajar mengajar. Bagi guru yang mengikuti 

pendidikan dan pelatihan ini merasa bahwa pendidikan dan 

pelatihan ini berjalan kurang baik dengan berbagai alasan 

diantaranya alokasi waktu pendidikan dan pelatihan yang 

terlalu singkat yaitu hanya satu minggu, pendidikan dan 

pelatihan hanya berfokus pada pengetahuan umum seputar 

kurikulum 2013. Akibatnya banyak guru yang merasa 

kesulitan dalam menerapkan kurikulum 2013 dalam kegiatan 

belajar mengajar. Namun dengan adanya pendidikan dan 

pelatihan ini cukup memberikan gambaran awal bagi guru 

untuk melaksanakan kurikulum 2013 dalam kegiatan belajar 

mengajar. Selanjutnya guru diharapkan dapat memahami 

kurikulum 2013 seiring dengan berlangsungnya kegiatan 

belajar mengajar di sekolah. 
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Pendidikan dan Pelatihan yang diadakan oleh Dinas 

Pendidikan Kabupaten Magetan dilaksanakan tepatnya pada 

tanggal 9 November 2017 bertempat di SMPN 1 Sidorejo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.2 Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan 

Kurikulum 2013 

Sumber: Arsip SMPN 2 Sukomoro (2017) 

 

 

3) Sumber Daya 

Sumber daya merupakan salah satu variabel penting 

dalam implemenatsi kebijakan kurikulum 2013. Walaupun 

kebijakan kurikulum 2013 telah di sosialisasikan dan 

diberikan pendidikan serta pelatihan namun sumber daya 

tetap menjadi salah satu faktor keberhasilan pelaksanaan 
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kurikulum 2013. Hal ini dikarenakan jika sumber daya yang 

dibutuhkan mengalami kekurangan maka pelaksanaan 

kurikulum 2013 akan berjalan tidak efektif. Sumber daya 

dalam implementasi kurikulum 2013 ini meliputi sumber 

daya manusia, sarana prasarana, serta dana. Sumber daya 

manusia merupakan implementor dalam pelaksanaan 

kurikulum 2013. Sumber daya sarana prasarana merupakan 

fasilitas yang terkait dengan fasilitas fisik yang harus tersedia 

dan dimiliki oleh sekolah guna mendukung implementasi 

kurikulum 2013. Sumber daya dana terkait dengan 

ketersediaan anggaran untuk pelaksanaan kebijakan 

kurikulum 2013. Sumber daya manusia dalam implementasi 

kurikulum 2013 dapat dijelaskan melalui petikan wawancara 

berikut. 

“…kurikulum 2013 ini untuk sekolah sekolah nonpilot 

project menurut saya dilaksanakan terlalu tergesa-gesa 

ya, jadi seharusnya kemarin itu guru mendapat 

sosialisasi langsung dari dinas terkait namun ternyata 

hanya bagian kurikulum saja. Jadi ya SDM nya belum 

siap betul, waktu diklat nya juga terlalu singkat hanya 

satu minggu…” (Wawancara Bapak M. Mahfut 

Santoso, Waka Kurikulum SMPN 2 Sukomoro pada 

tanggal 26 Maret 2018) 

 

Pendapat lain diutarakan oleh guru kelas VII yang 

menurut beliau guru dituntut untuk selalu siap dalam 

menjalankan tugasnya, hal ini disampaikan oleh Ibu Dewi 

seperti berikut: 
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“…guru-guru tentunya siap tidak siap harus siap ya, 

kan kemarin itu sebelum dilaksanakan kurikulum 2013 

sudah ada sosialisasi dan juga diklat dari Dinas 

Pedidikan apalagi kan Pegawai Negeri Sipil memang 

harus siap melaksanakan tugas. Tetapi mungkin 

memang masih kurang paham betul tentang kurikulum 

2013 karena waktunya mepet antara sosialisasi, diklat, 

dan pelaksanaannya…” (Wawancara Ibu MK. Dewi 

Guru Kelas VII SMPN 2 Sukomoro pada tanggal 27 

Maret 2018) 

 

Menurut guru kelas VII lainnya, menambhakna bahwa 

guru masih merasa kesulitan dengan perubahan pelaksanaan 

kurikulum seperti berikut: 

“…kalau untuk guru sendiri merasa kesulitan dalam 

melaksanakan kurikulum 2013 karena prosedur 

penilaian untuk siswa terlalu rumit. Belum lagi kan 

kurikulum 2013 ini kebanyakan menggunakan 

teknologi komputer, nah masih banyak guru-guru di 

sini yang belum terlalu lancar mengoperasikan 

perangkat komputer jadi memang itu kendalanya…” 

(wawancara Ibu Anik Nurhayati, Guru kelas VII SMPN 

2 Sukomoro pada tanggal 27 Maret 2018) 

 

Dari petikan wawancara mengenai sumber daya 

manusia diatas dapat diketahui jika hingga saat ini kendala-

kendala yang dialami oleh sekolah yang melaksanakan 

kurikulum 2013 adalah sumber daya manusianya. Banyak 

guru yang tidak bisa mengoperasikan perangkat komputer 

dan para guru masih terbiasa menggunakan model belajar 

mengajar dengan kurikulum lama. Dimana guru lebih 

terbiasa mengajar dengan menggunakan metode ceramah, 

sementara pada kurikulum 2013 ini guru dituntut hanya 

sebagai fasilitator berjalan kurang baik. Meskipun dalam 
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diklat yang telah diikuti juga sudah terdapat pelajaran 

mengenai peer teaching yang dikondisikan mirip dengan 

kondisi kelas. Selain itu pelaksanaan kebijakan kurikulum 

2013 yang dapat dikatakan tergesa-gesa mengharuskan guru 

memahami sendiri mengenai pembelajaran yang 

dimaksudkan dalam kurikulum 2013. 

Lebih lanjut mengenai kualitas sumber daya manusia di 

SMPN 2 Sukomoro, berikut tabel berdasarkan jabatan dan 

jumlah tenaga pengajar di SMPN 2 Sukomoro 

 

Tabel 4.7 SDM SMPN 2 Sukomoro Berdasarkan Jabatan 

dan    Jumlah 

No Jabatan Jumlah 

1. Kepala Sekolah 1 

2. PNS Guru 28 

3. Guru Tidak Tetap 5 

4. Tenaga Tata Usaha 3 

5. Pegawai Tidak Tetap 3 

 Jumlah Total 40 

                    Sumber: SMPN 2 Sukomoro (2018) 

Berdasarkan data diatas sebenarnya jumlah sumber 

daya manusia di SMPN 2 Sukomoro sudah mencukupi untuk 

implementasi kebijakan kurikulum 2013. Namun dikarenakan 

adanya kebijakan sertifikasi guru dan beberapa 

persyaratannya ada beberapa guru yang diharuskan untuk 

memberikan jam tambahan dikarenakan dalam sertifikasi 

guru harus mengajar sebanyak 24 jam per minggu. Guna 

memperoleh sumber daya manusia yang handal dan mampu 
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menjalankan kebijakan kurikulum 2013 ini dengan baik perlu 

adanya pengembangan sumber daya manusia. 

Sumber daya lain yang diperhatikan dalam 

implementasi kebijakan kurikulum 2013 adalah sumber daya 

sarana prasarana. Sumber daya sarana prasarana merupakan 

sumber daya fisik berupa fasilitas pendukung dalam 

pelaksanaan pembelajaran. Adapun ketersediaan dan 

kelengkapan fasilitas yang dapat digunakkan untuk 

mendukung implementasi kurikulum 2013 di SMPN 2 

Sukomoro dapat diketahui dari petikan wawancara yang 

peneliti lakukan sebagai berikut 

“…ya yang paling penting itu buku kurikulum 2013 

nya itu sendiri, karena kalau tidak ada buku paketnya 

itu pembeajarannya tidak bisa berjalan soalnya kan 

kurikulum 2013 ini modelnya tematik jadi semua 

pelajara ada di buku paketnya itu jadi satu. Kalau untuk 

fasilitas yang lain seperti perpustakaan, laboratorium, 

lapangan olahraga memang sudah ada dari dulu dan 

bisa digunakkan untuk menunjang kurikulum 2013 

ini…” (Wawancara Bapak M. Mahfut Santoso, Waka 

Kurikulum SMPN 2 Sukomoro pada tanggal 26 Maret 

2018) 

 

Pernyataan serupa juga diutarakan oleh Ibu Dewi 

sebagai guru yang mengajar dengan kurikulum 2013 seperti 

berikut: 

“…yang pertama harus ada itu buku paket kurikulum 

2013 untuk siswa, nah nanti untuk guru bisa beli sendiri 

buku penunjangnya. Yang harus ada juga itu laptop 

sama LCD soalnya kurikulum 2013 ini modelnya 

pembelajaran aplikasi jadi semuanya online…” 
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(Wawancara Ibu MK. Dewi Guru Kelas VII SMPN 2 

Sukomoro pada tanggal 27 Maret 2018) 

 

Keterbatasan sarana dan prasarana yang dimiliki oleh 

SMPN 2 Sukomoro dalam pelaksanaan kurikulum 2013 

disampaikan oleh Ibu Anik seperti berikut:  

“…kalau untuk guru sendiri ya harus punya buku 

penunjang kurikulum 2013, selain itu guru biasanya 

membawa laptop sendiri untuk proses pembelajaran 

kurikulum 2013 karena terbatasnya laptop yang 

dimiliki sekolah…” (Wawancara Ibu Anik Nurhayati, 

Guru kelas VII SMPN 2 Sukomoro pada tanggal 27 

Maret 2018) 

 

Pernyataan serupa yang memebanrkan adanya 

kekurangan dalam sarana dan prasarana juga disampaikan 

oleh Waka Sarana dan Prasarana SMPN 2 Sukomoro seperti 

berikut: 

“… pelaksanaan kurikulum 2013 perlu media mbak, 

media yang saat ini digunakan itu laptop dan LCD. 

Seharusnya setiap kelas yang melaksanakan kurikulum 

2013 ini sudah harus ada laptop dan LCD. Tapi di 

SMPN 2 Sukomoro ini LCD nya hanya ada satu itupun 

adanya di ruang multimedia bukan dikelas. Jadi 

penggunaan LCD harus bergantian, ini yang membuat 

pelaksanaan kurikulum 2013 berjalan kurang efektif 

disini…” (Wawancara Bapak Sudiro, Waka Sarana dan 

Prasarana SMPN 2 Sukomoro pada tanggal 28 Maret 

2018) 

 

Mengenai sumber daya fasilitas dari pelaksana 

kebijakan kurikulum 2013 yaitu SMPN 2 Sukomoro dapat 

dilihat berdasarkan tabel Tabel 4.2 Daftar Jumlah Fasilitas 

yang dimiliki SMPN 2 Sukomoro yang telah dicantumkan 

dalam gambaran umum. 
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Berdasarkan petikan wawancara dan data tabel diatas 

dapat dikatakan SMPN 2 Sukomoro telah memiliki sarana 

dan prasarana yang dapat menunjang implementasi kebijakan 

kurikulum 2013. Namun untuk jumlah sarana dan prasarana 

yang dimiliki masih kurang, dimana dalam implementasi 

kebijakan kurikulum 2013 ada dua kelas VII yang 

melaksanakan kurikulum 2013 di SMPN 2 Sukomoro, dalam 

pengamatan yang dilakukan peneliti itu berdasarkan di ruang 

kelas VII yang melaksanakan kurikulum 2013 belum ada 

LCD yang terpasang paten didalam kelas. Hal ini disebabkan 

karena LCD yang dimiliki SMPN 2 Sukomoro hanya 

berjumlah satu buah dan disimpan di ruang multimedia 

sehingga menghambat berlangsungnya proses kegiatan 

belajar mengajar dan kurang efektifnya implementasi 

kurikulum 2013 karena harus bergantian dalam menggunakan 

LCD. 

Impelemntasi kebijakan kurikulum 2013 perlu 

ditunjang dengan sumber dana yang mencukupi. Sumber 

dana tersebut digunakkan untuk pelaksanaan pembelajaran 

ataupun kegiatan pengadaan sarana prasarana penunjang 

pembelajaran dalam kurikulum 2013. Mengenai sumber dana 

dalam implementasi kebijakan kurikulum 2013 di SMPN 2 

Sukomoro, sebagaimana hasil wawancara berikut. 
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“…dana untuk kurikulum 2013 ini ya dapatnya dari 

pemerintah atau biasanya disebut dana Bantuan 

Operasional Sekolah atau BOS itu mbak. Jadi kan itu 

dapat rutin dari pemerintah nah itu nanti dikelola untuk 

kurikulum 2013 juga. Sebenarnya kita ada 3 sumber 

dana untuk implemntasi kurikulum 2013 ini yang 

pertama ya dari pemerintah atau BOS itu. Yang kedua 

dari sharing komite atau dari wali murid. Dan yang 

ketiga itu sumbangan sukarela dari guru untuk beli alat 

kelengkapan kurikulum 2013…” (Wawancara Bapak 

M. Mahfut Santoso, Waka Kurikulum SMPN 2 

Sukomoro pada tanggal 26 Maret 2018) 

 

Sumber dana Kurikulum 2013 yang berasal dari tiga 

sumber diatas juga dibenarkan oleh guru kelas VII Ibu Dewi 

seperti berikut:  

“…kalau masalah dana kan sudah ada dari pemerintah 

berupa dana BOS. Kemudian biasanya ada dana 

insidental dari wali murid. Nanti untuk kelangkapan 

lain biasanya guru-guru juga iuran…” (Wawancara Ibu 

MK. Dewi, Guru Kelas VII SMPN 2 Sukomoro pada 

tanggal 27 Maret 2018) 

 

Hal senada juga diungkapakan oleh guru kelas VII 

lainnya yaitu Ibu Anik seperti berikut: 

“…untuk masalah dana sendiri sudah didapat kan rutin 

dari pemerintah berupa BOS. Cuman nanti ada alokasi 

per pos untuk dana BOS ini jadi tidak semuanya 

digunakkan untuk kurikulum 2013. Guru juga iuran 

untuk menambah kelengakapan implementasi kebijakan 

kurikulum 2013 ini…” (Wawancara Ibu Anik 

Nurhayati, Guru kelas VII SMPN 2 Sukomoro pada 

tanggal 27 Maret 2018) 

 

Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan 

bahwa SMPN 2 Sukomoro dalam implementasi kebijakan 

kurikulum 2013 memiliki dana yang cukup. Dana yang 

diperoleh dalam impelmentasi kurikulum 2013 selain didapat 
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dari pemerintah juga diberi bantuan dari wali murid dan juga 

iuran sukarela dari guru. Dana yang didapat digunakkan 

untuk melaksanakan kegiatan operasioanl sekolah. Selain itu 

sumber dana juga digunakkan untuk pengadaan sarana 

prasarana yang dibutuhkan untuk menunjang kegiatan belajar 

mengajar. 

 

b. Pelaksanaan Kebijakan Kurikulum 2013 

Kebijakan kurikulum 2013 di SMPN 2 Sukomoro dapat 

dilihat bagaimana pelaksanaannya apakah dapat diterima atau 

tidak melalui 2 hal yaitu dari pelaksanaan pembelajaran dan 

penerimaan siswa terhadap kebijakan kurikulum 2013 ini.   

 

1) Pelaksanaan Pembelajaran  

Pelaksanaan pembelajaran dalam kurikulum 2013 

berorientasi kepada tercapainya kompetensi yang berimbang 

antara sikap, ketrampilan, dan pengetahuan disamping cara 

belajar yang menyenangkan. Pelaksanaan pembelajaran 

dalam kurikulum 2013 memposisikan guru sebagai fasilitator 

atau mediator yang menjadi perantara antara sumber belajar 

dengan peserta didik. Pencapaian kompetensi merupakan 

tujuan dari pembelajaran kurikulum. Ada beberapa hal yang 

harus diperhatikan dalam pelaksanaan pembelajaran guna 
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mencapai kompetensi siswa. Hal tersebut antara lain metode 

yang digunakkan dalam pembelajaran dan aspek penilaian. 

Metode pembelajaran yang digunakan dalam 

implementasi kebijakan kurikulum 2013 di SMPN 2 

Sukomoro dapat diketahui melalui petikan wawancara 

dengan pihak-pihak yang berkaitan dengan implementasi 

kurikulum 2013 di SMPN 2 Sukomoro 

“...metode pembelajaran yang digunakkan dalam 

implementasi kurikulum 2013 itu scientific. Scientific 

sendiri maksutnya itu siswa harus aktif dan harus 

paham pelajaran yang akan diterangkan oleh guru jadi 

sebelum pelajaran dimulai siswa sudah harus mencari 

tahu apa, bagaimana, dan seperti apa pelajaran yang 

akan diberikan oleh guru. Ada pula nanti pembelajaran 

di luar kelas karena tidak hanya harus cerdas tujuan 

dari kurikulum 2013 ini adalah untuk mempersiapkan 

siswa agar mampu terjun secara langsung ke 

masyarakat…” (Wawancara Bapak M. Mahfut Santoso, 

Waka Kurikulum SMPN 2 Sukomoro pada tanggal 26 

Maret 2018) 

 

Metode scientific merupakan metode utama yang 

digunakkan dalam pembelajaran kurikulum 2013 

sebagaimana yang disampaikan oleh Ibu Dewi seperti 

berikut: 

“…metode pembelajaran yang dikehendaki dalam 

kurikulum 2013 itu ya berpusat pada peserta didik. 

Kalo sekarang disebutnya scientific dengan sifat 

pembelajarannya yang kontekstual yang semula itu 

cuma eksplorasi, elaborasi dan konfirmasi kini 

dilengkapi dengan mengamati, menanya, mengolah, 

menyajikan, menyimpulkan, dan mencipta…” 

(Wawancara Ibu MK. Dewi, Guru Kelas VII SMPN 2 

Sukomoro pada tanggal 27 Maret 2018) 
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Pernyataan Ibu Dewi juga didukung oleh pernyataan 

serupa dari Ibu Anik seperti berikut: 

“…sebelum kita menerapkan kurikulum 2013 kita kan 

pakainya KTSP, nah KTSP ini gurunya yang 

menerangkan semacam ceramah. Beda dengan 

kurikulum 2013 dimana gurunya hanya sebagai 

moderator atau mediator saja dikelas. Proses 

pembelajarannya sendiri pakai model scientific yang 

pakai 5M jadi anak-anak lebih aktif dan terampil. 

Selain siswa guru nugaharus mampu menyampaikan 

maksut kurikulum 2013 dengan baik kepada siswa agar 

mudah dipahami…” (Wawancara Ibu Anik Nurhayati, 

Guru kelas VII SMPN 2 Sukomoro pada tanggal 27 

Maret 2018) 

 

Penerapan metode scientific harus didukung dengan 

sarana dan prasarana IT yang memadai karena metode 

scientific berkaitan dengan teknologi seperti yang diutarakan 

Waka Kurikulum SMPN 2 Sukomoro seperti berikut: 

“…kurikulum 2013 dalam proses pembelajarannya 

yang menggunakan metode scientific ini tidak lepas 

dari teknologi informasi ya. Jadi setiap data 

pembelajarannya itu diambil dengan bantuan sarana 

prasarana IT…” (Wawancara Bapak Sudiro, Waka 

Sarana Prasarana SMPN 2 Sukomoro pada Tanggal 28 

Maret 2018) 

 

Implementasi kebijakan kurikulum 2013 di SMPN 2 

Sukomoro dalam pelaksanaan pembelajaran menggunakan 

metode pembelajaran scientific yang mengikutsertakan peran 

aktif dari peserta didik dalam menyelesaikan masalah 

pembelajaran. Dalam pelaksanaan pembelajaran dengan 

menciptakan suasana yang menyenangkan selama proses 

belajar mengajar merupakan bagian dari metode pemelajaran 
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scientific. Guru juga harus mampu menciptakan suasana yang 

aktif bagi siswa agar proses pembelajaran tidak 

menjenuhkan. Guru juga harus mampu memaksimalkan 

sarana prasarana yang mendukung implementasi kurikulum 

2013 ini seperti perangkat IT. Pembelajaran diluar kelas juga 

diperlukan guna mencapai tujuan dari implementasi 

kebijakan kurikulum 2013 dimana siswa harus mampu 

bersosialisasi dan terjun langsung ditengah-tengah 

masyarakat. 

Aspek penilaian yang juga menjadi bagian dalam 

proses pembelajaran kurikulum 2013 dimana penilaian dalam 

kurikulum 2013. Penilaian ini merpakan rangkaian kegiatan 

untuk memperoleh informasi atau data mengenai proses dan 

hasil belajar siswa. Penilaian dilakukan dengan cara 

menganalisis dan menafsirkan data hasil ukuran pencapaian 

hasil kompetensi siswa yang dilakukan secara sistematis dan 

berkesinambungan.  

Penilaian dalam kurikulum 2013 yang diperdalam 

adalah penilaian prestasi siswa terutama penilaian sikap. 

Adapun penilaian sikap dalam kurikulum 2013 dapat dilihat 

dalam gambar berikut dapat dilihat dari gambar berikut: 
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Gambar 4.3 Skema Penilaian Sikap Kurikulum 2013 

Sumber: Kemendikbud, Panduan Penilaian SMP (2017) 

 

Proses penilaian yang digunakan dalam implementasi 

kebijakan kurikulum 2013 di SMPN 2 Sukomoro dapat 

diketahui melalui petikan wawancara sebagai berikut 

“…guru-guru nampaknya masih mengalami kesulitan 

dalam penilaian pada kurikulum 2013, kalau di 

kurikulum 2013 guru harus bisa observasi dan tidak 

semua guru bisa melakukan observasi tersebut. 

Penilaian dalam kurikulum 2013 ini meliputi penilaian 

aspek sikap, pengetahuan, dan ketrampilan. Penilaian 

dalam kurikulum 2013 lebih rumit dari kurikulum 

sebelumnya, kalu sebelumnya kan nilai siswa 

dibandingkan dengan siswa lain jadi ada peringkat 

dalam kelas, kalau untuk kurikulum 2013 ini tidak 

seperti itu, nilai atau capaian siswa dibandingkannya 

dengan kriteria kompetensi yang telah ditetapkan. 

(Wawancara Bapak M. Mahfut Santoso, Waka 

Kurikulum SMPN 2 Sukomoro pada tanggal 26 Maret 

2018) 

 

Prosedur penilaian kurikulum 2013 yang dirasa sulit 

juga diutarakan oleh Ibu Dewi seperti berikut: 

“...penilaian dalam implementasi kurikulum 2013 ini 

menggunakan acuan kriteria, dimana penialaian ini 
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dilakukan dengan membandingkan capaian siswa 

dengan kriteria kompetensi yang ditetapkan. Tentu 

berbeda dengan penilaian kurikulum KTSP jadinya 

sebagian guru masih merasa bingung dan kesulitan 

dalam melakukan penilaian kurikulum 2013 ini, 

ditambah lagi menurut kami sosialisai serta diklat dan 

pendidikan yang dilakukan dinas terkait masih 

kurang…” (Wawancara Ibu MK. Dewi, Guru Kelas VII 

SMPN 2 Sukomoro pada tanggal 27 Maret 2018) 

 

Hal serupa juga dirasakan oleh guru lain dalam 

pemberian penilain terhadap siswa, sebagimana yang 

disampaikan oleh Ibu Anik seperti berikut: 

“…kalau untuk penilaian sendiri, kami sebagai guru 

tentu merasa sedikit kesulitan karena kan ada tiga aspek 

yang harus dinilai yaitu sikapnya, pengetahuan, dan 

ketrampilan dari siswa jadi penilaiannya itu lebih 

banyak kriterianya. Dan setiap aspek penilaian punya 

format penilaian yang berbeda-beda. Seperti misal 

penilaian sikap itu nanti harus dijelaskan secara 

deskriptif jadi kita sebagai guru harus benar-benar 

paham karakter siswa satu per satu tapi kadang juga 

banyak siswa yang kalau ditanya jawabnya tidak jujur 

itu juga bisa membuat guru memberikan penilaian yang 

salah terhadap siswa…” (Wawancara Ibu Anik 

Nurhayati, Guru Kelas VII SMPN 2 Sukomoro pada 

tanggal 27 Maret 2018) 

Berdasarkan hasil wawancara diatas tergambar jelas 

bahwa aspek penilaian menjadi kesulitan bagi guru dalam 

implementasi kebijakan kurikulum 2013. Alasan utama hal 

ini bisa terjadi karena kurangnya pendidikan dan pelatihan 

yang dilakukan oleh dinas terkait sehingga guru-guru belum 

paham betul bagaimana penilaian kurikulum 2013 yang 

benar, ditambah lagi banyaknya aspek penilaian dalam 

kurikulum 2013 dimana dalam tiap aspek penilaian 
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mempunyai format penilaian yang berbeda. Seperti dalam 

penilaian sikap guru harus melakukan observasi dalam 

kegiatan siswa sehari-hari disekolah. Penilaian pengetahuan 

guru memberikan tes tulis, tes lisan, dan tugas fortofolio. Dan 

untuk penilaian ketrampilan guru harus menugaskan siswa 

untuk menghasilkan suatu produk dari materi yang telah 

disampaikan. 

 

2) Penerimaan Siswa Terhadap Kurikulum 2013 

Kurikulum 2013 bertujuan untuk membentuk karakter 

siswa menjadi cerdas, kuat, dan dapat bersaing. Tapi pada 

kenyataannya tidak semua siswa dapat mengikuti metode 

pembelajaran yang ada pada kurikulum 2013 dan justru 

menyulitkan siswa dalam memahami inti dari pelajaran yang 

diberikan. Hal tersebut dapat dilihat dari petikan wawancara 

berikut 

“…Kalau untuk peserta didiknya sendiri itu kan 

memang sudah ketentuan dari sana untuk pelaksanaan 

kurikulum 2013 jadi mau tidak mau juga harus 

mengikuti kurikulum yang ada. Tapi memang 

keadaannya para siswa kesulitan mengikuti kurikulum 

2013 karena memang dari input siswa di SMPN 2 

Sukomoro ini hanya dari warga sekitar yang 

kemampuannya dibawah rata-rata. Siswa yang diatas 

rata-rata mungkin hanya 1-2 anak saja berbeda dengan 

SMP-SMP favorit. Kalau bisa diterapkan dengan benar 

kurikulum ini sebenarnya lebih membuat siswa 

memiliki pengetahuan lebih karena siswa harus bisa 

memecahkan masalah sendiri tanpa bergantung kepada 

guru…” (Wawancara Bapak M. Mahfut Santoso, Waka 
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Kurikulum SMPN 2 Sukomoro pada tanggal 26 Maret 

2018) 

 

Penerimaan siswa terhadap metode pembelajaran 

kurikulum 2013 juga disampiakna oleh Ibu Anik seperti 

berikut: 

“…siswa disini kan bisa tidak bisa memang harus 

melaksanakan kurikulum 2013 karena sudah 

ketentuannya seperti itu. Memang tidak semuanya bisa 

mengikuti kurikulum 2013 ini, kan kalau di kurikulum 

2013 ini siswa nya yang harus aktif sedangkan gurunya 

hanya sebagai motivator saja. Masih banyak siswa yang 

pasif dalam pelajaran tidak semuanya mau aktif jadinya 

guru juga sulit untuk mengajar metode mengajarnya 

pakai buku paket tematik jadi pembahasan untuk tiap 

pembelajaran kurang mendalam, siswa jadi sulit untuk 

memahami suatu pelajaran. Tapi kurikulum ini 

sebenarnya bagus untuk melatih kemandirian dan 

ketrampilan siswa karena model nya student 

centries…” (Wawancara Ibu Anik Nurhayati, Guru 

Kelas VII SMPN 2 Sukomoro pada tanggal 27 Maret 

2018) 

 

Dilihat dari sudut pandang siswa dalam menerima 

kurikulum 2013 adalah adanya perbedaan dari kurikulum 

yang mereka pakai sebelumnya di Sekolah Dasar dimana 

masih menggunakan KTSP, seperti yang disampaikan siswa 

seperti berikut: 

“…saat pertama kali belajar dengan kurikulum yang 

baru saya kaget karena berbeda sekali dengan di 

sekolah dasar (SD). Pas saya di SD buku paket untuk 

tiap pelajaran itu beda-beda kalau pas di SMP buku 

paketnya cuma satu. Lalu tugasnya jadi lebih banyak, 

setiap selesai materi kita disuruh buat produk yang 

nantinya di pajang dikelas…” (Wawancara dengan 

Agus Supriyadi, Siswa Kelas VII-A SMPN 2 

Sukomoro pada tanggal 28 Maret 2018) 
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Beban tugas yang lebih banyak dalam kurikulum 2013 

juga diutarakan oleh siswa lainnya seperti pada petikan 

wawancara berikut: 

“…tugasnya banyak, lalu guru hanya menerangkan 

sedikit saja waktu pelajaran sisanya kita disuruh belajar 

sendiri. Baru nanti kalau ada yang salah guru 

membenarkan. Muridnya juga disuruh aktif dikelas jadi 

harus banyak bertanya kepada guru…” (Wawancara 

Hanna Dwi Aprilianti, Siswa Kelas VII-A SMPN 2 

Sukomoro pada tanggal 28 Maret 2018) 

 

Tidak semua siswa merasa kesulitan mengikuti 

pembelajaran dengan kurikulum 2013 ada juga siswa yang 

merasa senang mengikuti pembelajaran dengan kurikulum 

2013 seperti yang disapaikan siswa berikut ini: 

“…belajar dengan kurikulum ini sebenarnya ada senang 

dan tidaknya, senangnya kalau ngajar sudah pake LCD, 

tidak senangnya kada kurang paham sama materi yang 

diajarkan guru. Tapi tidak bisa sering-sering pakai LCD 

karena harus gantian sama kelas VII-A…” (Wawancara 

dengan Aditya Hasan Rifai, Siswa Kelas VII-B pada 

tanggal 28 Maret 2018) 

 

Hal senada juga disampaikan siswa lainnya, dimana 

siswa merasa lebih senang menggunakan kurikulum 2013 

karena siswa bisa menjadi lebih aktif dan lebih percaya diri, 

hal ini disampaikan dalam kutipan wawancara berikut: 

“…senang belajar dengan kurikulum yang baru ini 

karena kita sebagai siswa diberi kebebasan untuk lebih 

aktif dan mengutarakan pendapat kita. Bisa melatih 

kepercayaan diri juga karena sering disuruh presentasi 

didepan kelas…” (Wawancara dengan Safira Ayu 

Maharani, Siswa Kelas VII-B SMPN 2 Sukomoro pada 

tanggal 28 Maret 2018) 
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Hasil dari wawancara menunjukkan bahwa peserta 

didik siap tidak siap harus mengikuti implementasi kebijakan 

kurikulum 2013 karena sudah diwajibkan oleh pemerintah. 

Siswa sudah bisa mengikuti proses belajar mengajar dalam 

kurikulum 2013 hanya saja belum bisa mengikuti kurikulum 

2013 secara maksimal dikarenakan beberapa faktor seperti 

mereka belum paham benar dengan cara belajar 

menggunakkan kurikulum 2013, dimana siswa tidak 

dilibatkan dalam sosialisasi kurikulum 2013 dan langsung 

melaksanakannya sehingga mereka kurang memhami 

kurikulum 2013 dan terbatasnya sarana prasarana yang dapat 

menunjang implementasi kebijakan kurikulum 2013. 

Implementasi kebijakan kurikulum 2013 ini dianggap 

bisa menjadikan siswa lebih mandiri dan lebih kreatif lagi 

dengan metode belajar yang diterapkan dalam kurikulum 

2013 karena lebih mengutamakan keaktifan siswa. 

Kurikulum ini dianggap lebih bagus dari kurikulum 

sebelumnya karena lebih berpusat kepada siswa, diamana 

dalam kurikulum sebelumnya sisa hanya mengikuti apa yang 

guru ajarkan. Dalam kurikulum 2013 siswa bisa berperan 

aktif dalam mencari, mengembangkan, dan menemukan hal-

hal baru dalam proses pembelajaran.  
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2. Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Kebijakan   

Kurikulum 2013 

Implementasi kebijakan kurikulum 2013 memiliki beberapa 

faktor pendukung dan penghambat yang mempengaruhi efektif atau 

tidaknya implementasi kebijakan kurikulum 2013. Faktor pendukung 

merupakan hal-hal yang menyebabkan sesuatu menjadi berkembang, 

maju dan menjadi lebih baik dari sebelumnya. Sedangkan faktor 

penghambat merupakan hal-hal yang mempengaruhi sesuatu atau bahkan 

menghentikan sesuatu. 

 

a. Faktor Pendukung  

Bagian ini mendeskripsikan dan membahas tentang hal-hal 

yang mendukung terlaksananya implementasi kebijakan kurikulum 

2013 di SMPN 2 Sukomoro. Faktor pendukung yang 

memepengaruhi implementasi kebijakan kurikulum 2013 dapat 

dirumuskan berdasarkan petikan wawancara berikut 

“…yang paling penting itu ya semangat belajar dari guru 

maupun siswa untuk lebih berkembang dan memahami 

kebijakan kurikulum 2013 ini. Selain itu sosialisasi dan diklat 

yang dilakukan Dinas Pendidikan juga sangat membantu 

implementasi program ini walaupun belum maksimal. …” 

(Wawancara Bapak M. Mahfut Santoso, Waka Kurikulum 

SMPN 2 Sukomoro pada tanggal 26 Maret 2018) 

 

Selain semangat belajar yang tinggi dari guru maupun siswa 

kelengkapan fasilitas merupakan faktor pendukung utama, hal ini 

disampikan oleh Ibu Dewi seperti berikut: 
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“…fasilitas yang baik merupakan salah satu faktor 

pendukung dalam implementasi kebijakan kurikulum 2013 

ini, karena dengan didukung fasilitas yang baik maka 

nantinya proses belajar mengajar juga akan berjalan dengan 

lancar. Dana juga penting dalam implementasi kurikulum 

2013 karena tanpa dana kami rasa sulit untuk mewujudkan 

kurikulum 2013 karena dalam menyediakan buku paket untuk 

kurikulum 2013 ini membutuhkan dana yang tidak sedikit…” 

(Wawancara Ibu MK. Dewi, Guru Kelas VII SMPN 2 

Sukomoro pada tanggal 27 Maret 2018) 

 

Pendapat lain yang mendukung pentingnya fasilitas yang baik 

guna menunjang kebijakan kurikulum 2013 disampaikan oleh 

Waka Sarana Prasarana seperti berikut: 

“Ya fasilitas yang baik itu seperti adanya ruang kelas, 

perpustakaan, laboratorium dan fasilitas penunjang lainnya 

sangat penting bagi proses pembelajaran. Tanpa fasilitas yang 

baik proses belajar mengajar tidak akan bisa maksimal sebaik 

apapun sistem dan kurikulum yang digunakkan…” 

(Wawancara Bapak Sudiro, Waka Sarana dan Prasarana 

SMPN 2 Sukomoro pada tanggal 28 Maret 2018) 

 

Pendapat lain yang beranggapan bahwa buku paket 

merupakan fakor pendukung utama dalam implementasi kuriulum 

2013 disampaikan oleh Ibu Anik selaku guru kelas VII seperti 

berikut: 

“…buku paket itu yang menurut saya paling penting, karena 

materi pembelajaran dari kurikulum 2013 bersumber pada 

buku paket. Tanpa buku paket proses belajar mengajar tidak 

bisa terlaksana. Media pembelajaran juga penting yang dapat 

mendukung model pembelajaran kurikulum 2013 yaitu model 

aplikasi...” (Wawancara Ibu Anik Nurhayati, Guru Kelas VII 

SMPN 2 Sukomoro pada tanggal 27 Maret 2018) 

 

Dari petikan wawancara diatas dapat dideskripsikan bahwa 

faktor pendukung dari implementasi kebijakan kurikulum 2013 di 

SMPN 2 Sukomoro adalah adanya semangat dan kemauan baik 
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dari guru serta siswa untuk terus belajar dan memahami kurikulum 

2013 agar mampu menerapkannya dengan baik. Diklat yang telah 

dilakukan oleh Dinas Pendidikan juga berperan penting dalam 

implementasi kebijakan kurikulum 2013, karena sosilisasi yang 

telah dilakukan hanya memberikan gambaran dasar bagi guru dan 

semua pihak yang terlibat tentang kurikulum 2013 sehingga dengan 

Diklat guru menjadi lebih paham dengan kurikulum 2013. Fasilitas 

yang baik juga dibutuhkan guna implementasi kebijakan kurikulum 

2013 dapat berjalan dengan efektif. Dana juga sangat penting bagi 

implementasi kebijakan kurikulum 2013 karena dari dana nantinya 

kebutuhan dan kelengkapan untuk proses belajar mengajar dapat 

terpenuhi, seperti dana dapat digunakkan untuk membeli buku 

paket yang menjadi komponen utama dalam proses pembelajaran 

kurikulum 2013 karena buku paket merupakan sumber materi dari 

proses belajar mengajar tanpa buku paket ini kurikulum 2013 tidak 

dapat dijalankan. 

 

b. Faktor Penghambat  

Bagian ini mendeskripsikan dan membahas tentang masalah 

kendala yang dihadapi dalam implementasi kebijakan kurikulum 

2013 di SMPN 2 Sukomoro. Faktor penghamabat implementasi 

kebijakan kurikulum 2013 di SMPN 2 Sukomoro dapat dirumuskan 
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dari hasil wawancara dengan narasumber terkait dengan 

implementasi kebijakan kurikulum 2013. 

“…kalau untuk faktor penghambatnya sendiri itu ya berawal 

dari belum siapnya kami mengimplementasikan kurikulum 

2013 karena terlalu mendadak, dan juga kurangnya sosialisasi 

dari pihak terkait. Guru dan siswa juga masih menggunakan 

metode pembelajaran lama yang tidak sesuai dengan 

kurikulum 2013. Sekolah kami juga masih kekurangan sarana 

prasarana yang mendukung khususnya sarana media seperti 

LCD dan Laptop…” (Wawancara Bapak M. Mahfut Santoso, 

Waka Kurikulum SMPN 2 Sukomoro pada tanggal 26 Maret 

2018) 

 

Kurangnya sarana dan prasarana yang menjadi faktor 

penghambat juga diikuti dengan belum mampu nya siswa dan guru 

mengoperasikan perangkat IT seperti yang diutarakan Ibu Dewi 

seperti berikut: 

“…kurangnya sosialisasi kurikulum 2013 yang diberikan 

Dinas Pendidikan menjadikan guru susah memahami 

kurikulum 2013. Input siswanya menjadi penghambat karena 

memang rata-rata siswa sedikit susah mengikuti 

pembelajaran dengan kurikulum 2013 karena sebelumnya 

sewaktu di sekolah dasar mereka menggunakan kurikulum 

KTSP. Banyak guru dan siswa juga yang belum bisa 

mengoperasikan perangkat komputer…” (Wawancara Ibu 

MK. Dewi, Guru Kelas VII SMPN 2 Sukomoro pada tanggal 

27 Maret 2018) 

 

Hal serupa juga diutarakan oleh Ibu Anik mengenai belum 

mampunya guru dan siswa mengoperasikan perangkat IT dan 

terbatasnya peralatan sehingga harus digunakkan secara bergantian. 

Sebagaimana petikan wawancara berikut: 

“…hambatannya itu masih banyak guru yang belum bisa 

memakai laptop dan LCD jadi masih harus meminta bantuan 

kepada guru lain/ dari pihak sarana prasarana untuk 

mengoperasikan perangkat tersebut. Belum lagi LCD nya 
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masih harus bergantian dengan kelas lain jadi kalau LCD 

sedang digunakkan terpaksa kelas lain tidak bisa memakai 

LCD untuk proses belajar mengajar. kurikulum 2013 ini pada 

dasarnya kan menuntut siswa untuk aktif dan mampu mencari 

sendiri materi yang akan diajarkan tapi pada kenyataannya 

kebanyakan siswa malas untuk mencari tahu sendiri…” 

(Wawancara Ibu Anik Nurhayati, Guru Kelas VII SMPN 2 

Sukomoro pada tanggal 27 Maret 2018) 

 

Berbeda dengan yang dirasakan siswa, menurut siswa 

hambatan dalam kurikulum 2013 adalah semakin lamanya jam 

belajar mengajar dan tidak adanya akses internet, seperti yang 

dikatakan salah satu siswa dalam petikan wawancara berikut: 

“…jam belajarnya jadi lama dan tugasnya juga jadi lebih 

banyak terus kadang susah kalau mau mencari tahu sendiri 

tentang materi apalagi dirumah tidak punya laptop dan 

internet…” (Wawancara dengan Agus Supriyadi, Siswa 

Kelas VII-A SMPN 2 Sukomoro pada tanggal 28 Maret 

2018) 

Dari petikan wawancara diatas dapat diketahui bahwa 

beberapa faktor penghambat implementasi kurikulum 2013 di SMPN 

2 Sukomoro adalah terbatasnya sumber daya manusia dalam hal ini 

adalah guru dan siswa yang memiliki keterbatasan dalam 

pemahaman mengenai kurikulum 2013 karena kurangnya sosialisasi 

dan pelatihan yang dilakukan pihak terkait. Guru dan siswa sebagian 

besar juga belum mampu mengoperasikan media informasi seperti 

laptop dan LCD dimana media ini sangat penting dalam 

implementasi kebijakan kurikulum 2013 yang berbasis aplikasi. 

Guru dan siswa juga masih menggunakan metode pembelajaran lama 

yang tidak sesuai dengan kurikulum 2013. Siswa juga mengeluhkan 

jam pelajaran dalam kurikulum 2013 menjadi lebih lama sehingga 
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siswa merasa lelah dalam mengikuti jam belajar mengajar dan tugas 

yang diberikan juga memberatkan siswa. Keterbatasan sarana dan 

prasarana juga menjadi salah satu faktor penghambat. Sarana dan 

prasarana di SMPN 2 Sukomoro yang dapat menunjang 

implementasi kurikulum 2013 masih kurang sehingga dalam proses 

belajar mengajar sarana prasarana harus digunakkan secara 

bergantian. 

 

C. Pembahasan 

1. Implementasi Kebjakan Kurikulum 2013 Tingkat Sekolah 

Menengah Pertama di Kabupaten Magetan  

Pemerintah telah mengeluarkan berbagai macam kebijakan 

dalam berbagai bidang untuk mencapai tujuan negara. Untuk mencapai 

tujuan yang telah ditetapkan tersebut pemerintah harus membuat suatu 

peraturan yang berisi pedoman dan strategi yang berguna untuk mencapai 

tujuan. Pedoman atau strategi yang dibuat pemerintah guna mencapai 

tujuan disebut dengan kebijakan publik. Kebijakan publik ini sendiri 

merupakan produk atau bagian dari administrasi publik, dimana 

administrasi publik merupakan pemerintah yang berperan sebagai 

regulator yang berperan aktif dan berinisiatif dalam mengambil langkah-

langkah yang baik bagi kehidupan rakyat. Salah satu tujuan pemerintah 

yang paling utama adalah untuk membangun Bangsa Indonesia. Salah 
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satu cara membangun bangsa adalah dengan memajukan bidang 

pendidikannya. 

Memajukan pendidikan di Indonesia dapat dilaksanakan dengan 

membuat terobosan-terobosan baru dan aturan yang dapat digunakkan 

sebagai pedoman dalam melaksanakan pendidikan yang disebut 

kebijakan pendidikan, sehingga pendidikan di Indonesia dapat berjalan 

dengan efektif dan baik. Kebijakan Pendidikan merupakan bagian dari 

kebijakan publik, yaitu kebijakan publik di bidang pendidikan. Dengan 

demikian kebijakan pendidikan harus sebangun dengan kebijakan publik 

dimana konteks kebijakan publik secara umum, yaitu kebijakan 

pembangunan, maka kebijakan pendidikan merupakan bagian dari 

kebijakan publik. Kebijakan pendidikan dipahami sebagai kebijakan 

dibidang pendidikan, untuk mencapai tujuan dari pembangunan Bangsa 

Indonesia di bidang pendidikan, sebagai salah satu bagian dari tujuan 

pembangunan Bangsa Indonesia secara keseluruhan. Kebijakan 

pendidikan ini dibuat oleh pemerintah pusat. Kebijakan bidang 

pendidikan yang telah ditetapkan oleh pemerintah adalah kebijakan 

sistem pendidikan dengan menggunakan kurikulum 2013 (K-13). 

Kurikulum 2013 pada dasarnya sama dengan kurikulum sebelumnya 

hanya saja ada penambahan penilaian sikap peserta didik dan struktur 

kurikulum. Tujuan dari penambahan penilaian sikap adalah agar nantinya 

setelah lulus peserta didik tidak hanya meguasai kompetensi pengetahuan 
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dan ketrampilan tetapi juga menjadi siswa yang berkarakter dan berguna 

bagi masyarakat. 

Implementasi kebijakan kurikulum 2013 tingkat sekolah menengah 

pertama di Kabupaten Magetan (Studi pada SMPN 2 Sukomoro) 

mengacu pada proses implementasi kebijakan public yang disampaikan 

oleh Charles O. Jones dalam Widodo (2012:91) yang terdiri dari tiga 

tahapan yaitu, tahap interpretasi, tahap pengorganisasian, dan tahap 

aplikasi. Sehingga pembahasan pada implementasi kebijakan kurikulum 

2013 tingkat sekolah menengah pertama di Kabupaten Magetan (Studi 

pada SMPN 2 Sukomoro) disesuaikan dengan ketiga tahapan proses 

implementasi kebijakan publik menurut Widodo tersebut. 

 

a.   Tahap Interpretasi 

Tahap interptretasi adalah tahap dimana sekolah yang 

melaksanakan kebijakan kurikulum 2013 harus mampu menjabarkan 

peraturan kebijakan kurikulum 2013 dari Pemerintah Pusat agar 

mudah dimengerti dan dilaksanakan oleh sekolah yang 

melaksanakannya. Peraturan yang terdapat dalam kurikulum 2013 

harus diterapkan oleh seluruh aspek pendidikan di sekolah agar 

tujuan dari kebijakan kurikkulum 2013 dapat tercapai. Begitu pula 

dengan SMPN 2 Sukomoro yang dalam pengelolaan sekolah 

memiliki empat bidang yang berada di bawah Kepala Sekolah, yakni 

Bidang Kurikulum, Bidang Kesiswaan, Bidang Hubungan 
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Masyarakat, dan Bidang Sarana Prasarana. Setiap bidang yang 

bertanggung jawab kepada Kepala Sekolah ini masing-masing 

memiliki Standart Operating Prosedure (SOP) yang akan menjadi 

panduan atau pedoman bagi pelaksanaan kurikulum 2013. SOP ini 

dibuat Bersama-sama oleh wakil kepala sekolah pada bidang 

masing-masing dan kepala komite sekolah serta pengawas yang 

berperan sebagai pengembang kurikulum. Dalam implementasi 

kebijakan kurikulum 2013 di SMPN 2 Sukomoro terdapat dua 

dokumen utama yang memuat aturan atau pedoman dalam 

pelaksanaan kegiatan pembelajaran untuk para guru yakitu Dokumen 

Kurikulum Gabungan KTSP dan Kurikulum 2013 dan Panduan 

Akademik. 

 

1) Dokumen Kurikulum Gabungan KTSP dan Kurikulum 

2013 

Dokumen Kurikulum gabungan KTSP dan kurikulum 

2013 merupakan dokumen pengembangan kurikulum yang 

disusun setiap awal tahun ajararan baru sebagai pedoman bagi 

warga sekolah dalam mejalankan kegiatan belajar mengajar, dan 

memberikan pelayanan yang baik kepada siswa agar siswa 

mampu mengembangkan kompetensi pada diri siswa. Dokumen 

ini disususn oleh tim pengembang kurikulum SMPN 2 

Sukomoro, dengan pertimbangan dari komite sekolah dan 
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bimbingan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Jawa Timur 

serta Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten 

Magetan. Dimana dalam penyususnan dokumen ini harus 

mendapat pengesahan pada tingkat provinsi. 

Dokumen kurikulum gabungan KTSP dan Kurikulum 

2013 SMPN 2 Sukomoro ini diantaranya berisi: 

1. Pengembangan kurikulum, yang meliputi latar belakang, 

landasan hukum, dan tujuan pengembangan kurikulum; 

2. Tujuan satuan pendidikan, yang meliputi tujuan pendidikan 

dasar, visi sekolah, misi sekolah, dan tujuan sekolah; 

3. Struktur dan muatan kurikulum, yang meliputi struktur 

KTSP dan Kurikulum 2013 (Penjelasan pelaksanaan pada: 

mata pelajaran, muatan lokal, pengembangan diri, 

pengaturan beban belajar, ketuntasan belajar, kenaikan kelas 

dan kelulusan, pendidikan kecakapan hidup, pendidikan 

berbasis keunggulan lokal dan global); 

4. Kalender pendidikan, yang berisi jadwal kegiatan 

pendidikan akademik selama setahun kedepan. 

Sumber: Dokumen kurikulum gabungan KTSP dan 

Kurikulum 2013 Tahun 2017/ 2018 
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Gambar 4.4 Dokumen Gabungan Kurikulum KTSP 

dan Kurikulum 2013 SMPN 2 Sukomoro Tahun 2017/ 

2018 

Sumber: Arsip Bidang Kurikulum SMPN 2 Sukomoro 

 

 

 

2) Buku Panduan Akademik 

Buku Panduan Akademik juga menjadi acuan dan 

pedoman dalam pelaksanaan pembelajaran di SMPN 2 

Sukomoro selain dokumen kurikulum gabungan KTSP dan 

kurikulum 2013 bagi para pendidik untuk melaksanakan 

kewajibannya dalam pelaksanaan pembelajaran.  

Pedoman penyusunan Buku Panduan Akademik ini 

diturunkan dari Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 

sehingga para tenaga pendidik dapat melaksanakan prosedur 

yang sama dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar. 



114 
 

Adapun penyusunan Buku Panduan Akademik di SMPN 2 

Sukomoro diawali dengan kesepakatan terhadap unsur-unsur 

yang akan dimasukkan kedalam buku panduan, pencarian dasar-

dasar hukum pelaksanaan tugas guru, penyusunan dan revisi 

jadwal pelajaran, penyusunan program kerja kurikulum, dan 

terakhir penyempurnaan buku panduan. 

Buku Panduan Akademik disusun oleh bagian kurikulum 

dan akan diperbarui tiap tahunnya dan kemudian disampaikan 

kepada seluruh pegawai sekolah pada tiap awal tahun ajaran 

baru. Dalam Buku Panduan Akademik ini memuat prosedur 

sesuai ketentuan kurikulum 2013 yang sudah dilaksanakan, 

adapun isi dari Buku Panduan Akademik diantaranya: 

1. Silabus dan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang 

merupakan seperangkat rencana dan pengaturan tentang 

kegiatan pembelajaran, pengelolaan kelas, dan penilaian 

hasil belajar. Silabus dan RPP di Buku Panduan Akademik 

meliputi: 

a. Standar kompetensi; 

b. Kompetensi dasar; 

c. Materi pembelajaran; 

d. Kegiatan pembelajaran; 

e. Indikator; 

f. Penilian; 
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g. Alokasi waktu; 

h. Sumber/ bahan/ alat belajar. 

2. Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) 

KKM merupakan kriteria paling rendah untuk menyatakan 

peserta didik mencapai ketuntasan. KKM ditetapkan pada 

awal tahun pelajaran oleh satuan pendidikan berdasarkan 

hasil musyawarah guru pelajaran di satuan pendidikan yang 

memiliki karakteristik yang hampir sama. 

Sumber: Buku Panduan Akademik SMPN 2 Sukomoro 

Tahun 2017/ 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.5 Buku Panduan Akademik SMPN 2 Sukomoro 

Tahun 2017/ 2018 

Sumber: Arsip Bidang Kurikulum SMPN 2 Sukomoro 
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b.   Tahap Pengorganisasian 

Tahap pengorganisasian merupakan sebuah tahapan dimana 

organisasi melakukan hal-hal yang memfasilitasi pelaksanaan suatu 

kebijakan. Hal-hal yang dapat dilakukan diantaranya adalah sosialisai, 

pendidikan dan pelatihan, persiapan sumber daya yang meliputi 

sumber daya manusia, sarana dan prasarana, serta sumber dana, dan 

yang terakhir adalah aturan. Begitu pula dengan SMPN 2 Sukomoro 

yang melakukan pengorganisasian diantaranya: 

 

1) Sosialisasi 

Implementasi kebijakan kurikulum 2013 dilakukan dengan 

mencari tahu terlebih dahulu karakteristik dari Kabupaten 

Magetan dalam proses implementasi tersebut. Dari hasil 

penelitian yang telah dilakukan mengenai implementasi kebijakan 

kurikulum 2013 di Kabupaten Magetan studi pada SMPN 2 

Sukomoro diperoleh hasil bahwa implementasi kebijakan 

kurikulum 2013 di Kabupaten Magetan diawali dengan proses 

sosialisasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Magetan terhadap 

Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang baru akan melaksanakan 

kebijakan kurikulum 2013 ini. Pelaksanaan kurikulum 2013 

dilakukan Dinas Pendidikan Kabupaten Magetan dengan 

mengundang perwakilan dari sekolah-sekolah tingkat menengah 

pertama di Kabupaten Magetan, perwakilan yang diundang adalah 
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dari bagian kurikulum sekolah. Sosialisasi ini dilakukan hanya 

satu hari dan dilakukan secara klasikal dimana seluruh perwakilan 

sekolah dikumpulkan menjadi satu untuk kemudian diberi 

sosialisasi mengenai kebijakan kurikulum 2013. Sosialisasi untuk 

masing-masing SMP kemudian akan disampaikan oleh 

perwakilan kurikulum dari masing-masing sekolah kepada 

seluruh pegawai sekolah. Singkatnya waktu dan kurang jelasnya 

materi yang diberikan dalam sosialisasi membuat kurangnya 

pemahaman dari para pelaksana kurikulum 2013 di SMPN 2 

Sukomoro. 

 

2) Pendidikan dan Pelatihan 

Langkah selanjutnya yang diambil Dinas Pendidikan 

Kabupten Magetan setelah melaksanakan sosialisasi adalah 

melakukan pendidikan dan pelatihan (Diklat) bagi para pelaksana 

kebijakan kurikulum 2013. Diklat ini ditujukan untuk para guru 

yang mengajar kelas VII dengan kurikulum 2013. Pelaksanaan 

diklat tidak sama dengan sosialisasi jika saat sosialisasi dilakukan 

secara klasikal, diklat dilakukan dengan mengelompokkan para 

guru sesai mata pelajaran yang diampu di sekolahnya masing-

masing. Pelaksanaan diklat oleh Dinas Pendidikan Kabupaten 

Magetan dirasa kurang oleh para guru karena singkatnya alokasi 

waktu diklat yang hanya dilakukan selama satu minggu sehingga 
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materi yang diberikan kurang mendalam dan hanya seputar 

pengetahuan umum tentang kurikulum 2013 yang mengakibatnya 

para guru kurang memahami bagaimana sebenarnya kurikulum 

2013 itu sendiri. 

 

3) Sumber Daya 

Implementasi kurikulum 2013 harus ditunjang dengan 

sumber daya yang memadai. Sumber daya dalam implementasi 

kurikulum 2013 meliputi sumber daya manusia, sarana dan 

prasarana, serta sumber dana. 

 Sumber daya manusia dalam implementasi kurikulum 2013 

di SMPN 2 Sukomoro sudah mencukupi dilihat dari data yang 

diperoleh dengan jumlah pegawai dari SMPN 2 Sukomoro yang 

meliputi Kepala Sekolah, Guru PNS, Guru Non PNS, Pegawai 

TU PNS, Pegawai Tidak Tetap dengan jumlah 40 orang. Namun 

jika dilihat dari kemampuan yang dimiliki oleh sumber daya yang 

adadi SMPN 2 Sukomoro masih sangat kurang. Dikatakan kurang 

karena sebagian besar guru yang mengajar di SMPN 2 Sukomoro 

tidak bisa mengoperasikan perangkat komputer, sementara dalam 

implementasi kebijakan kurikulum 2013 diperlukan kemampuan 

untuk mengoperasikan perangkat komputer karena merupakan 

salah satu media penting dalam proses belajar menggunakan 

kurikulum 2013 yang berbasis aplikasi. 
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Sumber daya manusia dengan kemampuan dan keahlian 

yang baik sangat dibutuhkan guan terlaksananya suatu kebijakan 

dengan baik dan efektif. Guna mendapatkan sumber daya manusia 

yang berkualitas perlu adanya pengembangan sumber daya 

manusia, adapun langkah-langkah yang dapat dilakuakan 

diantaranya sebagai berikut: 

1. Mengadakan pelatihan 

Pelatihan ini diperlukan untuk mengembangkan kemampuan 

individu dalam bidang pengetahuan, ketrampilan dan sikap; 

2. Pendidikan 

Pendidikan diberikan untuk meningkatkan kemampuan kerja 

dalam artian formal yang berguna untuk peningkatan karir; 

3. Pembinaan 

Pembinaan dilakukan guna membuat sumber daya manusia 

agar mampu taat kepada aturan yang ada; 

4. Recruitment 

Recruitment dilakukan guna mendapatkan sumber daya 

manusia yang sesuai dengan klasifikasi pegawai yang 

dibutuhkan oleh suatu organisasi. 

   Pengembangan sumber daya manusia yang dapat menjadikan 

sumber daya manusia memiliki kemampuan yang baik dapat 

membuat suatu organisasi mencapai tujuannya dengan lebih 

efektif dan efisien. 



120 
 

Sumber daya sarana dan prasarana juga merupakan elemen 

penting selain sumber daya manusia dalam implementasi 

kebijakan kurikulum 2013. SMPN 2 Sukomoro sendiri sudah 

memiliki sarana prasarana yang sebagian besar sudah layak untuk 

melaksanakan kebijakan kurikulum 2013 ini dilihat dari hasil 

penelitian yang menyebutkan bahwa fasilitas seperti ruang kelas, 

perpustakaan, laboratorium, ruang multimedia dan ruang lain 

yang dapat menunjang kurikulum 2013 sudah tersedia namun dari 

hasil penelitian masih ada beberapa sarana prasarana yang belum 

terpenuhi yaitu LCD dan laptop. Dimana SMPN 2 Sukomoro 

hanya memiliki satu LCD dan laptop sementara ada dua kelas 

yang melaksanakan proses belajar mengajar dengan kurikulum 

2013 sehingga LCD harus digunakkan secara bergantian dan guru 

harus membawa laptop sendiri sehingga membuat proses belajar 

mengajar menjadi tidak efektif. 

 Sumber daya yang tidak kalah penting adalah sumber dana 

yang dapat menunjang terlaksananya kurikulum 2013. Dari hasil 

penelitian diketahui SMPN 2 Sukomoro sendiri sudah memiliki 

sumber dana yang cukup, sumber dana tersebut didapatkan dari 

tiga pihak yaitu dari pihak pemerintah, bantuan dari wali murid, 

dan iuran sukarela dari guru. Dengan demikian untuk sumber 

dana sudah mencukupi untuk bantuan membiayai kegiatan 

operasional dan belajar mengajar dengan kurikulum 2013. 
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4) Aturan 

  Dalam tahapan pengorganisasian aturan berperan 

memberikan rambu-rambu atau pedoman bagi implementasi 

sebuah kebijakan dalam melaksanakan seluruh kegiatan yang ada, 

guna menjaga tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. 

Demikian pula dengan kebijakan kurikulum 2013 juga memiliki 

aturan dalam setiap aspeknya, adapun landasan hokum yang 

dijadikan dasar pelaksanaan kebijakan kurikulum 2013 

diantaranya adalah: 

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945; 

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional; 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Nasional, beserta segala 

ketentuan yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Tahunan (Perpres Nomor 5 Tahun 2010); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang 

perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 

tentang Standar Nasional Pendidikan dan diperbarui lagi 

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang 

Standar Nasional Pendidikan. 

Sumber: Widyastono (2014) 
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 Pengembangan kurikulum yang akan dilakukan tiap 

tahunnya akan dilakukan oleh masing-masing sekolah sesuai 

dengan regulasi terbaru dari Pemerintah Pusat, baik dari aspek 

perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian. Pada tahun ajaran 

2017/2018 SMPN 2 Sukomoro dalam melakukan pengembangan 

kurikulum berdasarkan pada: 

1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik 

Indonesia Nomor 81A Tahun 2013 tentang Implementasi 

Kurikulum; 

2. Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 

179432/MPK/KR/2014 tentang pemberhentian pelaksanaan 

kebijakan kurikulum 2013; 

3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 160 

Tahun 2013 tentang pemberlakuan Kurikulum 2006 dan 

Kurikulum 2013; 

4. SK Nomor: 253/KEP.D/KR/2017 tentang Penetapan Satuan 

Pendidikan Pelaksana Kurikulum 2013 Tahun 2017; 

5. Surat Edaran Bersama Mendagri dan Mendikbud Nomor 

420/176/Sj dan Nomor 0258/MPK.A/KR/20l4 sebagai tindak 

lanjut Permendikbud Nomor 81A Tahun 2013 tentang 

Implementasi Kurikulum 2013; 

6. Pedoman Pelatihan Implementasi Kurikulum 2013; 
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7. Permendikbud Nomor 62 Tahun 2014 tentang Kegiatan 

Ekstrakurikuler Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah;  

8. Permendikbud Nomor 62 Tahun 2014 tentang Pendidikan 

Pramuka sebagai Kegiatan Ekstrakurikuler Wajib pada 

Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah; 

9. Permendikbud Nomor 68 Tahun 2014 tentang Peran Guru, 

Teknologi Informasi dalam Implementasi Kurikulum 2013; 

10. Permendikbud Nomor 79 Tahun 2014 tentang Muatan Lokal 

Kurikulum 2013; 

11. Permendikbud Nomor 104 tahun 2014 tentang Penilaian 

Hasil Belajar oleh Pendidik pada Pendidikan Dasar dan 

Pendidikan Menengah; 

12. Permendikbud Nomor 5 Tahun 2015 tentang Kriteria 

Kelulusan Penyelenggaraan Ujian Nasional dan Ujian 

Sekolah. 

Sumber: Dokumen Kurikulum SMPN 2 Sukomoro 

 

c.    Tahap Aplikasi 

   Tahap aplikasi merupakan tahap dari pelaksanaan pembelajaran 

yakni dengan menerapkan kurikulum 2013. Penerapan pembelajaran 

pada dasarnya sangat bergantung kepada kemampuan guru dalam 

mengarahkan kemampuan siswa, kreativitas siswa, penggunaan sarana 

prasarana yang dapat menunjang pelaksanaan pembelajaran termasuk 



124 
 

penggunaan internet. Hal ini dikarenakan dalam kurikulum 2013 guru 

tidak lagi menjadi pusat dalam pembelajaran melainkan siswa harus 

mampu mencari sumber belajar sendiri selain dari guru dan buku 

modul. 

 

1) Pelaksanaan Pembelajaran 

  Pelaksanaan pembelajaran pada kurikulum 2013 

sebenarnya tidak berbeda jauh dari kurikulum sebelumnya yaitu 

KTSP, dimana guru tetap melaksanakan pembelajaran sesuai RPP 

dan silabus yang telah disusun sebelumnya, sesuai jadwal yang 

telah ditentukan bidang kurikulum hanya berbeda pada metode 

pembelajarannya saja. 

Kebijakan kurikulum 2013 dalam proses pelaksanaan 

pembelajarannya menggunakan pendekatan scientific dimana 

selama proses pembelajaran guru hanya sebagai mediator yang 

bertugas untuk mengarahkan siswa untuk memahami pelajaran 

yang diajarkan. Guru menjadi pasif dan siswa menjadi lebih aktif, 

kreatif, dan mandiri karena pendekatan yang digunakkan adalah 

scientific. Pendekatan scientific adalah pendekatan yang dalam 

proses pembelajarannya menggunakan metode 5M yang dapat 

dijelaskan seperti gambar dibawah ini 
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Gambar 4.6 Tahapan Pendekatan Scientific 

Sumber: Paparan Wamendik hal 17 

 

  Pelaksanaan pembelajaran dalam kurikulum 2013 juga 

tidak lepas dari proses penilaian yang dilakukan oleh guru 

terhadap siswa. Penilaian ini dimaksudkan untuk mengukur 

kemampuan siswa selama proses belajar mengajar. Namun dalam 

penelitian ditemukan bahwa guru masih merasa keuslitan dalam 

melakukan penilaian diakrenakan kurang pahamnya guru 

bagaimana menilai dengan baik dan benar menggunakan 

ketentuan kurikulum 2013 karena ada begitu banyak aspek 

penilaian yang digunakkan dalam kurikulum 2013 dimana dalam 

aspek penilaian memiliki format penilaian yang berbeda-beda dan 

kurangnya Diklat yang diberikan oleh dinas terkait. Guru juga 

dituntut untuk melakukan observasi secara mendalam, penilaian 

secara lisan, tulisan, tugas portofolio, dan memberikan tugas 

untuk siswa untuk membuat sebuah produk dari materi yang telah 

diajarkan. 

 

2) Penerimaan Siswa Terhadap Kurikulum 2013 

    Penerimaan siswa terhadap implementasi kebijakan 

kurikulum 2013 juga bisa dijadikan penilaian apakah kurikulum 
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2013 yang memang dibuat untuk lebih menjadikan siswa tidak 

hanya pintar dalam mata pelajaran tetapi juga memiliki karakter 

yang berguna bagi siswa ditengah-tengah kehidupan 

bermasyarakat sudah diajalankan secara efektif atau belum. Dari 

hasil penelitian ditemukan bahwa sebenarnya siswa siap tidak 

siap memang diwajibkan untuk melaksanakan kurikulum 2013 

karena sudah diwajibkan oleh pemerintah. Dalam pelaksanaannya 

sendiri siswa mengalami bebrapa kendala karena belum paham 

betul bagaimana sebenarnya kurikulum 2013 itu dijalankan 

karena siswa tidak dilibatkan dalam sosialisasi dan begitu proses 

belajar mengajar dimulai langsung menggunakan kurikulum 

2013. Siswa juga merasa keberatan dengan lebih lamanya jam 

pelajaran serta banyaknya tugas yang diberikan. Namun siswa 

juga senang dengan kurikulum 2013 karena siswa bisa 

mengeluarkan pendapatnya dan bisa melatih kepercayaan diri. 

 

2. Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Kebijakan 

Kurikulum 2013  

 Implementasi kebijakan kurikulum 2013 tentunya memiliki 

faktor pendukung dan faktor penghambat. Faktor pendukung 

implementasi kurikulum 2013 merupakan hal-hal yang membuat 

implementasi kurikulum 2013 menjadi maju, berkembang, dan lebih baik 

lagi. Faktor penghambat dalam implementasi kebijakan kurikulum 2013 
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merupakan hal-hal yang dapat menimbulkan masalah dan menghentikan 

terlaksananya kurikulum 2013. 

 

a. Faktor Pendukung 

 Dalam penelitian ditemukan beberapa hal yang menjadi 

faktor pendukung implementasi kebijakan kurikulum 2013 

diantaranya semangat dan kemauan dari guru dan siswa untuk 

belajar lebih lagi untuk memahami kurikulum 2013. Kemudian 

Diklat yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten 

Magetan menjadikan guru lebih paham tentang bagaimana 

pelaksanaan kurikulum 2013 dalam proses belajar mengajar. Buku 

paket yang menjadi bahan ajar dan sumber belajar bagi siswa sangat 

penting karena semua materi kurikulum 2013 terdapat dalam buku 

paket ini. Sumber dana yang cukup juga menjadi faktor pendukung 

dalam implementasi kebijakan kurikulum 2013. Sumber dana ini 

didapat dari tiga sumber yaitu Pemerintah yang biasa disebut Biaya 

Oprasional Sekolah (BOS), iuran dari anggota komite sekolah, dan 

iuran sukarela dari guru. 

  

b. Faktor Penghambat 

Penelitan yang telah dilakukan menunjukkan hasil ada 

beberapa faktor penghambat dalam implementasi kebijakan 

kurikulum 2013 diantaranya, kurangnya sosialisasi yang diberikan 
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oleh Dinas Pendidikan sehingga guru yang bertindak sebagai tenaga 

pengajar dan siswa yang menerima pembelajaran kurang memahami 

kurikulum 2013 sehingga tidak bisa memahami materi secara 

mendalam. Guru dan siswa belum bisa mengoperasikan perangkat 

komputer yang menjadi alat bantu utama dalam kurikulum 2013 yang 

berbasis aplikasi juga menjadi faktor penghambat. Guru dan siswa 

juga masih terbiasa menggunakan metode pembelajaran lama 

sehingga tidak sesuai dengan pola mengajar kurikulum 2013. Lebih 

lamanya jam pembelajaran juga menjadi faktor penghambat, 

dikarenakan siswa merasa lelah dan sulit berkonsentrasi. Selain itu 

keterbatasan sumber daya dalam sarana prasarana pendukung 

implementasi kebijakan kurikulum 2013 seperti kurangnya perangkat 

penunjang pembelajaran seperti LCD dan laptop membuat proses 

belajar mengajar menjadi terganggu dikarenakan LCD dan laptop 

harus digunakkan secara bergantian. 



129 
 

BAB V 

 

PENUTUP 

 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil yang diperoleh peneliti dalam penelitian yang telah 

dilakukan dan berdasarkan hasil pembahasan yang telah diuraikan diawal, 

maka Implementasi Kebijakan Kurikulum 2013 Tingkat Sekolah Menengah 

Pertama di Kabupaten Magetan dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Implementasi kebijakan kurikulum 2013 di Kabupaten Magetan yang 

menggunakan beberapa indikator yang disampaikan oleh Charles O. Jones 

dalam Widodo (2012:91) daalam pengimplementasiannya yaitu tahap 

interpretasi, tahap pengorganisasian, dan tahap aplikasi belum terlaksana 

dengan baik. Hal ini disebabkan karena walaupun sudah menerapkan 

seluruh tahap namun masih memiliki kekurangan dalam beberapa proses 

dalam tahapan tersebut, seperti pada proses: 

a. Sosialisasi kebijakan kurikulum 2013 belum dapat diterima dengan 

baik. Hal itu dapat dilihat dari kurang pahamnya guru-guru terkait 

dengan pelaksanaan kurikulum 2013 karena sosialisasi yang dilakukan 

oleh Dinas Pendidikan hanya mengundang wakil kepala sekolah bidang 

kurikulum sebagai perwakilan sekolah yang melaksanakan kebijakan 

kurikulum 2013. 
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b. Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) berjalan cukup baik dimana melalui 

Diklat ini mampu memberikan gambaran umum bagaimana nantinya 

guru harus melaksanakan kegiatan belajar mengajar menggunakan 

kurikulum 2013. Meskipun dalam Diklat masih terdapat kekurangan 

yaitu berupa terlalu singkatnya alokasi waktu dalam Diklat yang 

dilaksanakan hanya dalam waktu satu minggu. 

c. Sumber daya terkait implementasi kebijakan kurikulum 2013 

mencakup tiga sumber daya yaitu: sumber daya manusia, sarana dan 

prasarana, serta sumber dana. Sumber daya manusia dalam 

implementasi kurikulum 2013 dilihat dari jumlahnya sudah mencukupi 

dengan total 40 tenaga kerja, tetapi dari segi kemampuan dalam 

mengoperasikan perangkat komputer sangat kurang karena banyak 

guru dan murid yang tidak bisa mengoperasikan perangkat komputer. 

Sarana dan prasarana sendiri sudah cukup baik dengan tersedianya 

fasilitas yang mendukung namun masih memiliki beberapa kekurangan 

seperti LCD yang hanya berjumlah satu buah dan Laptop. Implementasi 

kurikulum 2013 akan berjalan baik dengan adanya Sumber daya dana, 

dana untuk kurikulum 2013 ini berasal dari pemerintah, bantuan wali 

murid, dan iuran sukarela dari guru. 

d. Pelaksanaan pembelajaran menggunakan kurikulum 2013 berjalan 

kurang baik dimana dalam kurikulum 2013 guru hanya menjadi 

moderator dan siswa harus lebih aktif namun kenyataannya guru dan 

siswa masih banyak menggunakan metode pembelajaran kurikulum 
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sebelumnya, yaitu guru menerangkan dan siswa pasif. Penilaian dalam 

kurikulum 2013 juga menjadi hal yang menyulitkan bagi guru karena 

banyaknya aspek penilaian yang digunakkan. 

e. Penerimaan siswa terhadap kurikulum 2013 kurang baik, hal ini terlihat 

dari banyak siswa yang mengeluhkan jam belajar dalam kurikulum 

2013 yang terlalu lama sehingga membuat siswa sulit untuk 

berkonsentrasi. 

 

2. Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Kurikulum 2013 

Adapun Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi 

Kebijakan Kurikulum 2013 Tingkat Sekolah Menengah Pertama di 

Kabupaten Magetan adalah: 

a. Faktor Pendukung 

1. Semangat dan kemauan yang kuat dari guru dan siswa yang mau 

belajar untuk memahami kurikulum 2013; 

2. Pendidikan dan pelatihan yang telah dilakukan oleh Dinas 

Pendidikan; 

3. Ketersediaan buku paket sebagai bahan ajar dan sumber belajar; 

4. Sumber dana yang mencukupi. 

b. Faktor Penghambat 

1. Kurangnya sosialisai yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan; 
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2. Sumber daya manusia yang tidak bisa mengoperasikan perangkat 

komputer yang menjadi alat dalam implementasi kebijakan 

kurikulum 2013; 

3. Guru dan siswa masih menggunakan metode belajar kurikulum 

terdahulu dalam kegiatan belajar mengajar dan lamanya jam belajar 

mengajar membuat siswa susah berkonsentrasi; 

4. Terbatasnya sarana prasarana yang menunjang implementasi 

kebijakann kurikulum 2013, seperti kurangnya LCD dan laptop 

sehingga harus digunakkan secara bergantian. 

 

B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan pada bab sebelumnya 

maka saran yang dapat peneliti berikan untuk SMPN 2 Sukomoro dalam 

mengimplementasikan kebijakan kurikulum 2013 adalah sebagai berikut: 

1. Dinas pendidikan, Pemuda, dan Olahraga menggalakan lagi sosialisasi serta 

pendidikan dan pelatihan kepada Tenaga Kependidikan, sehingga tidak ada 

lagi keterbatasan pengetahuan dan ketidakpahaman konsep kurikulum 2013; 

2. SMPN 2 Sukomoro mengalokasikan anggaran untuk melaksanakan pelatihan 

dibidang pengoperasian perangkat komputer untuk guru dan siswa agar 

nantinya guru tidak kesulitan dalam memberikan pembelajaran dengan 

kurikulum 2013 yang sudah berbasis aplikasi dan siswa tidak kesulitan 

mengikuti pembelajaran dan mencari sumber pembelajaran yang berbasis 

aplikasi; 
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3. Guru SMPN 2 Sukomoro harus bisa menciptakan suasana pembelajaran yang 

kreatif dan menyenangkan sesuai dengan kurikulum 2013 agar siswa tidak 

merasa bosan dan bisa berkonsentrasi dalam mengikuti pembelajaran; 

4. Dinas Pendidikan dapat memberikan tambahan modul dan perbaikan sarana 

prasarana sekolah harus dimaksimalkan. 



134 
 

DAFTAR PUSTAKA 

 

 

Abdul Wahab, Solihin. 2005. Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi 

Kebijakan Negara. Jakarta: Bumi Aksara. 

 

Ali, Imran. 1995. Pembinaan Guru di Indonesia. Jakarta: Pustaka Jaya  

 

Arikunto, Suharsimi. 2006. Penelitian Suatu Pendekatan Praktik. Jakarta: Rineka 

Cipta. 

 

Badan Pusat Statistik Jatim, 2017. Jumlah Sekolah, Murid, Guru, dan Rasio 

Murid-Guru Sekolah Menengah Pertama Menurut Kabupaten/ Kota di 

Provinsi Jawa Timur Tahun 2017. 

(https://jatim.bps.go.id/linkTableDinamis/view/id/78, diakses tanggal 14 

Desember 2017) 

 

Badan Pusat Statistik Kab. Magetan, 2017. Luas Wilayah Administrasi Kabupaten 

Magetan.(https://magetankab.bps.go.id/pencarian.html?searching=luas+

wilayah+administrasi+kabupaten+magetan&yt1, diakses tanggal 29 

Maret 2018) 

 

Dapo Dikdasmen. 2017. Data Pokok Pendidikan Dasar dan Menengah SMP N 2 

Sukomoro.(http://dapo.dikdasmen.kemdikbud.go.id/sekolah/E83A70C1B

E69B8839CB7, diakses pada 15 Desember 2017) 

 

Data Kemendikbud. 2017. Data Penduduk Berdasarkan Sumber Data Kabupaten 

Magetan.(http://apkapm.data.kemdikbud.go.id/index.php/cberanda/pendu

duk?kode_wilayah=051000&tahun=&tabs=statistik, diakses pada 15 

Desember 2017) 

 

Degibson Siagian, Sugiarto. 2000. Metode Statistika Untuk Ekonomi dan Bisnis. 

Jakarta: Gramedia. 

 

Dunn, N. William. 1998. Pengantar Analisis Kebijakan Publik. Jakarta: Gadjah 

Mada University Press. 

 

Edward III, George C. 1980. Implementing Public Policy, Washington: 

Congressional Quarterly Press. 

 

https://jatim.bps.go.id/linkTableDinamis/view/id/78
https://magetankab.bps.go.id/pencarian.html?searching=luas+wilayah+administrasi+kabupaten+magetan&yt1
https://magetankab.bps.go.id/pencarian.html?searching=luas+wilayah+administrasi+kabupaten+magetan&yt1
http://dapo.dikdasmen.kemdikbud.go.id/sekolah/E83A70C1BE69B8839CB7
http://dapo.dikdasmen.kemdikbud.go.id/sekolah/E83A70C1BE69B8839CB7
http://apkapm.data.kemdikbud.go.id/index.php/cberanda/penduduk?kode_wilayah=051000&tahun=&tabs=statistik
http://apkapm.data.kemdikbud.go.id/index.php/cberanda/penduduk?kode_wilayah=051000&tahun=&tabs=statistik


135 
 

Hamalik, Oemar. 2008. Kurikulum dan Pembelajaran. Jakarta: Sinar Grafika. 

 

Indiahono, Dwiyanto. 2009. Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy Analisys. 

Yogyakarta: Gava Media. 

 

Kajian Teori, 2013. Kebijakan Pendidikan: Pengertian Kebijakan Pendidikan. 

(http://www.kajianmakalah.com/2013/03/kebijakan-pendidikan-

pengertian-kebijakan-pendidikan.html, diakses tanggal 14 Desember 

2017) 

 

Keban, Yeremias T. 2008. Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik: Konsep, 

Teori, dan Isu. Yogyakarta. Gavamedia 

 

Meter, Donal, Van and Carl E. Van Horn. 1975. The Policy Implementation 

Process.  Beverly Hill: Publication. 

 

Miless, Matthew B and Huberman, A Michael. 1992. Analisis Data Kualitatif. 

Jakarta: Universitas Indonesia Pers. 

 

Nugroho, Riant. 2004. Kebijakan Publik, Formulasi Implementasi dan Evaluasi. 

Jakarta: Gramedia. 

 

-------------. 2008. Public policy.Jakarta: PT Elex Media Komputindo. 

 

-------------. 2012. Public policy.Jakarta: PT Elex Media Komputindo 

 

Paparan Wakil Menteri Pendidikan RI. 2014. Konsep dan Implementasi 

Kurikulum 

2013.(https://kemdikbud.go.id/kemdikbud/dokumen/Paparan/Paparan%2

0Wamendik. Diakses tanggal 5 April 2018) 

 

Pasolong, Harbani. 2008.  Teori Administrasi Publik. Bandung: CV Alfabeta. 

 

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional 

Pendidikan. 

 

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. 

 

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 

PER/04/M.PAN/4/2007 Tentang Pedoman Umum Formulasi, 

Implementasi, Evaluasi Kinerja, dan Revisi Kebijakan Publik di 

Lingkungan Pemerintah Pusat dan Daerah. 

http://www.kajianmakalah.com/2013/03/kebijakan-pendidikan-pengertian-kebijakan-pendidikan.html
http://www.kajianmakalah.com/2013/03/kebijakan-pendidikan-pengertian-kebijakan-pendidikan.html
https://kemdikbud.go.id/kemdikbud/dokumen/Paparan/Paparan%20Wamendik
https://kemdikbud.go.id/kemdikbud/dokumen/Paparan/Paparan%20Wamendik


136 
 

 

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Pelayanan 

Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota. 

 

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81A 

Tahun 2013 Tentang Implementasi Kurikulum. 

 

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 160 Tahun 2013 Tentang 

Pemberlakuan Kurikulum2006 dan Kurikullum 2013. 

 

Rohman, Arif. 2009. Memahami Pendidikan dan Ilmu Pendidikan. Yogyakarta: 

LaksBang Mediatama. 

 

Sanjaya, Wina. 2006. Strategi Pembelajaran. Jakarta: Kencana Prenada Media 

Group. 

 

-------------. 2010. Strategi Pembelajaran Berorientasi Standar Proses 

Pendidikan. Jakarta: Prenada Media Group. 

 

Sugiyono, 2010. Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R & 

D. Bandung: Alfabeta. 

 

Syafiie, Inu Kencana. 2006. Sistem Administrasi Publik Republik Indonesia 

(SANKRI), Jakarta: PT Bumi Aksara. 

 

Undang-Undang No 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional. 

 

Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. 

 

Wahab, Abdul Solihin. 2005. Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi 

Kebijakan Negara, Jakarta: PT Bumi Aksara 

 

Wibawa, Samodra. 1994. Evaluasi Kebijakan Publik. Jakarta: PT Raja Grafindo 

Persada. 

 

Widodo, Joko. 2012. Analisis Kebijakan Publik: Konsep dan Analisis Konsep 

Kebijakan Publik. Malang: Bayumedia Publishing. 

 

Winarno, Budi. 2002. Kebijakan Publik: Teori dan Proses. Yogyakarta: Med 

Press (Anggotta IKAPI). 

 



137 
 

-------------. 2008. Kebijakan Publik Teori dan Proses. Jakarta: PT Buku Kita. 

 

Widyastono, Herry. 2014. Pengembangan Kurikulum di era Otonomi Daerah. 

Jakarta: Bumi Aksara 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LAMPIRAN 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Lampiran 1 

Panduan Wawancara 

Informan  : 

Status Informan : 

Tanggal wawancara : 

Instansi  : 

Implementasi Kebijakan Kurikulum 2013 

1. Apakah yang dimaksud dengan kurikulum 2013?  

2. Adakah kegiatan sosialisasi yang diberikan oleh dinas terkait tentang 

kebijakan kurikulum 2013 sebelum dilaksanakan di SMPN 2 Sukomoro? 

3. Apakah ada kegiatan pendidikan dan pelatihan yang diberikan mengenai 

pelaksanaan kebijakan kurikulum 2013 oleh dinas terkait? 

4. Dalam pelaksanaan kurikulum 2013 tentu memerlukan kesiapan dari 

berbagai elemen yang dapat menunjang implementasi kurikulum 2013. Lalu 

bagaimana kesiapan sumber daya manusia, sarana dan prasarana, serta 

sumber dana dalam pelaksanaan kebijakan kurikulum 2013 ini?  

5. Adakah standar prosedur yang dijadikan petunjuk teknis dalam pelaksanaan 

kebijakan kurikulum 2013 ini? 

6. Bagaimana pelaksanaan kebijakan kurikulum 2013 di SMPN 2 sukomoro? 

7. Bagaimana berlangsungnya proses pembelajaran setelah diterapkannya 

kebijakan kurikulum 2013? 



 
 

8. Bagaimanakah penerimaan siswa terhadap implementasi kebijakan 

kurikulum 2013? 

9. Apa sajakah faktor pendukung dalam implementasi kebijakan kurikulum 

2013? 

10. Apa sajakah faktor penghambat dalam implementasi kebijakan kurikulum 

2013? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Lampiran 2 
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Lampiran 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Lampiran 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Lampiran 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Lampiran 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Lampiran 8 

Data Guru dan Pegawai SMPN 2 Sukomoro 

No 
Nama TTL Ijazah Jabatan GOL. Pangkat 

GOL. 

1. Dra. Sri Hari 

Suyanti, M.Pd 

Ngawi, 23-02-1963 S2 Ka. 

Sekolah 

IV B Pembina Tk. I 

2. Drs. Suprianto Magetan, 26-10-1959 S1 Guru IV B Pembina Tk. I 

3. Drs. M. Mahfut 

Santoso 

Magetan, 06-05-1962 S1 Guru IV B Pembina Tk. I 

4. Yanti Puji, 

S.Pd 

Magetan, 07-02-1963 S1 Guru IV B Pembina Tk. I 

5. Siti Jumiati, 

S.Pd 

Magetan,01-10-1960 S1 Guru IV B Pembina Tk. I 

6. Sri Rahayu 

S.Pd 

Magetan, 31-01-1961 S1 Guru IV B Pembina Tk. I 

7. Erni Nur A, 

S.Pd 

Ngawi, 17-06-1961 S1 Guru IV B Pembina Tk. I 

8. Rus Sulistiani, 

S.Pd 

Kediri, 23-02-1962 S1 Guru IV B Pembina Tk. I 

9. Drs. R. Pramu 

R. 

Magetan, 18-09-1963 S1 Guru IV B Pembina Tk. I 

10. Priyo Yudo, 

S.Pd 

Magetan, 23-04-1960 S1 Guru IV B Pembina Tk. I 

11. Bin Yati, S.Pd Magetan, 02-03-1962 S1 Guru IV B Pembina Tk. I 

12. Bambang Eko, 

S.Pd 

Kediri, 13-05-1962 S1 Guru IV B Pembina Tk. I 

13. Dra. Yuni 

Hartini 

Magetan, 15-06-1962 S1 Guru IV B Pembina Tk. I 

14. MK. Dewi, 

S.Pd 

Madiun, 31-10-1963 S1 Guru IV B Pembina Tk. I 

15. Midiawati, 

S.Pd 

Madiun, 12-01-1964 S1 Guru IV B Pembina Tk. I 

16. Supatmi, S.Pd Magetan, 02-06-1964 S1 Guru IV B Pembina Tk. I 

17. Nanik Kun, 

S.Pd 

Magetan, 28-02-1960 S1 Guru IV B Pembina Tk. I 

18. Wasis 

Hermanto, S.Pd 

Magetan, 18-06-1967 S1 Guru IV B Pembina Tk. I 

19. Drs. Wahyu 

Dwiyanto 

Magetan, 04-12-1964 S1 Guru IV B Pembina Tk. I 

20. Wahid Ansori, 

S.Pd 

Magetan, 02-02-1969 S1 Guru IV B Pembina Tk. I 

 



 
 

No Nama TTL Ijazah Jabatan GOL. Pangkat 

GOL. 

21. M. 

Qomaruddin, 

BA 

Magetan,13-12-1961 D3 Guru IV A Pembina 

22. Marsiyah, S.Pd Magetan, 26-11-1965 S1 Guru IV A Pembina 

23. Sudiro Magetan, 08-01-1966 S1 Guru III D Penata Tk. I 

24. Dra. Sulis 

Purwati 

Magetan, 24-03-1968 S1 Guru III C Penata 

25. Anik 

Nurhayati, S.Pd 

Magetan, 03-08-1967 S1 Guru III C Penata 

26. Purwantini, 

S.Pd 

Magetan, 29-07-1970 S1 Guru III C Penata Muda 

Tk. I 

27. Yayuk Nuryani Magetan, 24-12-1963 SMA Staf III B Penata Muda 

Tk. I 

28. Sumarta Magetan, 31-05-1963 SMA Pembantu 

Pelaksana 

III A Penata Muda 

29. Sarimun Magetan, 13-07-1961 SMA Staf II C Pengatur 

Muda Tk. I 

30. Slamet Jaimin Magetan, 19-05-1979 SD Pembantu 

Pelaksana 

  

 Sumber: SMPN 2 Sukomoro (2018) 

 

Data Guru Tidak Tetap (GTT) dan Pegawai Tidak Tetap (PTT) SMPN 2 

Sukomoro 

No Nama Ijazah Jabatan 

1.  Endah Susilowati S1 GTT 

2. Ariadi Prabowo S1 GTT 

3. Supriyati S1 GTT 

4. Ana Widyawati S1 GTT 

5. Yoga Ferdiansyah S1 GTT 

6. Suwito SMA PTT 

7. Bibit Mulyani SMA PTT 

8. Susanti D1 PTT 

9. Rudi Basuki SMA PTT 

10. Puguh Sulistyo SMA PTT 

Sumber: SMPN 2 Sukomoro (2018)  
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